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ABSTRAK 
 

 Penegakkan hukum atas pelanggaran hak cipta dihadapkan pada permasalahan 
seperti dimana pelaku pembajakan cenderung mencari uang untuk memenuhi 
nafkahnya dan kebanyakan dilakukan oleh pedagang eceran yang tingkat 
kesejahteraannya rendah namun disatu sisi juga pemerintah harus bisa melaksanakan 
penegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak cipta tersebut. Tak jarang praktek 
pelanggaran yang dilakukan oleh pembajak dijadikan sebagai salah satu mata 
pencaharian bagi mereka, sehingga banyak yang menggantungkan pekerjaan dengan 
menjual film dan lagu VCD (Video Compact Disc) dan DVD (Digital Video Disc) bajakan 
ini. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis 
menetapkan pertama tentang Penegakan Hukum Terhadap Undang Undang No. 19 
Tahun 2002 Tentang Hak Cipta oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Terhadap 
Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengusaha Persewaan VCD, DVD Bajakan Di Kota 
Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 188/Pid.Sus/2014/PT.PBR serta Kendala Dalam 
Penegakan Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Terhadap Pelanggaran Undang 
Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Oleh Pengusaha Persewaan VCD, DVD 
Bajakan Di Kota Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 188/Pid.Sus/2014/PT.PBR.   
 Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya, menggunakan metode 
penelitian observasional research yaitu dengan cara survey, yang mana penulis 
langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan 
menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner. Sifat dari 
penelitian ini adalah deskriptif yang berarti penelitian ini memberikan gambaran yang 
jelas dan rinci. 
 Dari hasil peneltiian dan pembahasan bahwa penegakan hukum terhadap 
Undang Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta oleh Kepolisian Resort Kota 
Pekanbaru Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengusaha Persewaan VCD, DVD 
Bajakan Di Kota Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 188/Pid.Sus/2014/PT.PBR adalah 
Penegakan hukum atas perlindungan Hak Cipta Terhadap VCD dan DVD Di Kota 
Pekanbaru, yang dilakukan dengan cara adanya penegakkan hukum yang harus 
menjadi tumpuan utama dalam melakukan pemberantasan pembajakan terhadap VCD 
dan DVD bajakan. Penegakan hukum ini merupakan upaya yang dilakukan untuk 
menjadikan hukum, baik dalam arti hukum yang sempit maupun dalam arti materiil 
yang luas, sebagai pedoman prilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para 
subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh para aparatur penegak Hukum yang 
resmi diberi 
tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya  
norma-norma Hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan  
bernegara. Kendala Dalam Penegakan Hukum Kepolisian Resort Kota 
Pekanbaru  Terhadap Pelanggaran Undang Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak 
Cipta Oleh Pengusaha Persewaan VCD, DVD Bajakan Di Kota Pekanbaru Dalam Perkara 
Nomor 188/Pid.Sus/2014/PT.PBR bahwa Berkembangnya pembajakan ini tidak lepas 
dari peran masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat sebagai konsumen tidak hanya 
merasa tidak bersalah dengan membeli produk hasil bajakan, tetapi sering kali merasa 
diuntungkan dengan sangat murahnya harga kaset VCD dan DVD bajakan, untuk itu 
penegakan hukum yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian tidak akan berjalan dengan 
baik, apabila masyarakat sama sekali tidak mendukung upaya pihak kepolisian untuk 
memberantas tindak pidana pelanggaran hak cipta ini sampai ke akar-akarya.  
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ABSTRACT  

 
 Law enforcement for copyright infringement is faced with problems such as where 

pirates tend to make money to fulfill their livelihoods and most are carried out by retail 

traders whose welfare levels are low but on the one hand the government must be able to 

carry out law enforcement and protection of these copyrights. Not infrequently the practice 

of violations committed by hijackers is used as a means of livelihood for them, so that many 

depend on their work to sell films and songs of VCD (Video Compact Disc) and pirated 

(Digital Video Disc) DVDs. 

 Based on the background of the problem that the author described above, the 
authors first set about Law Enforcement Against Law No. 19 of 2002 concerning 
Copyright by Pekanbaru City Resort Police Against Copyright Infringement by 
Entrepreneurs of Pirated VCD, DVD in Pekanbaru City in Case Number 188 / Pid.Sus / 
2014 / PT.PBR and Constraints in Law Enforcement of Pekanbaru City Resort Police 
Against Violations Law No. 19 of 2002 concerning Copyright by Entrepreneurs of Pirated 
VCD, DVD in Pekanbaru City in Case Number 188 / Pid.Sus / 2014 / PT.PBR. 
 This writing, when viewed from the type of research, uses observational research 
methods, namely by survey, where the author directly locates the study to obtain the data 
needed by using a data collection tool in the form of interviews and questionnaires. The 
nature of this study is descriptive, which means that this study provides a clear and 
detailed description. 
 From the results of research and discussion that law enforcement against Law No. 

19 of 2002 concerning Copyright by Pekanbaru City Resort Police Against Copyright 

Infringement By Entrepreneurs of Pirated VCD, DVD Rentals in Pekanbaru City In Case 

Number 188 / Pid.Sus / 2014 / PT.PBR is Law Enforcement of Copyright Protection Against 

VCDs and DVDs In the city of Pekanbaru, which is carried out by means of law enforcement 

that must be the main foundation in eradicating piracy against pirated VCDs and DVDs. 

This law enforcement is an effort made to make law, both in a narrow legal sense and in a 

broad material sense, as a guideline for behavior in every legal action, both by the legal 

subjects concerned and by law enforcement officials who are officially given the duty and 

authority of the Law to guarantee the functioning Legal norms that apply in people's lives 

and state. Constraints in Law Enforcement of Pekanbaru City Resort Police Against 

Violations Law No. 19 of 2002 concerning Copyright by Entrepreneurs of Pirated VCD, 

DVD in Pekanbaru City in Case Number 188 / Pid.Sus / 2014 / PT.PBR that the 

development of piracy cannot be separated from the role of the community itself, where the 

community as consumers not only feel they are not guilty of buying pirated products, but 

often feel benefited by the very cheap prices of pirated VCD and DVD tapes, for which law 

enforcement carried out by the Police will not run well, if the community does not support 

the police's efforts to eradicate crime this copyright infringement reaches the roots. 
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BABi Ii  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latari Belakangi Masalah 

 Menuruti sejarah,i dikatakani bahwai hukumi timbuli disebabkani olehi kebutuhan-

kebutuhani darii masyarakat,i suatui masyarakat,i bilai ingini hidupi lebihi lamai mestii menjagai 

tatai tertib,i perdamaiani dani keseimbangan.Namumi fenomenai yangi ditemukani dii 

masyarakat,i sebagiani masyarakati cendurungi banyaki melanggari hukumi itui sendiri,i 

khususnyai dalami bidangi haki cipta.Tindakan  pembajakan di bidang Hak Cipta membuat 

Indonesia sebagai surga bagi para pelaku sehingga pemegang para pemegang Hak Kekayaan 

Intelektual banyak yang di rugikan.i Abduli Thalib,i (2005:17)i dani untuki saati inii keberadaan 

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) tersebut merupakan perwujuan  hubungan antar manusia 

dan antar Negara, sehingga dibutuhkan suatu pengaturan dalam rangka perlindungan hukum 

bagi suatu Negara agar penghargaan bagi karya intelektualitas manusia.i Sentosai Sembriring,i 

(2002:5) 

 Haki miliki intelektuali dapati dibagii atasi haki cipta,i paten,i merek,i perlindungani 

varietasi tanaman,i rahasiai dagang,i desaini industryi dani desaini tatai letaki sirkuiti terpadu,i 

yangi diaturi dalami undang-undangi HAKI.Adanyai suatui pengaturani dani perlindungani 

hukumi terhadapi karyai intelektuali ini,i merupakani hali yangi sangati diharapkani bagii pelakui 

undang-undangi HAKIi tersebut.Pengaturan pasal demi pasal di dalam Undang-Undang No 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta jauh sangat sempurna apabila dibandingkan denganUndang-

Undang yang telah direvisi dan juga adanya pencantuman hukuman pidana kerugian minimal, 

yang dapat membuat para pelaku menjadi takut untuk melakukan pembajakan terhadap karya 

cipta. Namun tetap saja pembajakan masih tetap berlangsung dan akan terus berlangsung, hal 

tersebut dipicuoleh penegakan Hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti 

pihak kepolisian tidak dilakukan secara optimal dan terlaksana dengan baik, atau dengani kata 
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lain dilakukan namun masih belum maksimal sehingga tidak ada satu kasus pembajakan di 

bidang hak cipta yang dapat dipakai sebagai dasar hukum. Syafrinaldi, (2006:1) 

Hak khusus atau Exclusive Rightsmerupakan, hak untuk mendapatkan manfaat 

ekonomii atasi ciptaani sertai produki hak terkait dan hak moral atau moral rights, yaitu haki 

pencipta atau ahli warisnya, untuk menggugat seseorang, yang tanpa persetujuannya 

meniadakan nama pencipta, yang tercantum dalam ciptaan, mencantumkan nama pencipta 

dalam ciptaannya dan mengubah isi ciptaan. Hal ini menunjukkan hubungan antara pencipta 

dengan karya ciptaanya. 

 Pembajakani terhadapi VCD/DVDilegali dilakukan dengan cara membajakfilm-

filmyangi masihi beredari dii Bioskop-bioskop luar negeri dan lagu-lagu populer atau yang lagi 

hitsnya dan kemudian para pelaku melakukan penggandaan untuk mendatangkan uang yang 

banyak, sehingga hal tersebutlah yang menjadi pemicu tidak tidak berhasilnya pihak kepolisian 

dalam melakukan penegakan hukum terhadap karya Ciptaan. Undang-Undang No 19 tahun 

2002 yang mentur tentang pemberian hukuman pidana yang jauh lebih tinggi tersebut ternyata 

malah menurunkan harga VCD bajakan, jadi keberadaan Undang-Undang tersebut justru 

menurunkan harga VCD bajakan, dan bukan VCD originalnya. Sebelum Undang-Undang 

tersebut di undangkan harga VCD bajakan sekitari 50-100 ribu rupiah, tetapi begitu 

diundangkan VCD malahan lebih murah, sehingga pedagang bisa lebih untung. 

 Berdasarkani hasili prasurveyi penulisi dii lapangan,i penulisi berhasili mewawancarii 

pedagangi parai penjuali VCDi dani DVDi filmi dani lagu,i dimanai merekai menyewakani 

kembalii VCDi dani DVDi bajakani tersebuti untuki dii komersialkani dengani hargai sewai Rpi 

5000i perkepingi dani harusi dikembalikani dalami waktui 1i hari,i bahkani taki jarangi adai filmi 

Indonesiai yangi disewakani dani dikomersialkani olehi sangi pelanggar,i kemudiani sangi 

pelanggari haki ciptai jugai menawarkani kepadai penulisi untuki membelii VCDi dani DVDi 

hasili pembajakani dengani hargai jauhi dii bawahi hargai VCDi dani DVDi original,i kemudiani 

setelahi penulisi wawancaraii secarai singkati jelasi sangi pelanggari tidaki pernahi membayari 
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royaltii sedikitpuni kepadai parai pemegangi haki royaltii tersebut. 

 Pembajakani yangi dilakukani olehi orangi yangi tidaki bertanggungi jawabi sebenarnyai 

memberikani dampaki yangi berkaiti terhadapi kerugian-kerugiani yangi ditimbulkani seperti,i 

keuntungani yangi seharusnyai dii dapatkani darii hasili penjualani kaseti originali terpotongi 

akibati adanyai pembajakani ini,i selanjutnyai padai parai pemaini filmi yangi bermaini dalami 

filmi bagiani untuki merekai jugai terkurangii darii perilakui pembajakani ini,i Negarai jugai 

yangi seharusnyai mendapatkani bagiani darii (Pajaki Pertambahani Nilai)i PPNi jugai merugii 

akibati pembajakani ini,i bayangkani sajai banyaki sekalii pihak-pihaki yangi dirugikani atasi 

tindakani pembajakani yangi dilakukani olehi pembajaki yangi hanyai mementingkani 

kepentingani keuntungani pribadii dani sekelompoki orangi saja. 

Sepertii pelanggarani haki ciptai yangi telahi diputuskani olehi Pengadilani Tinggii Riaui 

yangi terjadii dalami perkarai No.188/PID.SUS/2014/PT.PBRi dimanai Timi darii Kepolisiani 

Poldai Riaui (Diskrimsusi Poldai Riau)i melakukani pemeriksaani dii Tokoi Deltai Aksesorisi 

yangi bergeraki dibidangi usahai penjualani kepingani VCD,i DVDi dani MP3i sertai menjuali 

berbagaii macami aksesorisi tersebuti timi darii Diskrimsusi Poldai Riaui menemukani 3554i 

(tigai ribui limai ratusi limai puluhi empat)i kepingi VCD,i DVDi dani MP3i Barati sebanyaki 

2014i (duai ribui empati belas)i kepingi VCD,i DVDi dani MP3i Korea,i dani 2523i (duai ribui 

limai ratusi duai puluhi tiga)i kepingi VCD,i DVDi dani MP3i Indonesiai yangi merupakani 

VCD,i DVDi dani MP3i bajakani yangi dipajangi diatasi rak-raki sehinggai konsumeni yangi 

datangi dapati langsungi melihati dani memilihi VCD,i DVDi dani MP3i yangi tersediai untuki 

dibeli.i Dimanai kepingani VCDi bajakani dijuali sehargai Rp.i 10.000,-(sepuluhi ribui rupiah). 

Kemudiani Teami darii Diskrimsusi Poldai Riaui darii Satuani IIi Direktorati Resersei 

Kriminali Poldai Riaui mengamankani dani membawai kepingani VCD,i DVDi dani MP3i 

bajakani tersebuti kei Poldai Riaui untuki prosesi selanjutnya.i Darii hasili pengembangani 

keterangani terdakwai WILLY,i sebelumi timi darii Diskrimsusi Poldai Riaui melakukani 

pemeriksaani didalami tokoi miliki terdakwai tersebut,i diketahuii kepingan-kepingani VCD,i 
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DVDi dani MP3i yangi ditemukani petugasi itui terdakwai perolehi dengani carai membelinyai 

dipasari bawahi yaitui 1i kepingi VCDi bajakani terdakwai belii dengani hargai Rp.10.000,-,i 

untuki 1i kepingi DVDi bajakani dengani hargai Rp.i 4.000,-(empati ribui rupiah),i dani untuki 1i 

kepingi MP3i bajakani sehargai Rp.i 3.000,-(tigai ribui rupiah),i dani terdakwai mendapati 

keuntungani perkepingnyai untuki VCDi sebesari Rp.i 2.700i (duai ribui tujuhi ratusi rupiah),i 

untuki DVDi keuntungani sebesari Rp.4.000,-i (empati ribui rupiah)i dani MP3i mendapati 

keuntungani sebesari Rp.4.000i (empati ribui rupiah); 

Berdasarkani keterangani ahli,i Wahyui Jatii Pramanto,i selakui Stafi Subditi pelayanani 

Hukumi Direktorati Haki Cipta,i Desaini Industri,i DTLSTi dani Rahasiai Dagang,i Ditjeni HKIi 

Kementriani Hukumi dani HAMi RIi yangi berkedudukani dii Jakartai menyatakani darii 3554i 

(tigai ribui limai ratusi limai puluhi empat)i kepingi VCD,i DVDi dani MP3i Barat,i 2014i (duai 

ribui empati belas)i kepingi VCD,i DVD,i dani MP3i Korea,i dani 2523i (duai ribui limai ratusi 

duai puluhi tiga)i kepingi VCD,i DVD,i dani MP3i Indonesiai yangi berhasili disitai olehi polisii 

itu,i disimpulkani merupakani barangi hasili pelanggarani haki ciptai karenai semuai barangi 

buktii tersebuti memilikii indikasii produki ilegali dani tidaki memilikii ijini darii pemegangi haki 

yangi sahi dengani ciri-cirii fisiki yangi berbedai dengankepingani Originali yaitui diantaranyai 

mencantumkani stickeri pajaki lunasi PPNi dikemasani luar,i kualitasi cetaki dani kemasani 

dengani kualitasi yangi tinggi,i sampul/kertasi sisipani terlipati dengani rapii dani cantik,i Juduli 

albumi sesuaii dengani isi,i terterai namai dani logoperusahaani yangi 

memproduksi/mengedarkan,i mencantumkani identitasi produseri dani atributi lainnya. 

 Dengani beredarnyai VCDi dani DVDi bajakani inii sangati merugikani banyaki pihaki dii 

satui sisii artisi sebagaii otaki penciptai haki ciptai inii merasai karyanyai tidaki dii hargai,i malahi 

dii hargaii dengani hargai yangi murahi dani taki sewajarnya,i justrui akani membuati kelesuani 

dalami berkarya,i dani keberagamaani senii khususnyai dalami bidangi perfilmnyai kurangi 

berkembangi dengani baik.i Bayangkani sajai apabilai VCDi dani DVDi darii filmi emasi karyai 

Indonesiai tersebuti dibajaki dani beredari dengani hargai yangi murahi dani mudahi untuki 
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didapatkani sepertii dii pasari kakii lima,i dii pinggiri jalani bahkani dii tempat-tempati yangi 

mudahi dijangkaui olehi publik. 

 Hadirnya Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 diharapkan mampu dalam 

memberantas tindakan pembajakan yang dilakukan selama ini oleh orang yang tidak 

bertanggung jawab. Sebenarnya dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 

2002 tersebut mampu mengurangi tindakan pembajakan dan masyarakat setempati dapat 

menjelaskan tentang legalitas yang diterapkan dalam Undang-Undnag tersebut.Pada saat itu 

telah dilakukan sosialisasi dengan mengadakan suatu acara mengenai publikasi UU No. 19 

tahun 2002.dari situ ternyata diketahui banyak masyarakat yang sudah mengerti Undang-

Undang Hak Cipta. Kendati demikian pembajakan tetap saja berjalan.Dalam hal ini diragukan 

juga keseriusan pihak aparat dalam menangani pembajakan Hak Cipta. 

 Penegakkani haki ciptai dihadapkani padai permasalahani sepertii dimanai pelakui 

pembajakkani cenderungi mencarii uangi untuki memenuhii nafkahnyai dani kebanyakani 

dilakukani olehi pedagangi ecerani yangi tingkati kesejahteraannyai rendahi namuni disatui sisii 

jugai pemerintahi harusi bisai melaksanakani penegakkani hukumi dani perlindungani terhadapi 

haki ciptai tersebut.Taki jarangi prakteki pelanggarani yangi dilakukani olehi pembajaki 

dijadikani sebagaii salahi satui matai pencahariani bagii mereka,i sehinggai banyaki yangi 

menggantungkani pekerjaani dengani menjuali filmi dani lagui VCDi dani DVDi bajakani ini. 

 Keberadaan Undang- Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta ini membawa 

pengaruh yang sangat besar dalam dunia intelektualitas, dana kan membuat para pebisnis dapat 

mengeksploitas hak ekonomi atas ciptaannya  sendiri dan semaksimal mungkin dalam rangka 

mencapai tujuan bisnis sesuai yang diinginkan.Peredarani DVDi bajakani yangi sudahi sekiani 

lamai mendominasii pasarani yangi dalami pengoperasionalnyai dilakukani ditempat-tempati 

umum,i mensinyaliri belumi diterapkani ketentuani Undang-Undangi Haki Ciptai dengani 

konsisteni dani intensif,i padai hali Pasali 72i ayati (2)i jelas-jelasi telahi memberikani ketegasani 

ataui kepastiani hukumi kepadai aparati untuki melakukani tindakani preventif,i terpadui dani 
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berkesinambungani sehubungani dengani pelanggarani Haki Ciptai dibidangi copyi righti dani 

Haki Kekayaani Intelektuali umumnya,i supayai perkembangani lebihi lanjuti dapati ditolerir. 

 Dilihati darii kacamatai lain,i pihaki yangi menjuali dani menyewakani filmi dani lagui 

bajakani dalami bentuki VCDi dani DVDi inii menjadikani tindakani sehari-harinyai itui sebagaii 

matai pencahariani sehari-harii dani sumberi ekonomii keluarga,i disampingi hargai juali darii 

VCDi dani DVDi inii jauhi lebihi murahi dani dapati dii jangkaui masyarakati kelasi bawahi 

sebagaii suatui hiburani yangi murah,i namuni dalami segii hukumi pelanggarani haki ciptai filmi 

dani lagui tersebuti merupakani suatui hali yangi jelas-jelasi melanggari hukumi dani undang-

undangi yangi berlakui disampingi itui sangat-sangati meresahkani perusahaani perfilmani yangi 

adai karnai otomatisi keuntungani yangi merekai dapatkani akani terkurangii akibati 

pelanggarani ini. 

 Sebenarnyai faktori apakahi yangi menyebabkani terjadinyai pelanggarani haki ciptai 

tersebuti yangi sangati meresahkani perusahani perfilmani dani dapuri rekaman,mengenaii 

pembayarani royaltii kepadai pemegangi haki ciptai yangi hasili karyanyai sudahi dii manfaatkani 

olehi orangi laini apakahi sudahi terlaksanai dengani baik?i danapakahi dii Indonesiai dengani 

peraturani yangi sudahi baiki itu,i dapati melindungii segalai aspeki yangi ada?,i apakahi sudahi 

menyentuhi secarai substantifi dii masyarakat?,i sertai apakahi aparati yangi terkaiti sudahi 

menjalankani tugasnyai dengani baiki dalami rangkai penegakani lawi enforcementi itui sendiri?. 

 Berdasarkani penjelasani diatas,i sehinggai penulisi ingini mengetahuii lebihi jauhi 

tentangi perlindungani Haki Ciptai dalami bentuki VCDi dani DVD.Untuki itulahi penelitiani inii 

diformulasikani dalami juduli “Tinjauani Terhadapi PelanggaranUndangi Undangi No.i 19i 

Tahuni 2002i Tentangi Haki Ciptai Olehi Pengusahai Persewaani VCD,i DVDi Bajakani dii 

Kotai Pekanbarui (Studii Kasusi Nomori No.188/PID.SUS/2014/PT.PBR).” 

B. Masalahi Pokok 

 Berdasarkani uraiani latari belakangi dii atas,i makai penulisi dapati menetapkani suatui 

masalahi pokoki yangi nantinyai akani dibahasi dalami babi selantutnyai seperti: 
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1. Bagaimanakahi Penegakani Hukumi Terhadapi Undangi Undangi Nomor19i Tahuni 

2002i Tentangi Haki Ciptai olehi Kepolisiani Resorti Kotai Pekanbarui Terhadapi 

Pelanggarani Haki Ciptai Olehi Pengusahai Persewaani VCD,i DVDi Bajakani Dii Kotai 

Pekanbarui Dalami Perkarai Nomori 188/Pid.Sus/2014/PT.PBRi ? 

2. Bagaimanai Kendalai Dalami Penegakani Hukumi Kepolisiani Resorti Kotai Pekanbarui 

Terhadapi Pelanggarani Undangi Undangi Nomori 19i Tahuni 2002i Tentangi Haki 

Ciptai Olehi Pengusahai Persewaani VCD,i DVDi Bajakani Dii Kotai Pekanbarui Dalami 

Perkarai Nomori 188/Pid.Sus/2014/PT.PBRi i ? 

C. Tujuani dani Kegunaani Penelitian 

 Berdasarkani uraiani latari belakangi dani pokoki permasalahani sebagaimanai telahi 

dikemukakani dii atasi makai penelitiani inii bertujuani untuk: 

1. i MengetahuiPenegakani Hukumi Terhadapi Undangi Undangi Nomori 19i Tahuni 2002i 

Tentangi Haki Ciptai olehi Kepolisiani Resorti Kotai Pekanbarui Terhadapi Pelanggarani 

Haki Ciptai Olehi Pengusahai Persewaani VCD,i DVDi Bajakani Dii Kotai Pekanbarui 

Dalami Perkarai Nomori 188/Pid.Sus/2014/PT.PBR. 

2. Untuki Mengetahuii Kendalai Dalami Penegakani Hukumi Kepolisiani Resorti Kotai 

Pekanbarui Terhadapi Pelanggarani Undangi Undangi Nomor19i Tahuni 2002i Tentangi 

Haki Ciptai Olehi Pengusahai Persewaani VCD,i DVDi Bajakani Dii Kotai Pekanbarui 

Dalami Perkarai Nomori 188/Pid.Sus/2014/PT.PBR. 

Sedangkani manfaati penelitiani yangi penulisi harapkani dalami penulisani inii 

merupakani sebagaii berikuti : 

1. Untuki menambahi ilmui pengetahuani penulisi mengenaii Hukumi Pidanai Khususi 

mengenaii tindaki pidanai haki cipta. 

2. Untuki menjadii tambahani referensii kepustakaani Universitasi Islami Riau,i dani 

hendaknyai dapati menjadii acuani olehi seluruhi pembacai dani penelitii selanjutnya. 

D. Tinjauani Pustaka 



 24 

 Undang-undang Hak Cipta menganut prinsip bahwa pencipta mempunyai hak 

eksklusif untuk melaksanakan ciptaaannya, artinya dalam kurun waktu tertentu penciptai 

mempunyai hak untuk melaksanakan sendiri ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain 

untuk melaksanakan ciptaannya itu”. Ansori Sinungan, (2007: 1) 

 Dari prinsip hak ekslusif tersebut, maka pihak lain yang ingin ikut melaksanakan 

ciptaan dan mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan itu, harus mendapatkan izin darii 

pencipta yang bersangkutan.Hak cipta pada dasarnya merupakan hak milik perorangan yang 

tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia.Sebagai hak milik, hak 

cipta dapat pula dialihkan oleh penciptanya atau yang berhak atas ciptaan itu.Hak Cipta dapat 

dialihkan kepada perorangan atau kepada badan hukum. Salah satu cara pengalihan hak cipta 

dikenal dengan nama lisensi hak cipta atau lebih dikenal dengani nama perjanjian lisensi.Untuk 

membuat perjanjian lisensi maka pengalihan hak cipta harus dituangkan dalam bentuk Akta 

Notaris.Hal ini mengingat begitu luasnya aspek yangi terjangkau oleh hak cipta sebagai hak, 

sehingga jika dibuat dalam bentuk akte notaris dapat ditentukan secara jelas dan tegas ruang 

lingkup pengalihan hak yang diberikan.Ansorii Sinungan,i (2007:4) 

 Pemegangi haki ciptai berhaki memberikani lisensii kepadai pihaki laini berdasarkani 

surati perjanjiani lisensii untuki mengumumkani ataui memperbanyaki ataui menyewakani 

ciptaani dengani jangkai waktui tertentu.i Lisensii berlakui untuki seluruhi wilayahi Indonesia,i 

dalami perjanjiani tersebut,i bisai diaturi mengenaii pemberiani royaltyi kepadai pemegangi haki 

ciptai dengani berpedomani kepadai kesepakatani organisasii profesi.Perjanjiani lisensii wajibi 

dicatatkani dii Direktorati Jenderali HAKIi agari mempunyaii aibati hukumi terhadapi pihaki 

ketiga. 

Ada dua subyek hak cipta, yaitu : 

1. Pemilik hak cipta (pencipta), merupakan seorang atau beberapa orang secara bersama-

sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, 

imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang 
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khas dan bersifat pribadi; 

2. Pemegang hak cipta, yaitui :  

a. Pemilik hak cipta (pencipta);  

b. Pihak yang menerima hak cipta dari pencipta; atau  

c. Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak cipta dari pihak yang menerima hak cipta 

tersebut;  

d. Badan hukum;  

e. Negara, atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasionallainnya,i 

foklori ataui senii tradisionali daerah,i hasili kebudayaani yangi menjadii miliki 

bersama,i dani ciptaani yangi tidaki diketahuii penciptanyai dani ciptaani itui belumi 

diterbitkan.i Ansorii Sinungan,i (2007:5) 

 Menuruti ketentuani Undang-Undangi nomori 19i tahuni 2002i tentangi Haki Cipta,i 

setiapi ciptaani baiki itui dalami lapangani ilmui pengetahuan,i senii ataui sastrai medapatkani 

perlindungani darii hukum.i Perlindungani haki ciptai yangi diberikani tersebuti dii dasarkani 

padai beberapai alasani yakni: 

1. Untuki Memajukani kreativitasi dibidangi intelektuali dengani menghormatii karyai 

ciptai orangi lain; 

2. Untuki mendobraki iklimi usahai dibidangi Haki Ciptai sehinggai investori berkeinginani 

untuki menanamkani modalnyai dii Indonesia; 

3. Adanyai kepastiani hukumi padai masyarakati pencipta.i OK.i Saidin,i (2004:i 111) 

 

 Padai tahuni 1445i ditemukannyai cetakani bukui dii Gutenbergi dani Kupfertichi i sertai 

senii pahati kayui (Holzschneidekuntz).i Darii sinilahi munculi teorii tentangi larangani untuki 

mencetaki ulangi suatui buku,i kecualii diperolehnyai Priveleg(izin)i untuki melakukani cetakani 

ulang.Privelegi (Haki Keistimewaan)i merupakani untuki memperbanyaki suatui karyai ciptai 

diberikani kepadai percetakani ataui penerbit.i Privilegi pertamai kalii diberikani olehi kotai 
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Venesiai kepadai Jhoni voni speyeri padai tahuni 1469i untuki jangkai waktui 5i tahun.i 

Syafrinaldi,i (2006:144) 

 Faktor-faktori yangi menyebabkani masyarakati agari melanggari Haki Kekayaani 

Intelektualdiantaranyai merupakani : 

1. Pelanggarani Haki Kekayaani Intelektualyangi dilakukani untuki mengambili jalani 

pintasi gunai mendapatkani keuntungani yangi sebesar-besarnyai darii pelanggarani 

tersebut; 

2. Parai pelakui menganggapi bahwai sanksii hukumi yangi dijatuhkani olehi pengadilani 

selamai inii terlalui ringani bahkani tidaki adai tindakani preventifi maupuni represifi 

yangi dilakukani olehi parai penegaki hukum;i  

3. Adai sekelompoki masyarakati sebagaii penciptai karyai Intelektuali banggai apabilai 

hasili karyanyai ditirui olehi orangi lain,i namuni hali tersebuti sudahi mulaii hilangi 

berkati adanyai kesadarani hukumi terhadapi Haki Kekayaani Intelektual; 

4. Dengani melakukani pelanggaran,i pajaki atasi produki hasili pelanggarani tersebuti 

tidaki perlui dibayari kepadai pemerintah;i dan 

5. Masyarakati tidaki memperhatikani apakahi barangi yangi dibelii tersebuti aslii ataui 

palsu,i yangi pentingi bagii merekai harganyai murahi dani tertjangkaui dengani 

kemampuani ekonomi. 

 

Pengaruhi darii adanyatindakanpeniruani haki ciptai ini,i terbuktii sangati besari 

merugikani bagii tatanani kehidupani bangsai dii bidangi ekonomi,i hukumi dani sosiali budaya.i 

Dii bidangi sosiali budaya,i misalnyai dampaki semakini maraknyai pelanggarani haki ciptai 

akani menimbulkani sikapi dani pandangani bahwai pembajakani sudahi merupakani hali yangi 

biasai dalami kehidupani masyarakati dani tidaki lagii merupakani tindakani melanggari undang-

undang.i  
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Pelanggarani haki ciptai belakangani inii lebihi banyaki terjadii padai Negara-negarai 

berkembangi (developingi countries)i karenai iai dapati memberikani keuntungani ekonomii 

yangi tidaki kecili artinyai bagii parai pelanggari (pembajak)i dengani memanfaatkani 

kelemahani systemi pengawasani dani pemantauani tindaki pidanai haki cipta.Harusi diakui,i 

upayai pencegahani atasi pelanggarani terhadapi pelanggarani haki ciptai selamai inii belumi 

mampui membuati jerai parai pembajaki untuki tidaki mengulangii perbuatannya,i karenai upayai 

penanggulangannyai tidaki optimal. 

Bentuk-bentuki tindakani pelanggarani haki ciptai antarai laini berupai pengambilan,i 

pengutipan,i perekaman,i pertanyaan,i dani pengumumani sebagiani ataui seluruhi ciptaani 

orangi laini dengani carai apapuni tanpai izini pencipta/pemegangi haki cipta,i bertentangani 

dengani undang-undangi ataui melanggari perjanjian.i Dilarangi undang-undangi artinyai 

undang-undangi haki ciptai tidaki memperkenankani perbuatani itui dilakukani olehi orangi 

yangi tidaki berhak,i karenai tigai hali yaknii : 

1. Merugikani pencipta,i ataui pemegangi haki cipta,i misalnyai memfotokopii sebagiani 

ataui seluruhnyai hasili ciptaani orangi laini kemudiani dijualbelikani kepadai masyarakati 

luasi ; 

2. Merugikani kepentingani Negara,i misalnyai mengumumkani ciptaani yangi 

bertentangani dengani kebijakani pemerintahi dii bidangi pertahanani dani keamanani 

dan; 

3. Bertentangani dengani ketertibani umumi dani kesusilaan,i misalnyai memperbanyaki 

dani menjuali videoi compacti disci (VCD)i porno. 

 

Tindakani pembajakani terhadapi karyai orangi laini sepertii bukui dani rekamani 

merupakani salahi satui bentuki darii tindaki pidanai haki ciptai yangi dilarangi dalami Undang-

Undangi Haki Cipta.i Pekerjaannyai liar,i tersembunyi,i dani tidaki diketahuii orangi banyaki 

apalagii olehi petugasi penegaki hukumi dani pajak.Pekerjaani tersembunyii inii dilakukani 
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untuki menghindarkani dirii darii penangkapani pihaki kepolisian.i Parai pembajaki tidaki akani 

mungkini menunaikani kewajibani hukumi untuki membayari pajaki kepadai negarai 

sebagaimanai layaknyai wargai negarai yangi baik.i Pembajakani merupakani salahi satui 

dampaki negatifi darii kemajuani ipteki dii bidangi grafikai dani elektronikai yangi dimanfaatkani 

secarai melawani hukumi (ilegal)i olehi merekai yangi ingini mencarii keuntungani dengani jalani 

cepati dani mudah. 

Pasali 72i Undang-Undangi Nomori 19i Tahuni 2002i menentukani bentuki tindakani 

pelanggarani haki ciptai sebagaii deliki i dalamundang-undangi yangi dibagii atasi tigai 

kelompok,i diantaranyai : 

1. Dengani sengajai tanpai haki mengumumkani dani memperbanyaki suatui ciptaani ataui 

memberii izini atasi tindakani itu.i Termasuki perbuatani pelanggarani inii antarai laini 

melanggari larangani untuki mengumumkan,i memperbanyaki ataui memberii izini untuki 

itui setiapi ciptaani yangi bertentangani dengani kebijaksanaani pemerintahi dii bidangi 

pertahanani dani keamanani negara,i kesusilaan,i dani ketertibani umum. 

2. Dengani sengajai memamerkan,i mengedarkani ataui menjuali kepadai umumi suatui 

ciptaani ataui barang-barangi hasili pelanggarani haki cipta.i Termasuki tindakani 

pelanggarani haki ciptai antarai laini penjualani bukui dani VCDi bajakan; 

3. Dengani sengajai dani tanpai haki memperbanyaki penggunaani untuki kepentingani 

komersiali suatui programi komputer. 

 

Darii bunyii Pasali 72i tersebuti diatas,i makai adai 2i (dua)i golongani pelakui 

pelanggarani haki ciptai yangi dapati diancami dengani sanksii pidana.Pertama,i pelakui utamai 

merupakani perseorangani maupuni badani hukumi yangi dengani sengajai melanggari haki 

ciptai ataui melanggari larangani undang-undang.Termasuki pelakui utamai inii dalahi penerbit,i 

pembajak,i penjiplak,i dani pencetak.Kedua,i pelakui pembantui merupakani pihak-pihaki yangi 

menyiarkan,i memamerkani ataui menjuali kepadai umumi setiapi ciptaani yangi diketahuinyai 
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melanggari haki ciptai ataui melanggari larangani Undang-Undangi Haki Cipta.Termasuki 

pelakui pembantui inii merupakani penyiar,i penyelenggarai pameran,i penjual,i dani pengedari 

yangi menyewakani setiapi ciptaani hasili kejahatan/pelanggarani haki ciptai ataui larangani 

yangi diaturi olehi undang-undang.Keduai golongani pelakui pelanggarani haki ciptai diatasi 

dapati diancami dengani sanksii pidanai olehi ketentuani UUi No.19i Tahuni 2002.Pelanggarani 

dilakukani dengani sengajai untuki niati meraihi keuntungani sebesar-besarnya,i baiki secarai 

pribadi,i kelompoki maupuni badani usahai yangi sangati merugikani bagii kepentingani parai 

pencipta. 

E. Konsepi Operasional 

 Untuki memudahkani penulisi dani agari tidaki terjadii perbedaani pengertiani tentangi 

konsep-konsepi yangi dipergunakani dalami penelitiani ini,i makai perlui diuraikani pengertian-

pengertiani konsepi yangi dipakai,i yaitui sebagaii berikut: 

 Penegakani Hukumi merupakantindakani mewujudkani hukumi agari menjadii nyata,i 

menjadii adil.i Setiawani Widagdo,i (2010:i 410) 

 Kepolisiani Resorti Kotai Pekanbarui disingkati dengani (Polresta)i merupakani salahi 

satui bagiani darii institusii Kepolisiani Daerahi Poldai Riaui yangi mempunyaii wewenangi dii 

wilayahi Kotai Pekanbaru. 

 Haki Ciptai merupakani haki eksklusifi bagii penciptai ataui penerimai haki untuki 

mengumumka/i memperbanyaki ciptaannya/i memberikani izini dengani tidaki mengurangii 

pembatasan-pembatasani menuruti peraturani perundang-i undangani yangi berlaku.i Setiawani 

Widagdo,i (2010:86) 

 Pengusahai Persewaani VCD,i DVDi merupakani parai pengusahai yangi melakukani 

bisnisi penyewaan/i rentali VCD,i DVDi bajakani yangi bertujuani untuki memperolehi 

keuntungani sebesar-besarnyai dengani carai melanggari Undang-Undangi Haki Cipta. 

F. Metodei Penelitian 
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Adapuni metodei yangi penulisi gunakani untuki menjelaskan,i menjawabi dani 

menganalisai pokoki permasalahan,i merupakani sebagaii berikuti : 

1. Jenisi dani Sifati Penelitian 

Penelitiani inii apabilai dilihati darii jenisi penelitiannyai dapati dikelompokkani 

kedalami penelitiani observationali researchi dengani carai survai,i artinyai suatui penelitiani 

yangi dilakukani penulisi secarai langsungi turuni kelapangani untuki memperolehi informasii 

dani datai yangi berkaitani dengani penelitiani penulisi ini.i i Penelitiani survaii merupakani 

penelitiani yangi mengambili sampeli darii satui populasii dengani menggunakani kuesioneri 

ataui wawancarai sebagaii alati pengumpulani datai yangi pokok.Masrii Singarimbuni dani 

Sofiani Effendi,i (1987:3) 

Penelitiani inii dilihati darii sifati penelitian,i makai penulisi dapati dii identifikasii 

bersifati deskriptif,i artinyai dimanai penelitiani inii memberikani gambarani darii suatui 

pernyataani yangi lengkap,i rincii dani jelasi tentangi permasalahani yangi diteliti.Soerjonoi 

Soekantoi dani Srii Pamudjii mengemukakani bahwai penelitiani deskriptifi merupakani suatui 

penelitiani yangi bermaksudi untuki memberikani datai setelitii mungkini tentangi manusia,i 

keadaani ataui gejala-gejalai lainnya,i dengani maksudi untuki mempertegasi hipotesa,i untuki 

memperkuati suatui teori,i ataui menyusuni teori-teorii baru.i Soerjonoi Soekantoi dani Srii 

Mamudji,i (2010:10) 

2. Datai dani Sumberi Data 

Dalami penelitiani ini,i penulisi menggunakani duai sumberi datai yaitui : 

a. Datai Primer 

 Yaitui datai yangi penulisi perolehi secarai langsungi darii respondeni berupai 

wawancarai dani kuesioneri yangi diperolehi darii responden. 

b. Datai Sekunder 

Yaitui datai yangi diperolehi secarai tidaki langsungi olehi penulisi untuki mendukungi 

datai primeri yangi diperolehi darii buku-buku/i literature,i peraturani perundangan,i 
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putusani perkara,i Jurnal,i Interneti dani Kamusi Hukumi yangi berhubungani dani 

mendukungi penelitiani ini. 

3. Lokasii Penelitian 

Lokasii penelitiani merupakani Kotai Pekanbaru,i yangi manai kotai Pekanbarui 

merupakani ibukotai Provinsii Riaui yangi tumbuhi dengani pesat,i sehinggai taki jarangi seringi 

terjadii pelanggarani haki ciptai dalami bentuki VCDi dani DVD,i sertai tempati dimanai penulisi 

bisai mendapatkani informasi/data-datai mengenaii perlindungani haki miliki intelektuali 

tersebut. 

 

 

4. Populasii daniResponden 

Populasii merupakani keseluruhani ataui himpunani objeki dengani cirii yangi sama.i 

Bambangi Sunggono,(2005:118). Responden merupakani himpunani bagiani ataui sebagiani 

darii populasii yangi dapati mewakilii keseluruhani objeki penelitiani untuki mempermudahi 

penelitii dalami menentukani penelitian.i Adapuni yangi menjadii populasii dani Responden 

dalami penelitiani inii terdirii darii : 

Tabeli I.1. 

Populasii dan Responden  

 

NO Populasi Jumlah Responden 

1. 

 

Kasati Reskrimi Polrestai Pekanbaru 1 1 

2. Kepalai Perwakilani ASIREVIi 

Indonesiai Wilayahi Riau 

1 1 

3. Hakimi Pengadilani Negerii 

Pekanbaru 

1 1 

4. Pelakui Pelanggarani Pembajakan 1 1 

5. Konsumen 20 20 

 Jumlah 24 24 

Sumberi :i Datai Primeri Olahani Tahuni 2016 

Adapuni tekniki penarikani Responden dalami penelitiani inii dilakukani 

dengani dengani menggunakani tekniki sensus,i sepertii :Kasati Reskrimi Polrestai 
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Pekanbaru,i Sekjeni ASIREVIi (Asosiasii Industrii Rekamani Videoi Indonesiai 

(ASIREVI),i Hakimi Pengadilani Negerii Pekanbaru,i Pelakui Pelanggarani 

Pembajakan,i Konsumeni (Masyarakat)i yangi membelii dani menyewai VCDi dani 

DVDi bajakani dii Pasari Bawahi Pekanbarui dalami 1i harii berkisari ±i 15-23i orang,i 

untuki itui penulisi menetapkani pengambilani sampeli difokuskani sebanyak 20i orangi 

saja. 

 

 

5. Alati Pengumpuli Data 

Dalami melakukani penelitiani inii penulisi menggunakani tekniki pengumpulani datai 

dengani carai :i  

a. Wawancarai  

Wawancarai yaitui pengumpulani datai dengani melakukani dialog/i percakapani 

(tanyai jawab)i dengani Respondeni yangi ditunjuki untuki memperolehi datai secarai 

langsungi darii respondeni  

b. Kuesioneri  

Yaitui datai yangi penulisi perolehi dengani carai memberikani daftari pertanyaani 

kepadai parai i pembelii VCDi dani DVDi bajakani dii Kotai Pekanbaru. 

6. Analisisi Datai dani Carai Penarikani Kesimpulan 

Setelahi semuai datai diperolehi dani dikumpulkan,i baiki datai primeri maupuni datai 

sekunder,i kemudiani data-datai tersebuti dikelompokkani berdasarkani jenisnyai darii ketigai 

masalahi pokoki yangi diteliti.i i Datai yangi diperolehi darii wawancarai disajikani dalami 

bentuki pembahasani dengani uraiani kalimat.i Sedangkani datai yangi berasali darii kuesioneri 

disajikani dalami bentuki tabel.i Selanjutnyai penulisi melakukani analisisi dengani 

memberikani penafsirani dani menghubungkani kepadai pendapati parai ahlii sertai peraturani 

perundang-undangani yangi berlaku,i hasili penelitiani orangi laini kemudiani penulisi 
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mengambili kesimpulani dengani menggunakani metodei induktifi yaitui mengambili 

kesimpulani darii hal-hali yangi bersifati khususi terhadapi hal-hali yangi bersifati umum. 

 

BABi II 

TINJAUANi UMUM 

 
A. Tinjauani Umumi Tentangi Pengaturani Haki Cipta 

1. Prinsipi Dasari Haki Ciptai  

Dalami kerangkai ciptaani yangi berhaki mendapatkani haki ciptai setidaknyai harusi 

memperhatikani beberapai prinsip-prinsipi dasari atasi haki ciptai tersebut,i yakni: 

a. Yangi dilindungii haki ciptai merupakani idei yangi telahi berwujudi dani asli. 

Salahi satui prinsipi palingi fundamentali darii perlindungani haki ciptai merupakani 

konsepi bahwai haki ciptai hanyai berkenaani dengani bentuki perwujudani darii 

suatui ciptaani sepertii karyai tulisi sehinggai tidaki berkenaani ataui tidaki berurusani 

dengani substansinya.i Darii prinsipi dasari inii telahi melahirkani duai subprinsip,i 

yaitu: 

1) Suatui ciptaani haruslahi mempunyaii keasliani dani dapati menikmatii hak-haki 

yangi diberikani undang-undang.i Keasliani sangati erati hubungannyai dengani 

bentuki perwujudani suatui ciptaan. 

2) Suatui ciptaan,i mempunyaii haki ciptai jikai ciptaani yangi bersangkutani 

diwujudkani dalami bentuki tertulisi ataui bentuki materiali yangi lain.i Inii 

berartii bahwai suatui idei ataui pikirani ataui gagasani ataui belumi merupakani 

suatui ciptaan. 

3) Karenai haki ciptai merupakani eksklusifi darii penciptai ataui penerimai haki 

untuki mengumumkani ataui memperbanyaki ciptaannyai (Pasali 2i (1)i Undang-

Undangi Nomori 19i Tahuni 2002i Tentangi Haki Cipta)i berartii tidaki adai 
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orangi laini yangi bolehi melakukani haki itui kecualii dengani izini pencipta.Edyi 

Damian,i (2005:99i -106). 

b. Haki ciptai timbuli dengani sendirinyai (otomatis). 

Suatui haki ciptai dapati diketahuikeberadaannyai padai saati seorangi penciptai 

mewujudkani idenyai dalami suatui bentuki yangi berwujud.Dengani adanyai wujudi 

darii suatui ide,i suatui ciptaani lahir.Ciptaani yangi dilahirkani dapati diumumkani 

(toi makei public/i openbaarmaken)i dani dapati tidaki diumumkan.Suatui ciptaani 

yangi tidaki diumumkan,i haki ciptanyai tetapi adai padai pencipta. 

c. Suatui ciptaani tidaki perlui diumumkani untuki memperolehi haki cipta. 

Suatui ciptaani yangi diumumkani maupuni yangi tidaki diumumkani (published/i 

unpublishedi works)i kedua-duanyai dapati memperolehi haki cipta 

d. Haki ciptai suatui ciptaani merupakani suatui haki yangi diakuii hukumi (legali right)i 

yangi harusi dipisahkani dani harusi dibedakani darii penguasaani fisiki suatui 

ciptaan. 

e. Haki ciptai bukani haki mutlaki (absolut). 

Menuruti Pasali 1i (1)i Undang-Undangi Nomori 19i Tahuni 2002i Tentangi Haki 

Cipta,i menyatakani bahwai haki ciptai merupakani haki eksklusifi bagii setiapi 

pencipta,i yangi padai intinyai tidaki mengurangii pembatasanpembatasani menuruti 

perundang-undangani yangi berlaku.i Darii ketentuani inii perlui dikemukakani 

bahwai haki ciptai bukanlahi suatui haki yangi berlakunyai secarai absoluti dani 

bukani hanyai mengenaii haki saja.i Haki ciptai jugai berkenaani dengani kewajibani 

sebagaimanai dapati dibacai dalami Pasali 1i ayati (1)i Undang-Undangi Nomor19i 

Tahuni 2002i tentangi Haki Ciptai yangi tersebuti dii atas,i yaitui bahwai haki ciptai 

dibatasii undang-undang. 

Haki ciptai bukani suatui monopolii mutlaki melainkani hanyai suatui limitedi 

monopoly.i Hali inii dapati terjadii karenai haki ciptai secarai konseptuali tidaki 
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mengenali konsepi monopolii penuh,i sehinggai mungkini sajai seorangi penciptai 

menciptakani suatui ciptaani yangi samai dengani ciptaani yangi telahi terciptai lebihi 

dahulu. 

2. Pengertiani Haki Cipta 

Dalami sejarahi perkembangani istilahi haki ciptai (bahasai Indonesiai yangi lazimi 

dipakaii sekarang)i padai awali mulanyai istilahi yangi dikenali merupakani haki pengarangi 

sesuaii dengani terjemahani harfiahi bahasai Belanda,i Auteursrecht.i Barui padai Kongresi 

Kebudayaani Indonesiai ke-2,i Oktoberi 1951i dii Bandung,i penggunaani istilahi haki 

pengarangi dipersoalkani karenai dipandangi menyempitkan50i pengertiani haki cipta.Jikai 

istilahi yangi dipakaii merupakani haki pengarang,i seolah-olahi yangi diaturi haki ciptai 

hanyalahi hak-haki darii pengarangi sajai dani hanyai bersangkuti pauti dengani karang-

mengarangi saja,i sedangkani cakupani haki ciptai jauhi lebihi luasi darii hak-haki 

pengarang.Karenai itu,i kongresi memutuskani untuki menggantii istilahi haki pengarangi 

dengani istilahi haki cipta.Istilahi inii merupakani istilahi yangi diperkenalkani olehi ahlii bahasai 

Soetani Moh.Syahi dalami suatui makalahi padai waktui Kongres.Menurutnyai terjemahani 

Auteursrechti merupakani Haki Pencipta,i tetapii untuki penyederhanaani dani kepraktisani 

disingkati menjadii Haki Cipta.i J.i C.i T.i Simorangkir,i i (2003:i 21-24) 

Menuruti bahasai Indonesia,i istilahi haki ciptai berartii haki seseorangi sebagaii 

miliknyai atasi hasili penemuannyai yangi berupai tulisan,i lukisani dani sebagainyai yangi 

dilindungii olehi Undang-Undang.i Dalami bahasai Inggrisi disebuti Copyi Righti yangi berartii 

haki cipta.i Adapuni pengertiani secarai yuridisi menuruti Undang-Undangi Republiki Indonesiai 

Nomori 19i Tahuni 2002i Tentangi Haki Cipta,i padai Pasali 2i menyatakan:i Haki Ciptai 

merupakani haki khususi bagii penciptai maupuni penerimai haki untuki mengumumkani ataui 

memperbanyaki ciptaannyai maupuni memberii izini untuki itui dengani tidaki mengurangii 

pembatasan-pembatasani menuruti peraturani perundang-undangani yangi berlaku.i Kemudiani 

dalami Undang-Undangi Republiki Indonesiai Nomori 19i Tahuni 2002i tentangi Haki Cipta,i 
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dalami Pasali 1i yangi dimaksudi dengani Haki Ciptai merupakani haki eksklusifi bagii penciptai 

ataui penerimai haki untuki mengumumkani ataui memperbanyaki ciptaannyai ataui 

memberikani izini untuki itui dengani tidaki mengurangii pembatasan-pembatasani menuruti 

peraturani perundang-undangani yangi berlaku.i Harsonoi Adisumantono,i (1990:i 4) 

Haki ciptai merupakani haki kebendaani ataui subi systemi darii hukumi benda.i Haki 

kebendaani inii menuruti Srii Sudewii M.i Sofwani adalahi haki mutlaki atasi suatui bendai 

dimanai haki itui memberikani kekuasaani langsungi atasi suatui bendadimanai haki itui 

memberikani suatui kekuasaani langsungi atasi suatui bendai dani dipertahankani terhadapi 

siapapun.Srii Soedewii Masjshoeni Sofyan,i (1981:5) 

Mariami Darusi Badrulzamanmengatakani bahwai hali kebendaani terbagii atasi duai 

bagiani yaitui :i Haki kebendaanyangi sempurnai dani haki kebendaani yangi terbatas.i Haki 

kebendaani yangi sempurnai merupakani haki kebendaani yangi memberikani kenikmatani yangi 

sempurnai (penuh)i bagii sii pemilik.Selanjutnyai untuki haki yangi demikiani disebuti dengani 

haki kemilikan.Haki kebendaani terbatasi merupakani haki yangi memberikani kenimatani yangi 

tidaki penuhi atasi suatui benda.Jikai dibandingkani dengani haki miliki artinyai haki kebendaani 

terbatasi itui tidaki penuh.ataui kurangi sempurnajikai dibandingkani dengani haki milik. 

Dapati disimpulkani bahwai pandangani Mariumi Darusi Badrulzamani yangi dimaksudi 

dengani haki kebendaani dalami kategorii haki kebendaani yangi terbatas.Apabilai dikaitkani 

padai haki cipta,i makai dapati dikatakani bahwai haki ciptai merupakani bagiani darii 

benda.Rumusani tentangi bendai itui sendirii terdapati padai Pasali 499i KUHPerdata,i yangi 

disebuti bendai merupakani tiap-tiapi barangi dani tiap-tiapi haki yangi dapati dikuasii olehi hali 

milik. Mariami Darusi Badrulzaman,i (1983:12) 

Dengani demikiani haki ciptai menuruti rumusani inii dapati dijadikani objeki haki 

milik.Hali inii dapati disimpulkani darii rumusani Pasali 2i Undang-Undangi Nomor.i 19i Tahuni 

2002i tentangi Haki Ciptai (Undang-UndangHaki Cipta) 
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Undang-Undangi No.12i Tahuni 1997i Tentangi Haki Cipta.Telahi dii ubahi dengani 

Undang-Undangi Nomor19i Tahuni 2002i yangi dii berlakukani padai tanggali 30i Julii 

2003.perkembangani Undang-Undangi tentangi haki ciptai berkaitani dengani isui penegakani 

(enforcement)i yangi tidaki sajai menjadii isui nasional,i akani tetapii jugai isui regionali dani 

internasiona1.i Pengertiani haki ciptai terdapati padai pasaIi 1i ayati (2)i Undang-Undangi 

Nomor19i tahuni 2002i yangi isinya: 

Penciptai merupakani seseorangi ataui beberapai orangi secarai bersama-samai yangi 

atasi inspirasinyai melahirkani suatui ciptaani berdasarkani kemampuani fikiran,i imajinasii 

kecepatan,i keterampilani ataui keahliani yangi dii tuangkani kei dalami bentuki yangi khasi dani 

bersifati pribadi.Pasali 1i ayati (3)i mengaturi tentangi ciptaan,i isinya:i Ciptaani merupakani 

hasili setiapi karyai penciptai yang"i menunjukani keasIiannyai dalami lapangani i1mui 

pengetahuan,i senii dani sastra.Definisii ataui Terminologii Haki Cipta,i berbedai padai setiapi 

Negarai penandatanganani WIPOi Copyrighti Treaty,i namuni sarnai dengani esensinya.i 

Pengertiani dasarnyai merupakan:i Haki Ciptai merupakani Haki Eksklusifi (Exclusivei Right)i 

bagii penciptai maupuni penerimai haki atasi karyai sastrai dani karyai seni.i Haki Ciptai 

merupakani haki khususi bagii penciptai ataui pemegangi haki ciptai untuki mengumumkani ataui 

memperbanyaki ciptaannyai yangi timbuli secarai otomatisi setelahi suatui ciptaani dilahirkani 

tanpai mengurangii pembatasani menuruti peraturani perundang-undangani yangi berlaku.i 

Sentosai Sembiring,i (2005:21) 

Penciptai merupakani : 

a. Seseorangi ataui beberapai orangi secarai bersama-samai yangi atasi inspirasinyai 

lahiri suatui ciptaani berdasarkani kemampuani pikiran,i imajinasi,i keeekatan,i 

keterampilani ataui keahliani yangi dituangkani dalami bentuki yangi khasi dani 

bersifati pribadi. 

b. Orangi yangi merancangi suatui ciptaan,i tetapii diwujudkani olehi orangi laini 

dibawahi pimpinani ataui pengawasani orangi yangi merancangi ciptaani tersebut; 



 38 

c. Orangi yangi membuati suatui karyai ciptai dalami hubungani kerjai ataui 

berdasarkani pesanan; 

d. Badani hukumi sebagaimanai ditentukani dalai Pasali 9i Undang-Undangi Haki 

Cipta.Bintangi Sanusi,i (2002:14) 

Pemegangi haki ciptai merupakani penciptai sebagaii pemilihi haki cipta,i ataui orangi 

yangi menerimai haki tersebuti darii pencipta,i ataui orangi laini yangi menerimai lebihi lanjuti 

haki darii orangi tersebuti diatas. 

Ciptaani merupakani hasili setiapi karyai penciptai dalami bentuki yangi khasi dani 

menunjukkani keasliannyai dalami lapangani pengetahuan,i senii dani sastra.Yangi dimaksudi 

dengani hak-haki yangi berkaitani dengani haki ciptai merupakani pelaku,i produseri rekamani 

suarai dani lembagai “penyiaran.Pelakui merupakani aktor,i penyanyi,i pemusik,i penarii ataui 

merekai menampilkan,i memperagakani ataui mempertunjukkan,i 

menyanyikan”.menyampaikan,i mendeklamasikan,i ataui mempermainkani suatui karyai 

musik,i drama,i tari,i sastrai dani karyai senii lainnya.i Hendrai Tanui Atmaja,i (1999:12) 

Produseri rekamani suarai merupakani orangi ataui badani hukumi yangi pertamai kalii 

merekami ataui memilikii prakarsai untuki membiayaii tindakani perekamani suarai atau'i bunyii 

baiki darii suatui pertunjukkani maupuni suarai ataui bunyii lainnya. 

Seseorangi yangi telahi mencurahkani segalai dayai upaya-nyai untuki menciptakani 

ataui menentukani sesuatu,i diai mempunyaii haki alamiahi ataui haki dasari untuki memilikii 

dani mengawasii apai yangi telahi diciptakannyai Dalami Deklarasii Universali Haki Asasii 

Manusiai ataui Universali Declarationi ofi Humani Rights,i menyebutkani bahwai "Everyonei 

hasi thei righti tothei protectioni ofi thei morali undi materiali interesti resultingi formi anyi 

scientific,literary,i ori artistici productioni ofi whichi hei ori shei isi thei author".i Setiapi orang 

mempunyaii haki untuki mendapati perlindungani bagii kepentingani morali dani materiali yangi 

berasali darii ciptaani ilmiah,i sastrai ataui hasili senii yangi manai diai merupakani penciptanya.i 

Haki Kekayaani Intelektuali ataui HKI,i secarai substantifi dapati diartikani sebagaii Haki atasi 
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kekayaani yangi timbuli ataui lahiri karenai kemampuani intelektuali manusia.i Anwari Sidik,i 

(2006:9) 

Haki atasi Kekayaani Intelektuali ataui Intelektuali Propertyi Righti dikelompokani 

dalami haki yangi dimilikii secarai perorangani yangi tidaki dalami wujudi kebendaan.i Haki 

tersebuti secarai khususi diberikani kapadai pemiliki dani pemegangi haki dalami hali 

mengumumkan,i memperbanyaki dani mengedarkannya,i ataui memberikani ijini kepadai 

orangi laini atasi ciptaannyai tersebuti dengani batasani waktui tertentu.i Dapati disimpulkani 

jugai bahwai haki ciptai sebagaii haki eksklusifi (exclusivei right)i merupakani subyeki hukumi 

yangbersifati immateriali yangi melindungaii hubungani kepentingani antarai penciptadengani 

keasliannyai ciptaannya.i Bambangi Kesowo,i (2002:2) 

Keberadaani Undang-undangi Haki Ciptai memangi diperuntukkani khususi untuki 

melindungii haki bagii merekai yangi telahi menghasilkani karya-karyai yangi berasali darii 

pcngungkapani (ekspresi)i intelaktualitasi (intangible),i dani bukannyai yangi bersifati 

kebendaani (tangible),i apabilai yangi belumi berwujudi apa-apai sepertii ide-idei informasii dani 

laini sebagainya. 

3. Fungsii dani Sifati Haki Cipta 

Fungsii haki ciptai ditegaskani dalami UUi No.i 19i Tahuni 2002i tentangi Haki Cipta,i 

yaitui padai Pasali 2i yangi berbunyi:i  

a. Haki ciptai merupakani haki eksklusifi bagii Penciptai ataui Pemegangi i Haki Ciptai 

untuki mengumumkani ataui memperbanyaki ciptaannya,i yangi timbuli secarai 

otomatisi setelahi suatui ciptaani dilahirkani tanpai mengurangii pembatasani 

menuruti peraturani perundang-undangani yangi berlaku. 

b. Penciptai ataui Pemegangi Haki Ciptai atasi karyai sinematografii dani programi 

komputeri memilikii haki untuki memberikani izini ataui melarangi orangi laini yangi 

tanpai persetujuannyai menyewakani ciptaani tersebuti untuki kepentingani yangi 

bersifati komersial. 
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Ketentuani Pasali 2i ayati (1)i UUi No.i 19i Tahuni 2002i tentangi Haki Ciptai 

mengandungi duai aspeki dasar,i yaitui tentangi haki eksklusifi dani bahwai haki tersebuti 

“timbuli secarai otomatis”.i Berbedai darii bidang-bidangi Haki Kekayaani Intelektuali (HKI)i 

yangi lain,i haki ciptai lahiri bukani karenai pendaftaran,i artinyai haki ciptai termasuki telahi 

dimilikii olehi penciptanyai padai saati lahirnyai karyai ciptai yangi bersangkutan.i Hali inii 

merupakani prinsipi pokoki yangi mendasarii haki cipta.Namun,i prinsipi dasari inii tidaki 

menghalangii penciptai untuki mendaftarkani karyanyai sepertii yangi diaturi padai bagiani laini 

darii Undang-Undangi Nomor19i Tahuni 2002i Tentangi Haki Cipta. 

Ketentuani Pasali 2i ayati (1)i dii atas,i ditegaskani lagii dalami penjelasannyai bahwai 

yangi dimaksudi dengani haki eksklusifi merupakani haki yangi semata-matai diperuntukkani 

bagii pemegangyai sehinggai tidaki adai pihaki laini yangi bolehi memanfaatkani haki tersebuti 

tanpai izini pemegangnya.i Dalami pengertiani “mengumumkani ataui memperbanyak”,i 

termasuki didalamnyai tindakani menerjemahkan,i mengadaptasi,i mengaransemen,i 

mengalihwujudkan,i menjual,i menyewakan,i meminjamkan,i mengimpor,i memamerkan,i 

mempertunjukkani kepadai publik,i menyiarkan,i merekam,i dani mengkomunikasikani ciptaani 

kepadai publiki melaluii saranai apapun. 

Sifati haki ciptai ditegaskani dalami Pasali 3i Undang-Undangi Nomor19i Tahuni 2002i 

tentangi Haki Cipta,i yaitu: 

(1) Haki Ciptai dianggapi sebagaii bendai bergerak. 

(2) Haki Ciptai dapati beralihi ataui dialihkani baiki seluruhnyai maupuni sebagiani 

karena: 

a) Pewarisan; 

b) Hibah; 

c) Wasiat; 

d) Perjanjiani tertulis;i atau 
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e) Sebab-sebabi laini yangi dibenarkani olehi peraturani perundang-undangan. 

 

Menuruti Pasali 3i Undang-Undangi Nomor19i Tahuni 2002i tentangi Haki Ciptai 

tersebut,i hali yangi essensiali dalami undang-undangi inii merupakani bahwai “Haki Ciptai 

dapati beralihi ataui dialihkan,i baiki seluruhnyai maupuni sebagian”,i antarai laini karenai 

pewarisan,i hibah,i ataui perjanjiani tertulis.i Salahi satui maknai pentingi darii ketentuani inii 

merupakani kedudukani haki ciptai yangi dianggapi sebagaii bendai bergerak.Sebagaii bendai 

bergeraki yangi dapati dialihkan,i makai sifati haki ciptai yangi dapati dialihkani inii menjadii 

sangati relevani dalami transaksii bisnisi sehari-hari.i Itulahi sebabnya,i Undang-Undangi 

Nomor19i Tahuni 2002i tentangi Haki Ciptai menggunakani istilahi “pemegangi haki cipta”i 

yangi berdampingani dengani istilahi pencipta.i Begitui jugai mengenaii dapati diwariskannyai 

haki cipta.i Agusi Sarjono,i (2006:34) 

4. Subjeki Haki Cipta:i Penciptai dani Pemegangi Haki Cipta 

Secarai ringkasi dapati dikatakani bahwai yangi dimaksudi dengani penciptai merupakani 

seseorangi ataui beberapai orangi yangi secarai bersama-samai melahirkani suatui 

ciptaan.Selanjutnyai dapati pulai diterangkani bahwai yangi menciptai suatui ciptaani menjadii 

pemiliki pertamai darii haki ciptai atasi ciptaani bersangkutan.i Eddyi Damian,i (2005:124.) 

Pasali 1i angkai (2)i Undang-Undangi Nomor19i Tahuni 2002i tentangi Haki Ciptai 

mendefinisikani penciptai secarai rincii sebagaii berikut: 

“Penciptai merupakani seseorangi ataui beberapai orangi secarai bersama-samai yangi atasi 

inspirasinyai lahiri suatui ciptaani berdasarkani pikiran,i imajinasi,i kecekatan,i keterampilani 

ataui keahliani yangi dituangkani dalami bentuki yangi khasi dani bersifati pribadi”.i Darii bunyii 

Pasali 1i angkai (2)i Undang-Undangi Nomor19i Tahuni 2002i tentangi Haki Ciptai tersebut,i 

secarai singkati bahwai penciptai merupakani seseorangi ataui beberapai orangi secarai bersama-

samai melhirkani suatui ciptaani dalami lapangani ilmui pengetahuan,i seni,i dani sastra. 
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Dengani sendirinya,i penciptai jugai menjadii pemegangi haki cipta,i tetapii tidaki semuai 

pemegangi haki ciptai merupakani penciptanya.i Pengertiani pemegangi haki ciptai dinyatakani 

dalami Pasali 1i angkai (4)i Undang-Undangi Nomor19i Tahuni 2002i tentangi Haki Ciptai yaitui 

:“Pemegangi Haki Ciptai merupakani Penciptai sebagaii Pemiliki Haki Cipta,i ataui pihaki yangi 

menerimai haki tersebuti darii Pencipta,i ataui pihaki laini yangi menerimai lebihi lanjuti haki darii 

pihaki yangi menerimai haki tersebut”. 

Dengani demikian,i penciptai haki ciptai otomatisi menjadii pemegangi haki cipta,i yangi 

merupakani pemiliki haki cipta,i sedangkani yangi menjadii pemegangi haki ciptai tidaki harusi 

penciptanya,i tetapii bisai pihaki laini yangi menerimai haki tersebuti darii penciptai ataui pihaki 

laini yangi menerimai lebihi lanjuti haki tersebuti darii penciptai ataui pemegangi haki ciptai yangi 

bersangkutan. 

Padai Bagiani Kedua,i Undang-Undangi Nomor19i Tahuni 2002i tentangi Haki Ciptai 

mengaturi orang-perorangani dani badani hukumi yangi dapati menjadii penciptai dalami 

penggolongan: 

a. seorangi tertentui (Pasali 5); 

b. duai ataui lebihi orangi (Pasali 6i dani 7); 

c. seorangi karyawani (Pasali 8); 

d. badani hukumi (Pasali 9). 

Pembedaani penciptai dalami beberapai golongani memilikii implikasii yangi sangati 

pentingi terhadapi haki dani kewajibani pencipta,i pendaftarani ciptaan,i lamai berlakui haki 

ciptai dani pertanggungjawabani dalami hali terjadinyai pelanggarani haki cipta. 

Beberapai definisii mengenaii penciptai dii atasi menjelaskani bahwai padai dasarnyai 

secarai konvensionali yangi digolongkani sebagaii penciptai merupakani seseorangi yangi 

melahirkani suatui ciptaani untuki pertamai kalii sehinggai iamerupakani orangi pertamai yangi 

mempunyaii hak-haki sebagaii penciptai yangi sebutani ringkasnyai untuki kepraktisannyai 

disebuti haki pencipta,i dani lebihi ringkasi lagii menjadii haki cipta. 



 43 

Padai mulanya,i untuki menentukani siapai yangi menjadii penciptai pertamai darii suatui 

ciptaani tertentui tidaklahi terlalui sulit.i Misalnya:i penciptai suatui ciptaani karangani ilmiahi 

merupakani seorangi yangi menulisi tulisani ilmiahi bersangkutan;i penciptai suatui 

ciptaanmusiki merupakani composerdani penciptai suatui ciptaani potreti merupakani 

fotografer. 

Meskipuni demikian,i dengani semakini berkembangnyai teknologii canggihi padai 

akhir-akhiri ini,i untuki menentukani siapai yangi menjadii penciptai pertamai darii suatui 

ciptaani tertentu,i memerlukani penjelasani dengani suatui pendekatani yangi agaki berbeda.i 

Terutamai dalami menentukani penciptai darii ciptaanciptaani yangi tergolongi sebagaii hak-

haki yangi berkaitani dengani haki cipta,i misalnya:i penciptai darii suatui pergelarani musiki 

klasiki merupakani seorangi pelakui (Performer);i penciptai darii rekamani suarai suatui lagui 

dalami bentuki compacti disci ataui pitai seluloidi merupakani produseri rekamani suara;i dani 

penciptai darii tayangani pertunjukan/i pergelarani musiki melaluii siarani televisii merupakani 

lembagai penyiaran.i  

Mengetahuii siapai yangi merupakani penciptai pertamai suatui ciptaani merupakani 

sangati signifikan,i karenaEddyi Damian,i (2005:127): 

a. Hak-haki yangi dimilikii seorangi penciptai pertamai sangati berbedai dengani hak-

haki penciptai terhadapi haki terkaiti dengani Haki Cipta. 

b. Masai berlakunyai perlindungani hukumi bagii penciptai pertamai biasanyai lebihi 

lamai darii merekai yangi bukani penciptai pertama. 

c. Pengidentifikasiani penciptai pertamai secarai benari merupakani syarati bagii 

keabsahani pendaftarani ciptaani (Pasali 5i (1)i Undang-Undangi Nomor19i Tahuni 

2002i tentangi Haki Cipta),i walaupuni pendaftarani tidaki mutlaki harusi dilakukan. 

 

Dalami menjelaskani tentangi siapakahi yangi disebuti sebagaii pencipta,i Undang-

Undangi Nomor19i Tahuni 2002i tentangi Haki Ciptai menentukani bahwai penciptai 
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merupakani orangi yangi membuati ataui melahirkani suatui ciptaan.i Akani tetapi,i 

perkecualiani darii pedomani umumi tersebuti ditentukani sebagaii berikut: 

a. Jikai suatui ciptaani terdirii atasi beberapai bagiani tersendirii yangi diciptakani olehi 

duai orangi ataui lebih,i yangi dianggapi sebagaii penciptai ialahi orangi yangi 

memimpini sertai mengawasii penyelesaiani seluruhi ciptaani itu,i ataui dalami hali 

tidaki orangi tersebut,i yangi dianggapi sebagaii penciptai merupakani orangi yangi 

menghimpunnyai dengani tidaki mengurangii haki ciptai masing-masingi atasi 

bagiani ciptaannyai itui (Pasali 6). 

b. Jikai suatui ciptaani yangi dirancangi seseorangi diwujudkani dani dikerjakani olehi 

orangi laini dibawahi pimpinani dani pengawasani orangi yangi merancang,i 

penciptanyai merupakani orangi yangi merancangi ciptaani itui (Pasali 7). 

c. Jikai suatui ciptaani dibuati dalami hubungani dinasi dengani pihaki laini dalami 

lingkungani pekerjaannya,i pemegangi haki ciptai merupakani pihaki yangi untuki 

dani dalami dinasnyai ciptaani itui dikerjakan,i kecualii adai perjanjiani laini antarai 

keduai pihaki dengani tidaki mengurangii haki penciptai apabilai penggunaani 

ciptaani itui diperluasi sampaii keluari hubungani dinas.i (Pasali 8i ayati (1)). 

5. i i i Pengaturani Tentangi Haki Ciptai  

Sejaki zamani Belandai Haki Ciptai diaturi padai Auteursweti Tahuni 1912i Stb.i No.i 

600.aturani tentangi haki ciptai inii tampaknyai sudahi tidaki sesuaii lagii dengani kebutuhani 

masyarakati sertai cita-citai Hukumi nasional,i sehinggai auteursweti inii disebut.i Untuki 

pertamai kalinyai setelahi Indonesiai merdekai haki ciptai diaturi padai Undang-Undangi No.i 6i 

Tahuni 1982,i yangi diubahUndang-Undangi NomorHaki Ciptai No.i 7i Tahuni 1987,i 

selajutnyai diubahi kembalii dengani UUHCi No.i 12i Tahuni 1997i tentangi Haki Ciptai terakhiri 

kalii diundangkanUndang-Undangi NomorHaki Ciptai Noi 19i Tahuni 2002.i Undang-Undangi 

inii dikeluarkani untuki merealisasii amanahi Garisi Besari Haluani Negarai (GBHN)i dalami 

rangkai pembangunani dibidangi Hukum,i dimaksudkani untuki mendorongi dani melindungii 
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penciptai dani hasili karyai ciptaanyai diharapkani penyebarluasani hasili kebudayaani dibidangi 

karyai ilmui senii dani sastrai dapati dilindungii secarai yuridisi yangi padai gilirannyai dapati 

mempercepati prosesi pertumbuhani kecerdasani kehidupani bangsa.i Muhammadi Djumhanai 

dani R.i Djubaedillah,i (2003:27) 

a. Pengaturani Haki Ciptai Menuruti Konvensii Internasional 

Perhatiani duniai internasionali terhanapi masalahi haki ciptai tela.hi melahirkani 

beberapai konvensii internasionali dii bidangi haki cipta.i Sejaki pertamai kalii disepakatii 

pemberiani perlindungani terhadapi karyai sasatrai dani karyai senii dalami Bernei Conventioni 

1886,i telahi mengilhanaii lahirnyai beberapai konvensii susulani yangi merupakani 

kesepakatani antari negarai dalami mengaturi masalahi haki ciptai secarai lebihi spesifik,i 

termasuki dii dalamnyai pemberiani perhatiani terhadapi karyai ciptai yangi dihasilkani karenai 

perkembangani teknologi,i misalnyai karyai ciptai dii bidangi Phonograms,i Distributioni 

Programmei Carryingi Signalsi Transmittedi byi Satelite. 

Beberapai kesepakatani bersamai antari negarai yangi mengaturi masalahi haki ciptai 

antarai lain: 

a. Berni Conventioni fori thei Protectioni afi Uterarayi 2ndi Artistici Worksi 1886; 

b. Universali Copyrighti Conventiani 1955; 

c. Romei Canventioni fari tilei Pratectioni afi Performers,i Producersi ofi Phonogramsi 

andi Broadcastingi Organizationsi 1961; 

d. WIPOi Copyrighti Treatyi (WC7)i 1996; 

e. WIPOi Performancesi andi Phonogramsi Treatyi (WPP7)i 1996 

f. (Brusselsi Ccnventioni relatingi toi thei Oisirioutioni ofi Programei carryingi signalsi 

transmittedi byi Satelitei 1974. 

g. Conventioni fori tilei Protectioni ofi Producersi ofi Phonogramsi Againsti 

Unauthorizedi Duplicationi ofi Theiri Phonogramsi 1971 

h. Treati oni thei Internationali registrationi ofi Audiovisuali Worksi (Filmi Registeri 
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Treaty)i 1991. 

Selaini itu,i terdapati pulai konvensii internasionali yangi mengaturi jugai masalahi haki 

ciptai sebagaii bagiani darii haki miliki intelektuali padai umumnyai yaitui : 

a. Tripsi (Marakeshi Agreementi 15-04-1994); 

b. OAPIi (Banguii Agreementi Revisingi Extractsi 24-02-1999); 

c. OAPIi (Banguii Agreementi 02-03-1977;i  

d. NAFTAi (Intellectuali Propertyi Excerptsi 08-12-1993); 

Darii rangkaiani kesepakatani bersamai dii bidangi haki ciptai makai Berni conventioni 

merupakani konvensii tertuai yangi mengaturi masalahi haki cipta.i Konvensii Berni dii 

tandatanganii dii Bern,i lbui kotai Swidzerland,padai tanggali 9i Septemberi 1886i olehi sepuluhi 

negarai pesertai aslii (Belgium,i France,i germany,i Greati Britain,i Haiti,i ltaly,i Liberia,i Spain,i 

Swidzerland,i Tunisia)i dani tujuhi negarai yangi menjadii pesertai dengani carai aksesii 

(Denmark,i Japan,i Luxemburg,i Monaco,i Montenegro,i Norway,i Sweden).i Rahmii Juned,i 

(2001:25) 

Dalami mukadimahi naskahi aslii Berni Convention,i parai kepalai Negarai waktui itui 

menyatakani bahwai yangi melatari belakangii diadakannyai konvensii inii merupakani : 

…………beingi equailyi animatedi byi thei desirei toi proteck,i ini asi effectivei andi uniformi ai 

manneri asi possible,i thei righti ofi authorsi ini theiri literaryi andi artistici works.i Eddyi 

Damian,i (2005:58-59) 

Berdasarakani dasari pemikirani yangi demikiani inii ternyatai Konvensii Berni semenjaki 

ditandai tanganii sampaii dengani 1i Januarii 1996i telahi 117i negarai yangi meratifikasinya.i 

Belandai yangi menjajahi Indonesiai padai 1i Novemberi 1912i jugai memberlakukani 

keikutsertaannyai padai konvensii berni berdasarkani asasi konkordansii bagii lndonesiai 

Dengani perkataani laini Indonesiai semenjaki tahuni 1912i telahi mempunyaii UUi Haki Ciptai 

(Auteuresvleti 1912)i berdasarkani UUi belandai tanggali 29i Junii 1911i (Staatbledi Belandai 

Nomori 197)i yangi memberi wewenangi padai Ratui Belandai untuki merncerlakukani bagii 
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negarai Belandai sendirii dani negara-negarai jajahannyai konvensii Berni 1886i berikuti revisii 

yangi dilakukani padai 13i novemberi 1908i dii Berlin.i Namuni demikian,i semenjaki 15i Mareti 

1958i Indonesiai menyatakani berhentii menjadii anggotai Konvensii Berni berdasarakani surati 

NO.15.140i XIIi tanggali 15i Mareti 1958.i Menterii luari Negerii Soebandrioi waktui itui 

menyatakani padai Direkturi Biroi Berni Conventioni menyatakani tidaki menjadii anggotai thei 

Berni Convention.i Dalami kuruni waktui hampiri 100i tahuni keberadaani konvensii Bern,i 

tercatati limai negarai anggotai yangi menyatakani berhentii menjadii anggotai konvensi,i yaitu;i 

Haitii (1887-1943)i Montenegroi (i 1893-1900),i Liberiai (1908-1930),i lndonesiai (1913-

1960),i Syiriai (1924-1962).i Tigai puluhi tujuhi tahun.kemudiani ,tepatnyai 7i Meii 

1997,lndonesiai menyatakani ikuti sertai kembalii menjadii anggotai Konvensii Berni dengani 

melakukani ratifikasii dengani Keppresi Rli NO.16i tahuni 1997,i hali inii sebagaii konsekwensii 

keikutsertaani Indonesiai dalami forumi WTO,i yangi diratifikasii dengani UUi No.7i Tahuni 

1994.i Eddyi Damian,i (2005:160) 

b. Pengaturani Haki Ciptai dalami Hukumi Nasional 

Sejaki Indonesiai menyatakai berdaulati penuhi padai 17i Agustusi 1945i diikutii dengani 

dibuatnyai UUDi 45i tanggali 18i Agustusi makai berdasarkani Pasali IIi aturani peralihani UUDi 

45i makai semuai peraturani perundangani peninggalani jamani koloniali Belandai tetapi 

langsungi berlakui sepanjangi belumi dibuati yangi barui dani tidaki bertentangani dengani UUDi 

45.i Berdasarkani ketentuani tersebuti makai khususi yangi berkaitani dengani pengaturani haki 

ciptai diberlakukani Ateursweti 1912i peninggalani koloniali belanda.i Tigai puluhi tahuni 

kemudian,i tepatnyai tahuni 1982i barui Pemerintahi RIi dapati membuati UUi haki ciptai 

nasionali yangi dituangkani dalami UUi No.i 6i Tahuni 1982i tentangi haki ciptai inii banyaki 

mengalamii perubahani sertai penambahani peraturani pelaksana.i Abdulkadiri Muhammad,i 

(2004:41) 

1) Undang-Undangi NomorHaki Ciptai Nomori 6i tahuni 1982i tentangi Haki Cipta: 
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2) Undang-Undangi NomorHaki Ciptai Nomori 7i Tahuni 1987i tentangi Perubahani 

Undang-Undangi NomorHaki Ciptai Nomori 6i tahuni 1982i tentangi Haki Cipta; 

3) Undang-Undangi NomorHaki Ciptai Nomori 12i Tahuni 1997i tentangi Prubahani 

Undang-Undangi NomorHaki Ciptai Nomori 6i tahuni 1982i sebagaimanai diubahi 

dengani Undang-Undangi NomorHaki Ciptai Nomor7i Tahuni 1987i tentangi haki 

Cipta; 

4) Undang-Undangi NomorHaki Ciptai Nomori 19i Tahuni 2002i tentangi haki Ciptai 

yangi menyatakani mencabuti Undang-Undangi NomorHaki Ciptai lamai tentangi 

haki cipta; 

5) Undang-Undangi NomorHaki Ciptai Nomori 4i Tahuni 1990i tentangi Wajibi Serahi 

Simpani Karyai Cetaki dani Karyai rekam. 

Selaini diaturi dalami UUi makai sebagaii kelengkapani pengaturani haki ciptai jugai 

diaturi dalami beberapai peraturani pelaksanaan,i yaitu: 

1) PPi Nomor14i Tahuni 1986i Joi PPi No.i 7i Tahuni 1989i tentangi Dewani haki Cipta 

2) PPi Nomori 1i Tahuni 1989i tentangi penerjemahani dani perbanyakani ciptaani untuki 

kepentingani pendidikan,i ilmui pengetahuan.penelitiani dani pengembangan". 

3) Keppresi RIi Nomori 18i Tahuni 1997i tentangi pengesahani Bernei Conventioni fori 

thei Protectioni ofi Literarayi andi Artistici works. 

4) Keppresi RIi Nomori 17i Tahuni 1988i Tentangi Pengesahani persetujuani mengenaii 

perlindungani Hukumi secarai timbali baliki terhadapi haki Ciptai atasnyai Rekamani 

Suarai antarai RIi dengani Masyarakati Eropa 

5) Keppresi RIi Nomori 25i Tahuni 1989i tentangi Pengesahani Persetujuani mengenaii 

Perlidungani Hukumi secarai timbali baliki terhadapi haki Ciptai antarai RIi dengani 

Amerikai Serikat 

6) Keppresi RIi No.i 38i Tahuni 1993i tentangi pengesahani persetujuani Perlindungani 

Hukumi secarai timbali baliki terhadapi haki ciptai antarai Rli dengani Australia 
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7) Keppresi RIi No.i 56i Tahuni 1994i tentangi pengesahani persetujuani mengenaii 

perlindungani terhadapi Haki Ciptai antarai RIi dengani lnggris 

8) Peraturani Menterii Kehakimani Rli No.i M.01-HC.03.01i Tahuni 1987i tentangi 

pendaftarani Ciptaan 

9) Keputusani Menterii Kehakimani Rli No.i M.04.PW.07.03i Tahuni 1988i tentangi 

Penyidikani haki cipta 

10) Surati Edarani Menterii Kehakimani RIi No.i M.01.PWi 07.03i Tahuni 1990i tentangi 

kewenangani menyidiki Tindaki Pidanai Haki Cipta 

11) Surati Edarani Menterii Kehakimani RIi No.i M.02i .Ii :C.03.01i Tahuni 1991i tentangi 

Kewajibani melampirkani NPWPi dalami permohonani pendaftarani ciptaani dani 

pencatatani pemindahani haki ciptai terdaftar.i Achmadi Zeni Umari Purba,i (2005:14) 

 

6. i i i Perlindungani Terhadapi Haki Ciptai  

a. Jenis-jenisi Ciptaani Yangi Dilindungi 

Menuruti ketentuani Pasali 11i ayati UUHC,i ciptaani yangi dilindungii olehi UUHCi 

merupakani ciptaani dalami bidangi ilmui pengetahuan,i senii dani sastrai yangi meliputii 

bebagaii jenisi karyai berikuti ini: 

1) Buku,i programi komputer,i Famflet,i susunani perwajahani karyai tulisi yangi 

diterbitkan,i dani semuai hasili karyai tulisi lainnya; 

2) Ceramah,i kuliah,i pidato,i clani eiptaani lainnyai yangi diwujudkani dengani carai 

diucapkan; 

3) Alati peragai yangi dibuati untuki kepentingani pendidikani dani ilmui pengetahuan; 

4) Ciptaani lagui ataui musiki dengani ataui tanpai teks,i termasuki karawitan,i dani 

rekamani suara; 

5) Drama,i tarii (koregrati),i pewayangan,i pantomin; 

6) Karyai pertunjukan; 
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7) Karyai siaran; 

8) Senii rupai dalami bentuki sepertii senii lukis,i gambar,i senii ukir,i senii kaligrali.i 

senii pabat,i senii patung,i kolase,i senii terapani yangi berupai senii kerajinani 

tangan; 

9) Arsitektur; 

10) Peta; 

11) Senii batik; 

12) Fotografi; 

13) Sinematografi; 

14) Terjemahan,i tafsiran,i saduran,i bungai rampaii dani karyai lainnyai darii hasili 

pengalihwujudan.Rachmadii Usman,i (2003:12) 

 

Berdasarkani ketentuani dii atasi menunjukani suatui konsepi bahwai perwajahani karyai 

tulisi merupakani karyai ciptai yangi lazimi dikenali dengani "typolographicali arrangement",i 

yaitui aspeki senii padai susunani dani bentuki penulisani karyai tulis.i Hali inii mencangkupi 

antarai laini format,i hiasan,i warnai dani susunani ataui tatai letaki hurufi indahi yangi secarai 

keseluruhani menampilkani wujudi yangi khas.i Alati peragai merupakani ciptaani yangi 

berbentuki duai ataupuni tigai dimensii yangi berkaitani dengani geografi,i topografi,i arsitekturi 

biologi,i ataui ilmui pengetahuani lain.i Sedangkani ciptaani laini yangi sejenisi merupakani 

ciptaan-ciptaani sepertii ceramah,i kuliahi dani pidato. 

UUHCi menyebutkani lagui ataui musiki berartii sebagaii karyai yangi bcrsifati utuh,i 

sekalipuni terdirii atasi unsuri lagui ataui melodi,i syairi ataui liriki dani aransemennyai termasuki 

notasii yangi dimaksudi dengani utuhi merupakani bahwai lagui ataui musiki tersebuti 

merupakani suatui kesatuani karyai cipta.i Gambari antarai laini meliputii :i motif,i diagram,i 

sketsa,i logo,i dani bentuki hurufi indah,i dani gambari tersebuti dibuati bukani untuki tujuani 

desaini industri.i Pengertiani kolasei merupakani komposisii artistiki yangi dibuati darii berbagaii 
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bahani (misalnyai darii kain,i kertas,i kayu,i dll)i yangi ditempeli padai permukaani gambar.Senii 

terapani yangi brupai kerajinani tangani sejauhi tujuani pembuatannyai bukani untuki produksii 

secarai massali merupakani suatui ciptaan.Rachmadii Usman,i (2003:14) 

Arsitekturi antarai laini meliputii senii bangunan,i senii gambar,i senii gambari miniaturi 

dani senii gambari marketi bangunan.i Sedangkani petai merupakani suatui gambari darii unsur-

unsuri alami dan/ataui buatani manusiai yangi beradai dii atasi ataupuni bawahi permukaani bumii 

yangi digambarkani padai sualui bidangi datari dengani skalai tertentu.Batiki yangi dibuati 

secarai konvensionali sebagaii bentuki ciptaani tersendirii karenai mempunyaii nilaii seni,i baiki 

padai ciptaani motifi ataui gambari maupuni komposisii warnanya. 

Disamakani dengani pengertiani senii batiki merupakani karyai tradisionali lainnyai 

yangi merupakani kekayaani bangsai indonesiai yangi terdapati dii berbagaii daerah,i sepertii 

songket,i ikati dani lain-laini yangi dewasai inii dikembangkan.i Rachmadii Usman,i (2003:15) 

Karyai sinematografii merupakani karyai ciptai yangi merupakani media,i komunikasii 

massai gambari geraki (movingi image)i antarai laini meliputii :i filmi dokumenter,i filmi iklan,i 

reportasei ataui filmi ceritai yangi dibuati dengani skenarioi dani filmi kartun.i Karyai 

sinematografii dapati dibuati dengani pitai soluloid,i pitai video,i piringani video,i cakrami optiki 

dan/ataui mediai laini yangi memungkinkani untuki dipertunjukkani dii bioskop,i dii layari lebari 

ataui ditayangkani dii televisii ataui dii mediai lainnya.i Karyai serupai itui dibuati oehi 

peusahaani pembuati film,i stasiuni televisii ataui perorangan.Sophari Marui Hutagalung,i 

(1994:52) 

Bungai rampaii merupakani karyai ciptai meliputii :i ciptaani dalami bentuki bukui yangi 

berisii kumpulani karyai tulisi pilihani yangi direkami dalami satui kaset,i cakrami optik,i ataui 

mediai lain,i sertai komposisii berbagaii karyai tarii pilihan. 

Databasei merupakani kompilasii datai dalami bentuki apapuni yangi dapati dibacai olahi 

mesini (komputer)i ataui dalami bentuki lain,i yangi karenai alasani pemilihani ataui pengaturani 

atasi isii datai itui merupakani kreasii intelektual. 
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Perlindungani terhadapi databasei diberikani dengani mengurangii haki pencipta.laini 

yangi ciptaannyai dimasukkani dalami databasei tersebut,i sedangkani pengalihwujudani 

merupakani pengubahi bentuk,i misalnyai darii bentuki patungi menjadii lukisan,i ceritai romani 

menjadii drama,i dramai menjadii sandiwarai radio,i dani noveli menjadii film.i Ciptaani yangi 

belumi diumumkani sebagaii contohi sketsa,manuskrip,i cetaki bimi (bluei print)i dani yangi 

sejenisnyai dianggapi ciptaani yangi sudahi merupakani suatui kesatuani yangi lengkap. 

Yangi tidaki mendapatkani perlindungani Haki Ciptai terdapati Pasali 3i UUHCi yaitu: 

a. Hasilli rapati terbukai lembaga-lembagai Negara 

b. Peraturani perundang-undangan. 

c. Pidatoi kenegaraani ataui pidatoi pejabati pemerintah 

d. Putusani pengadilani ataui penetapani hakim,i atau 

e. Keputusani hadani arbitrasei ataui keputusani badan-badani sejenisi lainnya. 

Selaini perlindungani untuki bentuki ciptaani diatasi makai adai ciptaani yangi dilindungii 

olehi negara,i yaitui yangi terterai dalami Pasali 10i UUi No.i 19i tahuni 2002i tentangi Haki Ciptai 

merupakani sebagaii berikut: 

1) Negarai memegangi haki ciptai atasi karyai peninggalani prasejarah,i sejarah,i dani 

bendai budayai nasionali lainnya. 

2) Negarai memegangi haki ciptai atasi folklori dani hasili kebudayaani rakyati yangi 

menjadii miliki bersama,i sepertii cerita,i hikayati dongeng,i legenda,i babad,i lagu,i 

kerajinani tangan,i koreografi,i dani karyai senii lainnya 

Menuruti L.i J.i Taylori yangi dilindungii haki ciptai merupakani ekspresii darii sebuahi 

ide,i jadii bukani melindungii idenyai itui sendiri.Dengani demikiani yangi dilindungii 

merupakani bentuki nyatai darii sebuahi ciptaani dani bukani yangi masihi merupakani sebuahi 

gagasani ataui ide.Bentuki nyatai ciptaani tersebuti bisai berwujudi khasi dalami bidangi 

kesusastraan,i senii maupuni ilmui pengetahuan.Muhammadi Djumhanai dani R.i Djubaedillah,i 

(2003:56). 
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Duai persyaratani pokoki untuki mendapatkani perlindungani haki cipta,i yaitui unsuri 

keasliani dani kreativitasi darii suatui karyai cipta.Bahwai suatui karyai ciptai merupakani hasili 

darii kreativitasi penciptanyai itui sendirii dani bukani tiruani sertai tidaki harusi barui ataui unik,i 

namuni harusi menunjukkani keasliani sebagaii suatui ciptaani seseorangi atasi dasari 

kemampuani dani kreativitasi yangi bersifati pribadi.Rachmadii Usman,i (2003:122). 

Undang-undangi Nomori 19i Tahuni 2002i dalami Penjelasannyai menyatakani bahwai :i 

“Perlindungani Haki Ciptai tidaki diberikani kepadai idei ataui gagasani karenai karyai ciptai 

harusi memilikii bentuki yangi khas,i bersifati pribadii dani menunjukkani keasliani sebagaii 

Ciptaani yangi lahiri berdasarkani kemampuan,i kreativitas,i ataui keahliani sehinggai Ciptaani 

itui dapati dilihat,i dibaca,i ataui didengar”.i Terhadapi jenis-jenisi ciptaani tersebuti dii atas,i 

padai dasarnyai Undang-undangi No.i 19i Tahuni 2002i tentangi Haki Ciptai Pasali 29-i 34i 

mengenali beberapai ketentuani tentangi masai berlakunyai perlindungani haki cipta,i yaitui :i 

Etty.i S.i Suhatdo,i 2000:34: 

1) Selamai hidupi penciptai ditambahi 50i tahuni setelahi penciptai meninggali dunia.i 

Ciptaani inii meliputii : 

a) Buku,i pamflet,i dani semuai hasili karyai tulisi lain; 

b) Dramai ataui musikal,i tari,i koreografi; 

c) Segalai bentuki senii rupa,i sepertii senii lukis,i senii pahati dani senii patung; 

d) Senii batik; 

e) Lagui ataui musiki dengani ataui tanpai teks; 

f) Arsitektur; 

g) Ceramah,i kuliah,i pidato,i dani ciptaani sejenisi lain; 

h) Alati peraga; 

i) Peta; 

j) 10)i Terjemahan,i tafsir,i saduran,i dani bungai rampai. 
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2) Selamai 50i tahuni sejaki pertamai kalii diumumkan.i Jenisi ciptaani yangi dilindungii 

selamai 50i tahuni inii meliputii : 

a) Programi komputer; 

b) Sinematografi; 

c) Fotografi; 

d) Database; 

e) Karyai hasili pengalihwujudan; 

3) Haki Ciptai atasi perwajahani karyai tulisi yangi diterbitkani berlakui selamai 50i tahuni 

sejaki pertamai kalii diterbitkan; 

4) Haki Ciptai yangi dimilikii ataui dipegangi olehi suatui badani hukumi berlakui selamai 

50i tahuni sejaki pertamai kalii diumumkan; 

5) Haki Ciptai atasi ciptaani yangi dilaksanakani olehi penerbiti berlakui selamai 50i tahuni 

sejaki ciptaani tersebuti pertamai kalii diterbitkan; 

6) Jangkai waktui perlindungani bagii pelaku,i berlakui selamai 50i tahuni sejaki karyai 

tersebuti pertamai kalii dipertunjukkani ataui dimasukkani kei dalami mediai audioi ataui 

mediai audiovisual; 

7) Jangkai waktui perlindungani bagii produseri rekamani suara,i berlakui selamai 50i tahuni 

sejaki karyai tersebuti selesaii direkam; 

Hak-haki yangi dii milikii penciptai terdirii darii haki ekonomii (economyi right)i dani 

haki morali (morali right). 

a. Haki Ekonomii (Economyi Right) 

merupakani haki yangi dii milikii olehi seorangi penciptai untuki mendapatkani 

keuntungani atasi ciptaannya.i Hali ekonomii inii merupakani haki khususi bagii 

penciptai untuki mengumumkani ataui memperbanyaki ciptaannyai dani memberii ijini 

untuki itu.haki ciptai jugai berhubungani dengani kepentingan-kepentingani yangi 

bersifati ekonomii (Economici Rights).i Adanyai kepentingan-kepentingani yangi 
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bersifati ekonomii dii dalami haki ciptai tersebut,i merupakani suatui perwujudani darii 

sifati haki ciptai itui sendiri,i yaitui bahwai ciptaan-ciptaani yangi merupakani produki 

olahi pikiri manusiai itui mempunyaii nilai,i karenai ciptaan-ciptaani tersebuti 

merupakani suatui bentuki kekayaan,i walaupuni bentuknyai tidaki berwujudi 

(intangible).i Bagii manusiai yangi menghasilkannya,i karyai ciptai tersebuti memangi 

memberikani kepuasan.i Tetapii darii segii yangi lain,i karyai ciptai tersebuti sebenarnyai 

jugai memilikii artii ekonomi.i Hali inii perlui dipahami,i dani tidaki sekedari 

menganggapnyai semata-matai sebagaii karyai yangi memberii kepuasani batiniah,i 

bersifati universali dani dapati dinikmatii olehi siapapun,i dimanapuni dani kapanpuni 

juga,i apalagii dengani sikapi bahwai sepantasnyai hali itui dapati diperolehi secarai 

cuma-cuma.Sikapi sepertii itui terasai kurangi adil,i sekalipuni seringkalii 

mengatasnamakani pahami kekeluargaan,i kegotongroyongani dani lain-laini yangi 

sejenisi dengani itu.i Seandainyai sangi penciptai selakui pemiliki haki atasi karyai ciptai 

dengani sadari dani sengajai membiarkani dani memberikani karyanyai dipakaii ataui 

ditirui masyarakati dengani cuma-cuma,i hali itui puni tetapi tidaki mengurangii 

kewajibani setiapi orangi untuki menghargaii dani mengakuii haki tersebut.i Bambangi 

Kesowo,i (2000:i 24) 

Haki ekonomii tersebuti merupakani haki yangi dimilikii olehi seseorangi penciptai 

untuki mendapatkani keuntungani atasi ciptaannya.Haki ekonomii padai setiapi undang-

undangi haki ciptai selalui berbeda,i baiki terminologinya,i jenisi haki yangi diliputinya,i 

ruangi lingkupi darii tiapi jenisi haki ekonomii tersebut.Secarai umum,i setiapi negarai 

minimali mengenali dani mengaturi haki ekonomii tersebuti meliputii jenisi 

hak.Muhammadi Djumhanai dani R.i Djubaedillah,i (2003:i 67-73): 

1) Haki Pengadaani Atasi Ciptaan 

Bentuki penggandaani ataui perbanyakani inii bisai dii lakukani secarai tradisionali 

maupuni melaluii peralatani moderni Haki penggandakani inii jugai mencakupi 
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perubahani bentuki ciptaani satui keciptaani lainnyai misalnya:i karyai tulis,i 

rekamani musik,i pertunjukani dramai dani film. 

2) Haki Adaptasi 

Haki untuki mengadakani adaptasi,i dapati berupai penerjemahani darii bahasai satui 

kei bahasai lainnya,i aransemeni musik,i dramatisasii darii noni dramatik,i merubahi 

menjadii ceritai fiksii darii karangani noni fiksii ataui sebaliknyai Haki inii diaturi 

baiki dalami konvensii bernei maupuni konfensii universal. 

3) Haki reproduksii (reproductioni right),i yaitui haki untuki menggandakani ciptaan.i 

UUHCi 2002i menggunakani istilahi perbanyakan. 

4) Haki distribusii (distributuoni right),i yaitui haki untuki menyebarkani kepadai 

masyarakati setiapi hasili ciptaani dalami bentuki penjualani ataui penyewaan.i Darii 

haki distribusii itui dapati dimungkinkani timbuli haki barui berupai foreigni right,i 

yaitui suatui haki yangi dilindungii dii luari negaranya.i Misalnyai satui karyai ciptai 

berupai buku,i karenai merupakani bukui yangi menarik,i makai sangati digemarii dii 

negarai lain.i Dengani demikian,i bukui itui didistribusikani kei negarai laini 

tersebut,i sehinggai mendapatkani perlindungani sebagaii foreigni right. 

5) Haki pertunjukkani (performancei right),i yaitui haki untuki mengungkapkani karyai 

senii dalami bentuki pertunjukkani ataui penampilani olehi pemusik,i dramawan,i 

seniman,i peragawati,i jugai menyangkuti penyiarani film,i dani rekamani suarai 

padai mediai televisi,i radio,i dani tempati laini yangi menyajikani tampilani tersebut.i 

Setiapi orangi ataui badani yangi menampilkan,i ataui mempertunjukkani sesuatui 

karyai cipta,i harusi memintai izini darii sii pemiliki haki performingi tersebut.i 

Keadaani inii terasai menyulitkani bagii orangi yangi akani memintai izini 

pertunjukkani tersebut,i untuki memudahkani hali tersebuti makai diadakani suatui 

lembagai yangi mengurusi haki pertunjukkani itui yangi dikenali sebagaii 

Performingi Righti Society. 
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6) Haki Penyiarani (broadcastingi right),i yaitui haki untuki menyiarkani ciptaani 

melaluii transmisii dani transmisii ulang. 

7) Haki programi kabeli (cablecastingi right),i yaitui haki untuki menyiarkani ciptaani 

melaluii kabel.i Haki inii hampiri samai dengani haki penyiaran,i tetapii tidaki 

melaluii transmisii melainkani kabel. 

8) Droitei dei Suite,i yaitui haki tambahani penciptai yangi bersifati kebendaan. 

9) Haki pinjami masyarakati (publici lendingi right),i yaitui haki penciptai atasi 

pembayarani ciptaani yangi tersimpani dii perpustakaani umumi yangi dipinjami 

olehi masyarakat. 

Konsepsii haki ekonomii yangi terkandungi dii dalami haki ciptai tersebuti 

mencerminkani bahwai ciptaan-ciptaani sebagaii hasili olehi pikiri manusiai dani yangi melekati 

secarai alamiahi sebagaii suatui kekayaani sii penciptai mendapati perlindungani hukumi yangi 

memadaii karenai merupakani salahi satui haki asasii manusia,i sebagaimanai telahi ditetapkani 

dalami Pasali 27i TheUniversali Declarationi ofi Humani Righti sebagaii berikut: 

a) Everyonei hasi thei righti freelyi toi participatei ini thei culturali lifei ofi thei 

community,i toi enjoyi thei arti andi toi sharei ini scientifici advancementi andi itsi 

benefits. 

b) Everyonei hasi thei righti toi thei protectioni ofi thei morali andi materiali interesti 

resultingi fori manyi scientific,i literaryi ori artistici productioni ofi whichi hei isi thei 

author.i OK.i Saidin,i (2004:i 17) 

Dalami bunyii pasali diatas,i dapatlahi dilihati bahwai haki ekonomii jugai dijamini 

sebagaii bagiani Haki Asasii Manusiai sebagaimanai haki moral.i Padai Pasali 27i ayati (1)i 

diatas,i haki morali dapati diketahuii darii kalimati bahwai setiapi orangi mempunyaii haki 

kemerdekaani berpartisipasii dalami kehidupani budayai masyarakat,i menikmatii senii ataui 

mengambili bagiani darii kemajuani ilmei pengetahuan,i sedangkani haki ekonomii terlihati darii 

istilahi “menariki manfaatnya”;i sedangkani padai ayati (2)i dapati terlihati dengani jelasi haki 
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morali dani haki ekonomii dengani disebutkani bahwai setiapi orangi mempunyaii haki 

memperolehi perlindungani atasi kepentingan-kepentingani morali (haki moral)i dani materiali 

(haki ekonomi)i yangi merupakani hasili darii ciptaan-ciptaani seorangi penciptai dii bidangi 

ilmui pengetahuan,i sastra,i dani seni. 

b. Haki morali (morali rights) 

merupakani haki penciptai untuki mengklaimi sebagaii penciptai suatui ciptaani dani haki 

penciptai untuki mengajukani keberatani terhadapi setiapi perbuatani yangi bermaksudi 

mengubah,i mengurangii ataui menambahi keasliani ciptaannyai (anyi mutilationi ori 

deformationi ori otheri modificationi ori otheri derogatoryi action)i yangi dapati 

meragukani kehormatani dani reputasii (auther'si honorori reputation)i hak-haki morali 

(morali rights)i yangi diberikani kepadai seorangi penciptai mempunyaii kedudukani 

yangi sejajari dengani hak-haki ekonomii (economici rights)i yangi dimilikii penciptai 

atasi ciptaannya. 

Menuruti desboisi dalami bukunyai Lei Droiti Di Auteuri (1966)i berpendapati bahwai 

sebagaii suatui elektrin,i haki morali seorangi penciptai mengadungi empati makna,i yaitui : 

1) Droiti Depublicationi :i haki untuki melakukani ataui tidaki melakukani pengumumani 

ciptaanya; 

2) Droiti Dei Repentieri :haki untuki melakukani perubahani -i perubahani yangi dianggapi 

perlui atasi ciptaannyai dani haki untuki menariki darii peredarani atasi ciptaani yangi 

telahi diumumkan; 

3) Droiti Aui Respecti :i haki untuki tidaki menyetujuii dilakukannyai perubahan-i 

perubahani atasi ciptaannyai olehi pihaki lain 

4) Droiti Ai Lai Patemite:i haki untuki mencantumkani namai penciptai :i haki untuki tidaki 

menyetujuii perubahani atasi namai penciptai yangi akani dicantumkani :i dani haki 

untuki mengumumkani sebagaii penciptai setiapi waktui yangi diinginkan.i Adii 

Sumartoi Harsono,i (2010:54). 
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Disampingi itui jugai pemegangi haki ciptai tidaki diperbolehkani mengadakani 

perubahani suatui ciptaani kecualii dengani persetujuani penciptai ataui ahlii warisnyai dani 

apabilai penciptai telahi menyerahkani haki ciptanyai kepadai orangi lain,i makai selamai 

penciptanyai masihi hidupi diperlukani persetujuannyai untuki mengadakani perubahan,i tetapii 

apabilai penciptanyai telahi meninggali duniai diperlukani izini darii ahlii warisnya.i Dengani 

demikiani sekalipuni haki morali itui sudahi diserahkani baiki seluruhnyai maupuni sebagiani 

kepadai pihaki lain,i namuni penciptanyai ataui ahlii warisnyai tetapi mempunyaii haki untuki 

menggugati seseorangi yangi tanpai persetujuannya:Walteri Simanjuntak,i (2007:23). 

1) Meniadakani namai penciptai yangi tercantumi dalami ciptaan; 

2) Mencantumkani namai penciptai padai ciptaannya; 

3) Menggantii ataui mengubahi juduli ciptaan;i dan 

4) Mengubahi isii ciptaan. 

Duai haki morali utamai menuruti Indonesia-Australiai Specialisedi Trainingi Projecti 

Phasei IIi merupakan: 

1) Haki untuki memperolehi pengakuan,i yaitu:i haki penciptai untuki memperolehi 

pengakuani publiki sebagaii penciptai suatui karyai gunai mencegahi pihaki laini 

mengklaimi karyai tersebuti sebagaii hasili kerjai mereka,i ataui untuki mencegahi 

pihaki laini memberikani pengakuani pengarangi karyai tersebuti kepadai pihaki laini 

tanpai seizini pencipta; 

2) Haki integritas,i yaitui haki untuki mengajukani keberatani atasi perubahani yangi 

dilakukani terhadapi suatui karyai tanpai sepengetahuani sii Pencipta.i M.i Hutauruk,i 

(2001:i 28). 

Dalami Pasali 24i UUi No.i 19i Tahuni 2002i tentangi Haki Cipta,i mengenaii haki 

morali inii disebutkani bahwa: 

1) Penciptai ataui ahlii warisnyai berhaki menuntuti Pemegangi Haki Ciptai supayai 

namai Penciptai tetapi dicantumkani dalami Ciptaannya. 
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2) Suatui Ciptaani tidaki bolehi diubahi walaupuni Haki Ciptanyai telahi diserahkani 

kepadai pihaki lain,i kecualii dengani persetujuani Penciptai ataui dengani 

persetujuani ahlii warisnyai dalami hali Penciptai telahi meninggali dunia. 

3) Ketentuani sebagaimanai dimaksudi padai ayati (2)i berlakui jugai terhadapi 

perubahani juduli dani anaki juduli Ciptaan,i pencantumani dani perubahani namai 

ataui namai samarai Pencipta. 

4) Penciptai tetapi berhaki mengadakani perubahani padai Ciptaannyai sesuaii dengani 

kepatutani dalami masyarakat. 

Berdasarkani Penjelasani Pasali 24i ayati (2)i UUi No.i 19i Tahuni 2002i tentangi Haki 

Ciptai disebutkani bahwai dengani haki moral,i penciptai darii suatui karyai ciptai memilikii haki 

untuk: 

1) Dicantumkani namai ataui namai samarannyai dii dalami ciptaannyai ataupuni 

salinannyai dalami hubungani dengani penggunaani secarai umum; 

2) Mencegahi bentuk-bentuki distorsi,i mutilasi,i ataui bentuki perubahani lainnyai 

yangi meliputii pemutarbalikan,i pemotongan,i perusakan,i penggantiani yangi 

berhubungani dengani karyai ciptai yangi padai akhirnyai akani merusaki apresiasii 

dani reputasii pencipta.i Selaini itui tidaki satupuni darii hak-haki tersebuti dapati 

dipindahkani selamai penciptanyai masihi hidup,i kecualii atasi wasiati penciptai 

berdasarkani peraturani perundang-undangan. 

Haki morali jugai diaturi dalami konvensii internasionali dii bidangi haki ciptai yaitui 

Berni Convention,i yangi antarai laini menyebutkani bahwai penciptai memilikii haki untuki 

mengklaimi kepemilikani atasi karyanyai dani mengajukani keberatani atasi perubahan,i 

pemotongan,i pengurangan,i ataui modifikasii lain,i sertai aksii pelanggarani laini yangi 

berkaitani dengani karyai tersebut,i dimanai hal-haki tersebuti merugikani kehormatani ataui 

reputasii sii pencipta.i Pasali 6i bisi Berni Conventioni menyebutkan: 
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“Independentlyi ofi thei author’si economici rights,i andi eveni afteri thei transferi ori thei 

saidi rights,i thei authori shalli havei thei righti toi claimi authorshipi ofi thei worki andi toi 

objecti toi anyi distortion,i mutilationi ori otheri modificationi of,i ori otheri derogatoryi 

actioni ini relationi to,i thei saidi work,i wouldi bei prejudiciali toi hisi honouri ori 

reputation”. 

 

Begitui eratnyai hubungani penciptai dani ahlii warisnyai dengani haki moral,i makai haki 

morali tersebuti tidaki dapati dilepaskani ataui melekati padai sii pencipta,i olehi karenai itui haki 

ciptai yangi dimilikii olehi pencipta,i yangi setelahi penciptanyai meninggali dunia,i menjadii 

miliki ahlii warisnyai ataui menjadii miliki penerimai wasiat.i Demikiani pulai menuruti Pasali 4i 

Undang-Undangi No.i 19i Tahuni 2002i tentangi Haki Cipta,i haki ciptai yangi tidaki ataui belumi 

diumumkani yangi setelahi penciptanyai meninggali dunia,i menjadii miliki ahlii warisnyai ataui 

miliki penerimai wasiat,i tidaki dapati disitai kecualii jikai haki itui diperolehi secarai melawani 

hukum.i Hali inii mengingati haki ciptai menunggali dengani dirii penciptai dani bersifati tidaki 

berwujud,i makai padai prinsipnyai itui tidaki dapati disitai darii padanya.i OK.i Saidin,i 

(2004:69). 

Dengani demikiani haki morali penciptai itui merupakani salahi satui pembatasani 

daripadai haki ciptai yangi telahi diserahkani kepadai orangi laini daripadai penciptai itui sendiri.i 

Orangi laini daripadai penciptai itui sendiri,i misalnyai seorangi penerimai haki cipta,i biarpuni 

padanyai telahi diserahkani haki ciptai seluruhnyai atasi suatui ciptaan,i akani tetapii dengani 

adanyai haki morali penciptai itu,i makai jelasi iai terikati padai beberapai ketentuani yangi 

tersimpuli dalami pengertiani haki morali penciptai itu.i J.C.T.i Simomangkir,i (1983:167). 

Terhadapi haki morali ini,i walaupuni haki ciptanyai (haki ekonominya)i telahi 

diserahkani seluruhnyai ataui sebagian,i penciptai tetapi berwenangi menjalankani suatui 

tuntutani hokumi untuki mendapatkani gantii kerugiani terhadapi seseorangi yangi melanggari 

haki morali pencipta.i Hali inii sesuaii dengani ketentuani Pasali 1365i Kitabi Undang-Undangi 
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Hukumi Perdata,i yangi menyatakani bahwai tiapi perbuatani melanggari hokumi yangi 

membawai kerugiani kepadai seseorangi lain,i mewajibkani orangi yangi karenai salahnyai 

menerbitkani kerugiani itu,i menggantii kerugiani tersebut. 

Sesungguhnyai mendaftarkani suatui ciptaani tentui tidaki adai ruginya,i sebaliknyai 

akani membawai keuntungani bagii yangi bersangkutan.i Adapuni segii positifi pendaftarani 

suatui ciptaani itui akani dapati dirasakan,i yaitu: 

a. Baiki penciptai ataui pemegangi haki ciptai akani mendapatkani surati pendaftarani 

ciptaani yangi dapati dipakaii sebagaii buktii permulaani ataui sementara; 

b. Apabilai terjadii sengketai mengenaii haki cipta,i padai umumnyai ciptaani yangi telahi 

didaftarkani mempunyaii kedudukani yangi lebihi kuati daripadai ciptaani yangi 

belumi terdaftar;i minimali pembuktiani lebihi mudah; 

c. Pengalihani haki cipta,i pewarisan,i dani sebagainya,i proseduri tertulisnyai akani 

lebihi mudahi dani lebihi mantapi apabilai telahi terdaftari daripadai yangi belumi 

terdaftar.Imami Buchorii Zainuddin,i i (2004:65) 

 

 

B. Tindaki Pidanai Pelanggarani Haki Ciptai  

1. i Bentuki Pelanggarani Haki Ciptai  

 Pengajuani tuntutani haki ciptai dapati dilakukani secarai pidana.Undang-Undangi haki 

ciptai telahi merumuskani perbuatan-perbuatani yangi dikategorikani sebagaii tindaki pidanai 

haki cipta.Semulai tindaki pidanai haki ciptai inii merupakani deliki aduan,i tetapii kemudiani 

diubahi menjadii deliki biasa.Dengani dijadikani deliki biasa,i penindakani dapati segerai 

dilakukani tanpai perlui menunggui adanyai pengaduani darii pemegangi haki ciptai yangi 

haknyai dilanggar.Sebaliknya,i dengani menjadii deliki aduan,i penindakannyai semata-matai 

didasarkani padai adanyai pengaduani darii penciptai ataui pemegangi haki ciptai yangi merasai 

dirugikan,i sehinggai penegakani hukumnyai menjadii kurangi efektif. Selaini itu,i ancamani 
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pidananyai puni diperberati gunai lebihi melindungii pemegangi haki ciptai dani sekaligusi 

memungkinkani dilakukani penahanani sebagaimanai diaturi dalami KUHAP.Umumnyai 

pelanggarani haki ciptai didorongi untuki mencarii keuntungani finansiali secarai cepati dengani 

mengabaikani kepentingani parai penciptai dani pemegangi izini haki cipta.i Perbuatani parai 

pelakui jelasi melanggari fatsuni hukumi yangi menentukani agari setiapi orangi dapati 

mematuhi,i menghormati,i dani menghargaii hak-haki orangi laini dalami hubungani 

keperdataani termasuki penemuani barui sebagaii ciptaani orangi laini yangi diakuisebagaii haki 

miliki olehi ketentuani hukum.
 

 
Faktor-faktori yangi mempengaruhii wargai masyarakati untuki melanggari HKIi 

menuruti Parlugutani Lubisi antarai lainmerupakan: 

a. Pelanggarani HKIi dilakukani untuki mengambili jalani pintasi gunai mendapatkani 

keuntungani yangi sebesar-besarnyai darii pelanggarani tersebut;i  

b. Parai pelanggari menganggapi bahwai sanksii hukumi yangi dijatuhkani olehi 

pengadilani selamai inii terlalui ringani bahkani tidaki adai tindakani preventifi 

maupuni represifi yangi dilakukani olehi parai penegaki hukum;i  

c. Adai sebagiani wargai masyarakati sebagaii penciptai yangi banggai apabilai hasili 

karyanyai ditirui olehi orangi lain,i namuni hali inii sudahi mulaii hilangi berkati 

adanyai peningkatani kesadarani hukumi terhadapi HKI;i  

d. Dengani melakukani pelanggaran,i pajaki atasi produki hasili pelanggarani tersebuti 

tidaki perlui dibayari kepadai pemerintah;i dani  

e. Masyarakati tidaki memperhatikani apakahi barangi yangi dibelii tersebuti aslii ataui 

palsu,i yangi pentingi bagii merekai harganyai murahi dani tertjangkaui dengani 

kemampuani ekonomi.i Edyi Damian,i (2005:76) 

 

Dampaki darii tindakani tindaki pidanai haki ciptai tersebuti telahi sedemikiani besarnyai 

merugikani terhadapi tatanani kehidupani bangsai dii bidangi ekonomi,i hukumi dani sosiali 
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budaya.i Dii bidangi sosiali budaya,i misalnyai dampaki semakini maraknyai pelanggarani haki 

ciptai akani menimbulkani sikapi dani pandangani bahwai pembajakani sudahi merupakani hali 

yangi biasai dalami kehidupani masyarakati dani tidaki lagii merupakani tindakani melanggari 

undang-undangi (weti delicten).i Pelanggarani haki ciptai selamai inii lebihi banyaki terjadii 

padai Negara-negarai berkembangi (developingi countries)i karenai iai dapati memberikani 

keuntungani ekonomii yangi tidaki kecili artinyai bagii parai pelanggari (pembajak)i dengani 

memanfaatkani kelemahani systemi pengawasani dani pemantauani tindaki pidanai haki 

cipta.Harusi diakui,i upayai pencegahani dani penindakani terhadapi pelanggarani haki ciptai 

selamai inii belumi mampui membuati jerai parai pembajaki untuki tidaki mengulangii 

perbuatannya,i karenai upayai penanggulangannyai tidaki optimal. 

 Bentuk-bentuki pelanggarani haki ciptai antarai laini berupai pengambilan,i pengutipan,i 

perekaman,i pertanyaan,i dani pengumumani sebagiani ataui seluruhi ciptaani orangi laini 

dengani carai apapuni tanpai izini pencipta/pemegangi haki cipta,i bertentangani dengani 

undang-undangi ataui melanggari perjanjian.i Dilarangi undang-undangi artinyai undang-

undangi haki ciptai tidaki memperkenankani perbuatani itui dilakukani olehi orangi yangi tidaki 

berhak,i karenai tigai hali yaknii : 

a. Merugikani pencipta,/pemegangi haki cipta,i misalnyai memfotokopii sebagiani ataui 

seluruhnyai ciptaani orangi laini kemudiani dijualbelikani kepadai masyarakati luasi ;i  

b. Merugikani kepentingani Negara,i misalnyai mengumumkani ciptaani yangi 

bertentangani dengani kebijakani pemerintahi dii bidangi pertahanani dani keamanani 

ataui ;i  

c. Bertentangani dengani ketertibani umumi dani kesusilaan,i misalnyai memperbanyaki 

dani menjuali videoi compacti disci (VCD)i porno.i Setyowati,i K.i (2002:52) 

 

Melanggari perjanjiani artinyai memenuhii kewajibani tidaki sesuaii dengani isii 

kesepakatani yangi telahi disetujuii olehi keduai belahi pihak,i misalnyai dalami perjanjiani 
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penerbitani karyai ciptai disetujuii untuki dicetaki sebanyaki 2000i eksemplar,i tetapii yangi 

dicetak/diedarkani dii pasari merupakani 4000i eksemplar.i Pembayarani royaltyi kepadai 

penciptai didasarkani padai perjanjiani penerbitan,i yaitui 2000i eksemplari bukani 4000i 

eksemplar.i Inii sangati merugikani bagii pencipta.i  

Pelanggarani haki ciptai menuruti ketentuani Ikatani Penerbiti Indonesiai (IKAPI)i padai 

tanggali 15i Februarii 1984i dapati dibedakani duai jenis,i yakni: 

a. Mengutipi sebagiani ciptaani orangi laini dani dimasukkani kei dalami ciptaani sendirii 

seolah-olahi ciptaani sendirii ataui mengakuii ciptaani orangi laini seolah-olahi ciptaani 

sendiri.i Perbuatani inii disebuti palgiati ataui penjiplakani yangi  

b. Dapati terjadii antarai laini padai karyai ciptai berupai buku,i lagu,i dani notasii lagu,i dan;i  

c. Mengambili ciptaani orangi laini untuki diperbanyaki dani diumumkani sebagaimanai 

yangi aslinyai tanpai mengubahi bentuki isi,i pencipta,i dani penerbit/perekam.i 

Perbuatani inii disebuti dengani piracyi (pembajakan)i yangi banyaki dilakukani padai 

ciptaani berupai buku,i rekamani audio/videoi sepertii kaseti lagui dani gambari (VCD),i 

karenai menyangkuti dengani masalahi ai commerciali scale.i Setyowati,i K.i (2002:69) 

 

Pembajakani terhadapi karyai orangi laini sepertii bukui dani rekamani merupakani salahi 

satui bentuki darii tindaki pidanai haki ciptai yangi dilarangi dalami Undang-Undangi Haki 

Cipta.i Pekerjaannyai liar,i tersembunyi,i dani tidaki diketahuii orangi banyaki apalagii olehi 

petugasi penegaki hukumi dani pajak.i Pekerjaani tersembunyii inii dilakukani untuki 

menghindarkani dirii darii penangkapani pihaki kepolisian.i Parai pembajaki tidaki akani 

mungkini menunaikani kewajibani hukumi untuki membayari pajaki kepadai negarai 

sebagaimanai layaknyai wargai negarai yangi baik.i Pembajakani merupakani salahi satui 

dampaki negatifi darii kemajuani ipteki dii bidangi grafikai dani elektronikai yangi dimanfaatkani 

secarai melawani hukumi (ilegal)i olehi merekai yangi ingini mencarii keuntungani dengani jalani 

cepati dani mudah.i  
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Pasali 72i UUi No.19i Tahuni 2002i menentukani pulai bentuki perbuatani pelanggarani 

haki ciptai sebagaii deliki undang-undangi (weti delict)i yangi dibagii tigai kelompok,i yaknii : 

a. Dengani sengajai dani tanpai haki mengumumkan,i memperbanyaki suatui ciptaani ataui 

memberii izini untuki itu.i Termasuki perbuatani pelanggarani inii antarai laini melanggari 

larangani untuki mengumumkan,i memperbanyaki ataui memberii izini untuki itui setiapi 

ciptaani yangi bertentangani dengani kebijaksanaani pemerintahi dii bidangi pertahanani 

dani keamanani negara,i kesusilaan,i dani ketertibani umum;i  

b. Dengani sengajai memamerkan,i mengedarkani ataui menjuali kepadai umumi suatui 

ciptaani ataui barang-barangi hasili pelanggarani haki cipta.i Termasuki perbuatani 

pelanggarani inii antarai laini penjualani bukui dani VCDi bajakan;i  

c. Dengani sengajai dani tanpai haki memperbanyaki penggunaani untuki kepentingani 

komersiali suatui programi komputer.i  

 

Darii ketentuani pasali 72i tersebut,i adai duai golongani pelakui pelanggarani haki ciptai 

yangi dapati diancami dengani sanksii pidana.i Pertama,i pelakui utamai merupakani 

perseorangani maupuni badani hukumi yangi dengani sengajai melanggari haki ciptai ataui 

melanggari larangani undang-undang.i Termasuki pelakui utamai inii dalahi penerbit,i 

pembajak,i penjiplak,i dani pencetak.i Kedua,i pelakui pembantui merupakani pihak-pihaki 

yangi menyiarkan,i memamerkani ataui menjuali kepadai umumi setiapi ciptaani yangi 

diketahuinyai melanggari haki ciptai ataui melanggari larangani Undang-Undangi Haki Cipta.i 

Termasuki pelakui pembantui inii merupakani penyiar,i penyelenggarai pameran,i penjual,i dani 

pengedari yangi menyewakani setiapi ciptaani hasili kejahatan/pelanggarani haki ciptai ataui 

larangani yangi diaturi olehi undang-undang.i  

Keduai golongani pelakui pelanggarani haki ciptai diatasi dapati diancami dengani sanksii 

pidanai olehi ketentuani UUi No.19i Tahuni 2002.i Pelanggarani dilakukani dengani sengajai 
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untuki niati meraihi keuntungani sebesar-besarnya,i baiki secarai pribadi,i kelompoki maupuni 

badani usahai yangi sangati merugikani bagii kepentingani parai pencipta. 

2. Unsur-Unsuri Pelanggarani Haki Ciptai  

 

Pasali 72i UUi No.19i Tahuni 2002i menentukani pulai bentuki perbuatani pelanggarani 

haki ciptai sebagaii deliki undang-undangi (weti delict)i yangi dibagii tigai kelompok,i yaknii :i  

a. Dengani sengajai dani tanpai haki mengumumkan,i memperbanyaki suatui ciptaani 

ataui memberii izini untuki itu.i Termasuki perbuatani pelanggarani inii antarai laini 

melanggari larangani untuki mengumumkan,i memperbanyaki ataui memberii izini 

untuki itui setiapi ciptaani yangi bertentangani dengani kebijaksanaani pemerintahi 

dii bidangi pertahanani dani keamanani negara,i kesusilaan,i dani ketertibani umum;i  

b. Dengani sengajai memamerkan,i mengedarkani ataui menjuali kepadai umumi suatui 

ciptaani ataui barang-barangi hasili pelanggarani haki cipta.i Termasuki perbuatani 

pelanggarani inii antarai laini penjualani bukui dani VCDi bajakan;i  

c. Dengani sengajai dani tanpai haki memperbanyaki penggunaani untuki kepentingani 

komersiali suatui programi komputer.i  

Berdasarkani rumusani pasali 72i ayati (1),i (2),i (3)i Undang-Undangi Haki Ciptai Nomori 

19i Tahuni 2002,i makai unsur-unsuri pelanggarani merupakani sebagaii berikuti :i  

a. Barangi siapa;i  

b. Dengani sengaja;i  

c. Tanpai hak;i  

d. Mengumumkan,i memperbanyak,i menyiarkan,i memamerkan,i mengedarkani ataui 

menjual;i  

e. Haki ciptai dani haki terkait.i  

Pertama,i unsuri barangi siapa.i Inii menandakani yangi menjadii subjeki deliki 

merupakani siapapun.i Kalaui menuruti KUHi Pidanai yangi berlakui sekarang,i hanyai manusiai 

yangi menjadii subyeki delik,i sedangkani badani hukumi tidaki menjadii subyeki delik.i Tetapii 
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dalami undang-undangi khususi sepertii Undang-Undangi Tindaki Pidanai Ekonomi,i badani 

hukumi ataui korporasii termasuki jugai menjadii subyeki delik.i Dalami hali ini,i barangi siapai 

termasuki pulai badani hukumi ataui korporasi.Dalami Undang-Undangi Haki Ciptai Nomori 19i 

Tahuni 2002,i barangi siapai bisai ditujukan,i antarai laini kepadai pelakui dani produseri 

rekamani suara.i Pelakui merupakani aktor,i pemusik,i penari,i ataui merekai yangi 

menampilkan,i memperagakan,i mempertunjukkan,i menyanyikan,i menyampaikan,i 

mendeklamasikan,i ataui memainkani karyai musik,i drama,i tari,i sastra,i folklor,i ataui karyai 

senii lainnya.i Produseri rekamani suarai merupakani orangi ataui badani hukumi yangi pertamai 

kalii merekami dani memilikii tanggungi jawabi untuki melaksanakani perekamani suarai ataui 

bunyi,i baiki perekamani darii suatui pertunjukkani maupuni perekamani suarai ataui perekamani 

bunyii lainnya.i Andii Hamzah,i (1994:92).i i  

Kedua,unsuri dengani sengaja.i Kebanyakani tindaki pidanai mempunyaii dasari 

kesengajaani ataui opzeti bukani unsuri culpai (kelalaian).i Inii merupakani layak,i olehi karenai 

biasanyai yangi pantasi mendapati hukumani pidanai itui ialahi orangi yangi melakukani sesuatui 

dengani sengaja:i Andii Hamzah,i (124).i i  

a. Kesengajaani yangi bersifati tujuani (oogmerk)i  

Bahwai dengani kesengajaani yangi bersifati tujuani (oogmerk),i pelakui dapati 

dipertanggungjawabkan,i mudahi dimengertii olehi khalayaki ramai.i Makai apabilai 

kesengajaani semacami inii adai padai suatui tindaki pidana,i tidaki adai yangi 

menyangkal,i bahwai dengani adanyai kesengajaani yangi bersifati tujuani ini,i dapati 

dikatakani pelakui benar-benari menghendakii mencapaii akibati yangi menjadii 

pokoki alasani diadakannyai ancamani hukumani pidanai (constitutiefi gevlog).i 

Wirjonoi Prodjodikoro,i (1969:i 62)
 

b. Kesengajaani secarai keinsafani kepastiani (opzeti biji zekerheidsbewustzijn)i 

Kesengajaani sepertii inii adai apabilai pelaku,i dengani perbuatannya,i tidaki 

bertujuani untuki mencapaii akibati yangi menjadii dasari darii delik,i tetapii iai tahui 
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benar,i bahwai sebagaii konsekuensinyai pastii akani mengikutii perbuatani itu.i 

Kalaui inii terjadi,i makai teorii kehendaki (wilstheorie),i menganggapi akibati 

tersebuti sebagaii yangi dikehendakii olehi pelaku,i berartii jugai adai kesamaan.i 

Menuruti teorii bayangani (voorstelling-theorie),i keadaani inii samai dengani 

kesengajaani berupai tujuani (oogmerk)i olehi karena,i keduanyai merupakani 

mengenaii akibati yangi tidaki dapati dikatakani adai kehendaki pelaku,i melainkani 

hanyai bayangani ataui gambarani dalami gagasani pelaku,i bahwai akibati itui pastii 

akani terjadi,i itui berartii adai kesengajaan.i Wirjonoi Prodjodikoro,i (1969:i 63) 

c. Kesengajaani secarai keinsafani kemungkinani (opzeti biji 

mogelijkheidsbewustzjin)i  

Laini halnyai dengani kesengajaani yangi terang-terangani tidaki disertaii bayangani 

mengenaii suatui kepastiani akani terjadii akibat,i melainkani hanyai dibayangkani 

kemungkinani akani adanyai akibati itu.i Wirjonoi Prodjodikoro,i (1969:i 64) 

Ketiga,i unsuri tanpai hak.i Mengenaii artii tanpai haki darii sifati melanggari hukum,i 

dapati dikatakan,i bahwai mungkini seseorang,i tidaki mempunyaii haki untuki melakukani 

suatui perbuatan,i yangi samai sekalii tidaki dilarangi olehi suatui peraturani hukum.Wirjonoi 

Prodjodikoro,i (1980:i 2).i i  

Menuruti Pasali 1i ayati (4)i Undang-Undangi Haki Ciptai Nomori 19i Tahuni 2002,i 

pemegangi haki ciptai merupakani penciptai sebagaii pemiliki haki ciptai ataui pihaki yangi 

menerimai haki tersebuti darii pencipta.i Pemiliki haki ciptai dapati mengalihkani ataui 

menguasakani sebagiani ataui seluruhi haknyai kepadai orang/badani hukumi baiki melaluii 

perjanjian,i surati kuasai maupuni dihibahkani ataui diwariskan.i Tanpai pengalihani tersebut,i 

makai tindakani itui merupakani merupakani tanpai hak.i Keempat,i unsuri perbuatani dapati 

diklasifikasikani dalami bentuki mengumumkan,i menuruti pasali 1i ayati (5)i Undang-Undangi 

Haki Ciptai Nomori 19i Tahuni 2002,i pengumumani merupakani pembacaan,i penyiaran,i 

pameran,i penjualan,i pengedaran,i ataui penyebarani suatui ciptaani dengani menggunakani 
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alati apapun,i termasuki mediai internet,i ataui melakukani dengani carai apapun,i sehinggai 

suatui ciptaani dapati dibaca,i didengar,i ataui dilihati orangi lain;i dani unsuri memperbanyaki 

(perbanyakan),i menuruti pasali 1i ayati (6)i Undang-Undangi Haki Ciptai Nomori 19i Tahuni 

2002,i merupakani penambahani jumlahi suatui ciptaan,i baiki secarai keseluruhani maupuni 

sebagiani yangi sangati substantiali dengani menggunakani bahan-bahani yangi samai ataupuni 

tidaki sama,i termasuki mengalihwujudkani secarai permaneni ataui temporer.i  

Pengertiani perbanyakani dirumuskani dalami definisii Ketentuani Umumi pasali 1i ayati 

(6)i Undang-Undangi Haki Ciptai Nomori 19i Tahuni 2002i sebagaii berikuti :i “Perbanyakani 

merupakani penambahani jumlahi sesuatui ciptaan,i baiki secarai keseluruhani maupuni bagiani 

yangi sangati substantiali dengani menggunakani bahan-bahani yangi samai ataupuni tidaki 

sama,i termasuki mengalihwujudkani secarai permaneni ataui temporer.”i i Kelima,i haki cipta,i 

menuruti pasali 1i ayati (1)i Undang-Undangi Haki Ciptai Nomori 19i Tahuni 2002,i merupakani 

haki eksklusifi bagii penciptai ataui penerimai haki untuki mengumumkani ataui memperbanyaki 

ciptaannyai ataui memberii izini untuki itu,i dengani tidaki mengurangii pembatasan-

pembatasani menuruti peraturani perundang-undangani yangi berlaku.i Haki terkaiti menuruti 

pasali 1i ayati (9)i Undang-Undangi Haki Ciptai Nomori 19i Tahuni 2002,i merupakani haki yangi 

berkaitani dengani haki cipta,i yaitui haki eksklusifi bagii pelakui untuki memperbanyaki ataui 

menyiarkani pertunjukannya;i bagii produseri rekamani suarai untuki memperbanyaki ataui 

menyewakani karyai rekamani suarai ataui rekamani bunyinya;i dani bagii lembagai penyiarani 

untuki membuat,i memperbanyak,i ataui menyiarkani karyai siarannyai Tindakani pidanai inii 

jugai digolongkani dalami tindaki pidanai pelanggarani dani merupakani deliki biasa.i Hali inii 

berarti,i bahwai tindakani negarai terhadapi parai pelanggari haki ciptai tidaki lagii semata-matai 

didasarkani padai pengaduani darii pemegangi haki cipta.i Keduai ayati padai pasali 1i diatasi 

merupakani rumusani umumi tentangi apai yangi dimaksudi dengani tindaki pidanai 

pelanggarani haki cipta.i Dengani demikian,i yangi melakukani pelanggarani dengani sengajai 

(opzet)i berartii dei bewustei richtingi vani deni wili opi eeni bepaaldi misdiffi (kehendaki yangi 
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disadarii yangi ditujukani untuki melakukani kejahatani tertentu).i Menuruti penjelasani 

tersebut,i sengajai (opzet)i samai dengani willensi eni wetensi (dikehendakii dani diketahui).i 

Andii Hamzah,i (2002:106).i i  

3. Ketentuani Sanksii Pidananyai  

Peraturan-peraturani hukumi pidanai umumi dii Indonesiai terwujudi dalami Kitabi 

Undang-Undangi Hukumi Pidanai (KUHP),i sedangkani peraturan-peraturani hukumi pidanai 

khususi sepertii Undang-Undangi Haki Ciptai mengaturi secarai khususi dani tersendirii tentangi 

delik-deliki tertentui lebihi mendalami daripadai pengaturani dalami KUHPi yangi bersifati 

umum.i Ketentuani pidanai dalami Undang-Undangi Haki Ciptai harusi dianggapi lexi specialis,i 

karenai secarai khususi mengaturi haki ciptai (lexi specialisi derogati lexi generalis).i Namuni 

demikian,i kecenderungannyai ialahi hanyai memfokuskani perhatiani terhadapi Undang-

Undangi Haki Cipta,i tanpai menyentuhi substansii ketentuani pidanai dalami KUHi Pidana.i Hali 

inii dapati dimengerti,i dengani membacai dani membandingkani sanksii pidanai yangi diancami 

oleh,i baiki KUHi Pidanai maupuni Undang-Undangi Haki Cipta.i Dalami Undang-Undangi 

Haki Cipta,i sekalipuni diancamkani secarai alternatif,i jumlahi pidanai dendanyai jauhi lebihi 

tinggii dibandingkani dengani dendai yangi diancamkani dalami KUHi Pidana.i  

Berdasarkani Pasali 56i Undang-Undangi Haki Ciptai Nomori 19i Tahuni 2002,i bahwai 

haki untuki mengajukani gugatani gantii rugii sebagaimanai diaturi dalami pasali 66i ayati (1)i 

Undang-Undangi Haki Ciptai Nomori 19i Tahuni 2002,i tidaki mengurangii haki negarai untuki 

melakukani tuntutani pidanai padai setiapi pelanggarani haki cipta.Negarai berkewajibani 

mengusuti setiapi pelanggarani haki ciptai yangi terjadi.i Hali inii didasarkani padai kerugiani 

yangi ditimbulkani olehi tindakani pelanggarani haki cipta,i yangi tidaki sajai dideritai olehi 

pemiliki ataui pemegangi haki ciptai dani haki terkait,i tetapii jugai olehi negara,i karenai 

kurangnyai pendapatani negarai yangi seharusnyai bisai didapati darii pemegangi haki ciptai ataui 

haki terkait.i Selaini itui negarai harusi melindungii kepentingani pemiliki hak,i agari haknyai 

jangani sampaii dilanggari olehi pihak-pihaki yangi tidaki bertanggungi jawab. 
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Perlindungani melaluii ketentuan-ketentuani pidana,i sepertii yangi diaturi dalami pasali 

382i bisi KUHi Pidanai yangi lazimi dikenali sebagaii persaingani curangi (oneerlijkei 

concurrentie).i Persaingani curangi merupakani perbuatani untuki menyesatkani khalayaki 

umumi ataui seseorangi tertentui dengani maksudi untuki mendapatkan,i melangsungkan,i ataui 

memperluasi debiti perdagangani ataui perusahaani kepunyaani sendirii ataui orangi lain. 

Dengani Undang-Undangi Haki Ciptai Nomori 19i Tahuni 2002,i pengaturani mengenaii 

ketentuani pidanai telahi berubahi secarai mendasar.i Padai Undang-Undangi Haki Ciptai 

sebelumnyai tidaki adai ketentuani yangi mengaturi tentangi hukumani penjarai minimum.i Jikai 

terdakwai dinyatakani terbuktii bersalahi olehi pengadilan,i makai terdakwai dapati dipidanai 

penjarai palingi singkati satui bulani ataui dendai palingi sedikiti Rp.i 1.000.000,-i (satui jutai 

rupiah).i Disampingi itu,i jugai terdapati kenaikani dendai yangi sangati tinggii darii Rp.i 

100.000.000,-i menjadii Rp.i 5.000.000.000,-.i Kenaikani hukumani dendai yangi sangati besari 

itui dimaksudkani agari adai efeki jerai bagii merekai yangi melakukani pelanggaran,i karenai 

dendai Rp.i 100.000.000,-i dianggapi masihi ringani olehi parai pelanggar,i karenai keuntungani 

(profiti gain)i yangi diperolehi jauhi lebihi besari dibandingkani dendai yangi dijatuhkan.i  

Bentuki pelanggarani haki ciptai yangi pertamai merupakani dengani sengajai dani tanpai 

haki mengumumkan,i memperbanyaki suatui ciptaani ataui memberii izini untuki itu.i Termasuki 

perbuatani pelanggarani inii antarai laini melanggari larangani untuki mengumumkan,i 

memperbanyaki ataui memberii izini untuki itui setiapi ciptaani yangi bertentangani dengani 

kebijaksanaani pemerintahi dii bidangi pertahanani dani keamanani negara,i kesusilaan,i dani 

ketertibani umum.i Pelanggarani haki ciptai inii melanggari pasali 72i ayati (1).i  

Pasali 72i ayati (1)i menyebutkan,i bahwai bagii yangi tanpai haki mengumumkani ataui 

memperbanyaki suatui ciptaani sebagaimanai dimaksudi dalami pasali 2i ayati (1)i ataui pasali 49i 

ayati (1)i dani ayati (2),i dipidanai dengani pidanai penjarai palingi singkati ataui pidanai 

minimumi 1i (satu)i bulani dan/ataui dendai palingi sedikiti Rp.i 1.000.000,-i (satui jutai rupiah)i 
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ataui pidanai penjarai palingi lamai 7i (tujuh)i tahuni ataui dendai palingi banyaki Rp.i 

5.000.000.000,-i (limai milyari rupiah).i  

Bentuki pelanggarani haki ciptai yangi keduai merupakani dengani sengajai 

memamerkan,i mengedarkani ataui menjuali kepadai umumi suatui ciptaani ataui barang-barangi 

hasili pelanggarani haki cipta.i Termasuki perbuatani pelanggarani inii antarai laini penjualani 

bukui dani VCDi bajakan.i Pelanggarani haki ciptai inii melanggari pasali 72i ayati (2).i  

Pasali 72i ayati (2),i kemudiani menyatakan,i bahwai bagii yangi sengajai menyiarkan,i 

memamerkan,i mengedarkan,i ataui menjuali kepadai umumi suatui ciptaani ataui barangi hasili 

pelanggarani haki ciptai ataui haki terkaiti sebagaimanai dimaksudi padai ayati (1)i dipidanai 

dengani pidanai penjarai palingi lamai 5i (lima)i tahuni dan/ataui dendai palingi banyaki Rp.i 

500.000.000,-i (limai ratusi jutai rupiah).i  

Bentuki pelanggarani haki ciptai yangi ketigai merupakani dengani sengajai dani tanpai 

haki memperbanyaki penggunaani untuki kepentingani komersiali suatui programi komputer.i 

Pelanggarani haki ciptai inii melanggari pasali 73i ayati (1).i  

Selanjutnyai pasali 72i ayati (3),i menyebutkan,i bahwai bagii yangi tanpai haki 

memperbanyaki penggunaani untuki kepentingani komersiali suatui programi komputeri 

dipidanai dengani pidanai penjarai palingi lamai 5i (lima)i tahuni dan/ataui dendai palingi banyaki 

Rp.i 500.000.000,-i (limai ratusi jutai rupiah).i  
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BABi III 

HASILi PENELITIANi DANi PEMBAHASAN 

 

A. Prosesi Penegakani Hukumi Terhadapi Undangi Undangi No.i 19i Tahuni 2002i 

Tentangi Haki Ciptai olehi Kepolisiani Resorti Kotai Pekanbarui Terhadapi 

Pelanggarani Haki Ciptai Olehi Pengusahai Persewaani VCD,i DVDi Bajakani Dii 

Kotai Pekanbarui Dalami Perkarai Nomori 188/Pid.Sus/2014/PT.PBR 

 

 

Dalami rangkai penegakani hukumi terhadapi Undang-Undangi No.i 19i Tahuni 2002i 

Tentangi Haki Ciptai olehi Kepolisiani Resorti Kotai Pekanbarui Terhadapi Pelanggarani Haki 

Ciptai pelanggarani Haki Ciptai dii dalami penelitiani ini,i makai perlui dibahasi mengenaii 

fenomena-fenomenai pelanggarani Haki Ciptai VCDi dani DVDi yangi terjadii padai saati ini.i 

Pembajakani kekayaani intelektuali dii bidangi haki ciptai sangati memprihatinkan,i terutamai 

pembajakani atasi karyai ciptai dii bidangi musiki dani perfilman. 

Pembajakani atasi karyai ciptai musiki inii dilakukani lewati berbagaii media.Baiki itui 

berupai kaseti CD,i VCD,i DVD,i MP3i dani lain-lain.Dibidangi filmi wujudi pelanggarannyai 

merupakani pembajakani filmi nasional,i filmi internasional/filmi barati kei dalami kaseti videoi 

yangi umumnyai kaseti videoi tersebuti beredari lebihi dahului sebelumi filmnyai diputari 

diputari dibioskop-bioskopi maupuni yangi telahi beredari dii bioskop-bioskop.Khususnyai 

mengenaii pembajakani filmi VCDi dani DVDi darii tahuni kei tahuni makini maraki 

saja.Munculnyai pembajakani yangi terjadii dii Kotai Pekanbaru,i tidaki lepasi darii kondisii 
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sosiali ekonomii yangi adai dimasyarakati kita,i dimanai selepasi adanyai krisisi ekonomii dani 

sosiali masyarakati kitai menjadii kiani merosoti dani tidaki teratur.i  

Kondisii inilahi yangi menjadii landasani kuati darii parai pembajaki untuki membuati 

produk-produki bajakani yangi diminatii dani dibutuhkani olehi masyarakati dengani hargai 

yangi murah.Disampingi itui berkembangnyai pembajakani inii tidaki lepasi darii peran 

masyarakati itui sendiri,i dimanai masyarakati sebagaii konsumeni tidaki hanyai merasai 

tidakbersalahi dengani membelii produki hasili bajakan,i tetapii seringkalii merasai diuntungkani 

dengansangati murahnyai hargai kaset,i VCD,i dani DVDi hasili bajakan.i  

Menuruti Sekjeni Asirevi,i maraknyai kaseti VCDi dani DVDi bajakani yangi teijadii dii 

Kotai Pekanbaru,i mengakibatkani kerugiani bagii Negara.Pemilihani pembeliani kaseti inii 

didasarkani padai kelebihani yangi dimilikii olehi produki yangi bempai kaset.i Alasani yangi 

dikemukakani olehi konsumeni mengenaii pembeliani kaseti adai beberapai macam,i 

diantaranyai karenai kepraktisan,i harganyai murah,i awet,i mudahi dii dapat,i mudahi 

digunakani dani dapati digunakani dimanai sajai dibandingkani bilai membelii produki industrii 

rekamani yangi lain.i Padai saati inii masyarakati begitui mudahnyai mendapatkani VCDi dani 

DVDi bajakan,i sepertii contohi padai saati inii sedangi maraki filmi Transformer,i Thei 

Avengers,i Batman,i Thei Amazingi Spiderman,i masyarakati bisai menikmatii filmi tersebuti 

sebelumi itui diputari dii bioskop-bioskopi maupuni yangi telahi diputari dibioskop.“i (Hasili 

wawancarai penulisi dengani Bapaki Wihadii Wiyanto,i Selakui Kepalai Perwakilani ASIREVIi 

Indonesia,i padai tanggali 21i Novemberi 2016i dii Kotai Pekanbaru). 

Penjuali kaseti VCDi dani DVDi bajakani itui telahi menjualnyai kepadai masyarakati 

dengani hargai Rpi 10.000i peri kasetnya.Masyarakati dengani mudahi mendapatkani kaseti 

tersebuti dani masyarakati bisai menikmatii kaseti tersebuti sebelumi filmi tersebuti diputari dii 

bioskop,i maupuni setelahi diputar.Hali inii mengakibatkani banyaknyai gedung-gedungi 

bioskopi yangi sepii dani banyaki yangi gulungi tikar.Dalami hali inii masyarakati tidaki perlui 
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nontoni filmi dii bioskop,i masyarakati hanyai membelii VCDi dani DVDi bajakani dengani 

hargai yangi sangati murah.i  

Berdasarakani hasili wawancarai penulisi dengani Kanitreskrimi Polrestai Pekanbarui 

tentangi apakahi pihalmyai pemahi menerimai laporani tentangi maraknyai tindakani 

pembajakani terhadapi VCDi dani DVDi dii Kotai Pekanbaru,i darii hasili wawancarai tersebuti 

diperolehi keterangani bahwai setiapi tindakani yangi termasuki kedalami unsurei pidanai dani 

merugikani orangi laini ataupuni Negara,i akani kamii tindaki tegas,i berkenaani dengani laporani 

adanyai tindaki pidanai terhadapi pembajakani VCDi dani DVDi bajakani sejauhi inii pihaki 

kamii terusi memberantasi setiapi peredarani VCDi dani DVDi bajakani yangi telahi merugikani 

Negarai ratusani jutai tersebut.i (Hasili wawancarai penulisi dengani Bapaki Kompoli Bimo,i 

Selakui Kasati Reskrimi Polrestai Pekanbaru,i padai tanggali 24i Novemberi 2016i dii Kotai 

Pekanbaru). 

Tindaki pidanai haki ciptai padai dasarnyai bukanlahi permasalahani yangi barui dalami 

bidangi hukumi pidanai karenai masalahi inii telahi diaturi sejaki 30i tahuni silami yaitui sejaki 

dikeluarkannyai Undang-Undangi No.i 6i Tahuni 1982,i namuni demikiani keberadaani 

Undang-Undangi tersebuti seakan-akani tidaki mampui menjawabi tindaki pidanai haki ciptai 

ini.i Pembajakani VCDi dani DVDi bajakani darii tahuni ketahuni semakini maraki 

terjadi.Kenyataani inii semakini memprihatinkan,i sebabi tindakani pembajakani tersebuti jelas-

jelasi merupakani pelanggarani terhadapi haki ciptai yangi merupakani haki ekslusifi penciptai 

ataui penerimai hak.Konsekuensinyai setiapi penggandaani haruslahi seizini pemegangi haki 

cipta.Haki ciptai itui sendirii merupakani bagiani darii Haki Kekayaani Intelektuali (HAKI). 

Hukumi yangi mengaturi haki ciptai biasanyai hanyai mencakupi ciptaani yangi berupai 

perwujudani suatui gagasani tertentui dani tidaki mencakupi gagasani umum,i konsep,i fakta,i 

gaya,i ataui tekniki yangi mungkini terwujudi ataui terwakilii dii dalami ciptaani tersebut.i Adai 

duai subyeki haki cipta,i yaitu: 
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a. Pemiliki haki ciptai (pencipta),i merupakani seorangi ataui beberapai orangi secarai 

bersama-samai yangi atasi inspirasinyai melahirkani suatui ciptaani berdasarkani 

kemampuani pikiran,i imajinasi,i kecekatan,i keterampilan,i ataui keahliani yangi 

dituangkani dalami bentuki yangi khasi dani bersifati pribadi. 

b. Pemegangi haki cipta,i yaitu: 

1) Pemiliki haki ciptai (pencipta) 

2) Pihaki yangi menerimai haki ciptai darii pencipta 

3) Pihaki laini yangi menerimai lebihi lanjuti haki ciptai darii pihaki yangi menerimai 

haki ciptai tersebut 

4) Badani hukum 

5) Negara,i atasi karyai peninggalani prasejarah,i sejarah,i bendai budayai nasionali 

lainnya,i foklor,i hasili kebudayaani yangi menjadii miliki bersama,i dani ciptaani 

yangi tidaki diketahuii penciptanyai dani ciptaani itui belumi diterbitkan.i Timi 

Lindseyi dani Eddyi Damian,i (2003:i 39) 

 

Dalami Pasali 12i UUHC,i haki ciptai yangi mendapatkani perlindungani dalami sistemi 

hukumi nasionali merupakani sinematografi.i Sinematografii merupakani bagiani darii tatai carai 

pembuatani film.i Perlindungani dalami sinematografii dani filmi jugai melingkupii duai macami 

aspeki yaitui haki ekonomii dani jugai haki moral.i Bayui Tapai Brata.V.,(2007:4) 

Haki untuki mengumumkani dalami UUHCi dijabarkani sebagaii haki untuki 

membacakan,i memamerkan,i menyiarkan,i mengedari dani menyebarluaskani suatui ciptaani 

dengani menggunakani alati apapuni sehinggai suatui ciptaani dapati dibaca,i didengar,i ataui 

dapati dilihati olehi orangi lain.Henryi Selistiobudi,i (2004:i 5) 

Haki ciptai merupakani kekayaani personali makai haki ciptai dapati disamakani dengani 

bentuki kekayaani yangi lain,i yaknii dapati dialihkan.i Secarai khususi pengaturani mengenaii 

pengalihani haki dani hukumi haki ciptai diaturi dalami Pasali 3i ayati (1)i UUHC,i bahwai haki 
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ciptai dianggapi sebagaii bendai bergeraki makai haki ciptanyai dapati dipindahi tangankan,i dii 

lisensikan,i dialihkan,i dijual-belikani olehi pemiliki atasi pemegangi haknya.Sujudi Margono,i i 

(2003:15). 

Berdasarkani hasili wawancarai penulisi dengani Kanitreskrimi Polrestai Pekanbarui 

tentangi siapakahi pihak-pihaki yangi melaporkani terhadapi kerugiani atasi pembajakani VCDi 

dani DVDi bajakani tersebut,i darii hasili wawancarai tersebuti diperolehi keterangani bahwai 

pihaknyai menerimai informasii darii masyarakati setempati yangi priharini terhadapi 

pembajakani VCDi dani DVDi bajakani yangi semakini harii semakini meningkati tajami 

disampingi itui jugai pihaknyai akani menindaki setiapi pelanggarani terhadapi pembajakani 

VCDi dani DVDi baiki itui diterimai laporani maupuni tidaki adai laporan.“(i Hasili wawancarai 

penulisi dengani Bapaki Kompoli Bimo,i Selakui Kasati Reskrimi Polrestai Pekanbaru,i padai 

tanggali 24i Novemberi 2016i dii Kotai Pekanbaru) 

Tindaki pidanai haki ciptai merupakani deliki biasa,i artinyai penegaki hukumi dalami 

hali inii pihaki Kepolisiani dapati melakukani tindakani hukumi terhadapi pelanggari haki ciptai 

tanpai perlui adanyai pengaduani darii pihaki lain.i Bagii merekai yangi terbuktii menjuali ataui 

mengedarkani produki bajakani dapati dikenakani dendai minimali Rp.i 500i jutai rupiahi dani 

pidanai penjarai palingi lamai 5i (lima)i Tahun.i Apabilai kitai mengamatii perkembangani 

pembajakani padai saati inii hali inii terjadii karenai penegakani hukumi yangi dilakukani olehi 

aparati penegaki hukumi dalami hali inii pihaki kepolisiani tidaklahi dijalankani dengani 

setengahi hatii sehinggai tidaki adai satui kasusi pembajakan-pembajakani VCDi /i DVDi yangi 

dapati dipakaii sebagaii yurisprudensi.i Hali inii terlihati dii kotai Pekanbarui yangi manai dii 

daerahi Kecamatani Kotai banyaki tempat-tempati penjualani VCDi dani DVDi bajakani baiki 

yangi adai dii kakii limai maupuni yangi menggunakani Toko.i  

Berdasarkani wawancarai penulisi dengani Kanitreskn'mi Polrestai Pekanbarui tentangi 

mengapai perbuatani pembajakani VCDi dani DVDi akhir-akhiri inii mengalamii peningkatan,i 

darii hasili wawancarai tersebuti diperolehi keterangani bahwai adanyai kemajuani teknologii 
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yangi semakini meningkati sehinggai mempermudahi jalani untuki melakukani penggandaani 

terhadapi VCDi dani DVDi bajakan,i disampingi itui jugai dayai belii masyarakati yangi gemari 

akani membelibarangi murah,i namuni tidaki melihati kualitasnya.i (Hasili wawancarai penulisi 

dengani Bapaki Kompoli Bimo,i Selakui Kasati Reskrimi Polrestai Pekanbaru,i padai tanggali 24i 

Novemberi 2016i dii Kotai Pekanbaru.) 

Beliaui jugai menambahkani bahwai adanyai pihak-pihaki yangi terkaiti dalami 

pembajakani tersebuti dani yangi terutamai merupakani pedagangi yangi menjuali VCDi dani 

DVDi bajakan,i dani oknumi yangi tidaki bertanggungi jawab.i Seandainyai sajai masyarakati 

mengertii dani menghargaii hasili ciptaani seseorangi kemungkinani besari penyebarani VCDi 

dani DVDi bajakani akani menuruni setiapi tahunnya.i (Hasili wawancarai penulisi dengani 

Bapaki Kompoli Bimo,i Selakui Kasati Reskrimi Polrestai Pekanbaru,i padai tanggali 24i 

Novemberi 2016i dii Kotai Pekanbaru) 

Menuruti hemati penulisi parai aparati penegaki hukumi jarangi sekalii melakukani 

operasii VCDi dani DVDi bajakan.i Berdasarkani pantauani penulisi bahwai parai aparati 

penegaki hukumi dii kotai Pekanbarui kurangi tegasi menanganii masalahi pembajakani VCDi 

dani DVDi dii Kotai Pekanbaru.i Selamai inii tidaki adai komitmeni dani keseriusani darii semuai 

pihaki dani jugai ketegasani darii penegaki hukumi dalami menegakkani (Undang-Undangi Haki 

Cipta,i makai pelanggarani Haki Ciptai dalami bentuki kaseti VCDi dani DVDi akani semakini 

maraki dani terbuka.i Hali inii disebabkani kemampuani untuki memberantasi prakteki 

pembajakani hukum,i melainkani jugai tergantungi padai penegakani hukumnya.i Namuni pihaki 

kepolisiani membantahi bahwai pihaknyai terusi berupayai akani menindaki dani menangkapi 

setiapi pelakui pembajakani haki ciptai khususnyai padai VCDi dani DVDi bajakan,i hali tersebuti 

diberitahukani dalami wawancarai penulisi tentangi tindakani darii pihaki Kepolisiani setelahi 

mendapati pengaduani darii masyarkat.(Hasili wawancarai penulisi dengani Bapaki Kompoli 

Bimo,i Selakui Kasati Reskrimi Polrestai Pekanbaru,i padai tanggali 24i Novemberi 2016i dii 

Kotai Pekanbaru.) 
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Berdasarkani hasili pengamatani dii lapangani diperolehi datai bahwai VCDi dani DVDi 

bajakani banyaki diperjuali belikani dikalangani Pedagangi Kakii Limai (pedagangi kaseti tidaki 

resmi).Berdasarkani hasili kuesioneri yangi penulisi edarkani kepadai respondeni tentangi sudahi 

berapai lamai menyewai VCDi dani DVDi bajakan.untuki itui jawaban respondeni dapati dilihati 

padai tabeli dibawahi inii : 

 

Tabeli III.1 

Jawabani Respondeni Tentangi Sudahi Berapai Lamai  

Menyewai DVDi dani VCDi Bajakan 

 

No. Jawabani Responden Jumlah Persentasei (%) 

1. 

2. 

1i s/di 2i Tahun 

3i s/di 5Tahun 

 

15 

5 

 

75% 

25i % 

 
Jumlah 16 100i % 

Sumberi :i Datai olahani Penelitiani dii Lapangani Tahuni 2016 

Darii tabeli dii atasi dapati dilihati bahwai sebanyaki 15i (limai belas)i orangi respondeni 

(75%)i mengatakani bahwai telahi menyewai VCDi dani DVDi bajakani selamai 1i sampaii 

dengani 2i tahun.i Sedangkani sebanyaki 5i (lima)i orangi respondeni ataui (25%)i mengatakani 

bahwai telahi menyewai VCDi dani DVDi bajakani selamai 3i sampaii dengani 5i tahun.i  

Menuruti hemati penulisi bahwai maraknyai penjualani VCDi dani DVDi bajakani 

dikarenakani harganyai yangi sangati murah,i sementarai parai pedagangi kaseti resmi,i tidaki 

menjuali produki kaseti bajakan.i Informasii yangi diperolehi darii pedagangi kakii limai yangi 

menjuali VCDi dani DVDi bajakan,i menyatakani merekai menjualnyai disebabkani karenai 

berbagaii faktor,i diantaranyai merupakan: 

1.i Faktori Ekonomii  

Faktori ekonomii inii menjadii faktori pendorongi utamai merekai menjuali VCDi dani 

DVDi lilini bajakan,i sebagaimanai dikatakani olehi Yandii penjuali VCDi dani DVDi bajakani 

yangi beradai dii kawasani pasari Pusati Pekanbaru.i Menyatakani “Karenai tidaki memilikii 

hasili yangi memadaii untuki membiayaii penghidupani sehari-hari,i sayai terpaksai menjuali 
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VCDi dani DVDi bajakani inii karenai keuntungani yangi diperolehi cukupi lumayan.i (Hasili 

wawancarai penulisi dengani Bapaki Lukmani Said,i i selakui Penjuali VCDi dani DVDi bajakani 

dii Kotai Pekanbaru,i padai tanggali 28i Novemberi 2016i dii Kotai Pekanbaru). 

Berdasarkani pengamatani dii lapangani diperolehi gambarani bahwai hargai VCDi dani 

DVDi bajakani rata-ratai dijuali dengani hargai Rp.i 10.000,(sepuluhi ribui rupiah)i peri kaset,i 

sedangkani hargai kaseti aslii merupakani Rp.i 80.000,(delapani puluhi ribui rupiah)i peri kaset.i 

Perbedaani hargai inilahi yangi mendorongi masyarakati untuki membelii kaseti bajakani 

dengani perbandingani 1i kaseti aslii berbandingi 8i (delapan)i kalii lipati darii kaseti bajakan.i 

Ditambahi lagii dalami li (satu)i kaseti tersebuti terdirii dan'i 8i (delapan)i bahkani 10i (sepuluh)i 

filmi didalamnya,i sedangkani kaseti aslii hanyai 1i (satu)i filmi sajai didalamnya,i dani tidaki adai 

filmi lain.i  

Berdasarkani hasili wawancarai penulisi dengani Pelakui Penjuali VCDi dani DVDi 

bajakani tentangi manakahi yangi lebihi larisi VCD/DVDi dalami negerii ataui VCD/DVDi luari 

negeri,i dadi hasili wawancarai tersebuti diperolehi keterangani bahwai VCD/DVDi luari negerii 

lebihi laris,i ketimbangi VCD/DVDi dalami negeri.i Hali tersebuti dikarenakani masyarakati 

Pekanbarui kurangi tertariki dengani tilmi dalami negeri,i masyarakati lebihi cendrungi memilihi 

VCD/DVDi luari negeri,i karenai kualitasi filmi dalami negerii kurangi dayai tariknyai (Hasili 

wawancarai penulisi dengani Bapaki Lukmani Said,i i selakui Penjuali VCDi dani DVDi bajakani 

dii Kotai Pekanbaru,i padai tanggali 28i Novemberi 2016i dii Kotai Pekanbaru.) 

Menuruti Sekjeni ASIREVIi bahwai dibidangi filmi baiki PDFIi GABSIREVIi ataupuni 

ASIREVIi semuai mengatakani bahwai pembajakani filmi nasionali ataupuni importi termasuki 

yangi berupai rekamani videoi terusi meningkat.i Kondisii inii memberikani ruangi bagii orang-

orangi yangi tidaki bertanggungi jawabi untuki memproduksii mengedarkani dani 

memperjualbelikani kaset-kaseti bajakani dengani tujuani untuki memperolehi keuntungani 

ekonomis.i (Hasili wawancarai penulisi dengani Bapaki Wihadii Wiyanto,i Selakui Kepalai 

Perwakilani ASIREVIi Indonesia,i padai tanggali 21i Novemberi 2016i dii Kotai Pekanbaru). 
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2. Faktori Sosiali Budaya 

Masyarakati kitai secarai sosiali dani budayai terbiasai untuki membelii produk-produki 

asli,i terutamai untuki produki darii industrii rekaman.Masyarakati kitai tidaki memperdulikani 

apakahi produki yangi dibelii aslii ataukahi tidak,i yangi pentingi harganyai murah.Disampingi 

masalahi harga,i masyarakati tidaki memilikii budayai malui untuki membelii ataui 

mempergunakani produk-produki bajakani khususnyai produki kaseti Blmi VCDi dani DVDi 

bajakan.i  

Berdasarkani hasili wawancarai penulisi dengani Pelakui Penjuali VCDi dani DVDi 

bajakani tentangi darimanai asali VCD/DVDi bajakani ini,i darii hasili wawancarai tersebuti 

diperolehi keterangani bahwai merekai memperolehnyai darii Batami Kepulauani Riau.i (Hasili 

wawancarai penulisi dengani Bapaki Lukmani Said,i i selakui Penjuali VCDi dani DVDi bajakani 

dii Kotai Pekanbaru,i padai tanggali 28i Novemberi 2016i dii Kotai Pekanbaru).i Menuruti hemati 

penulisi hali tersebuti bisai sajai terjadii karenai Batami merupakankotai Industri,i segalai 

sesuatui bisai sajai dilakukani dii Kotai tersebut.i Namuni kembalii lagii kepadai masyarakati kitai 

bahwai adanyai budayai tidaki malui menggunakani produki bajakani didukungi olehi 

kurangnyai penghargaani masyarakati terhadapi hasili karyai orangi lain.i Selaini itui parai 

pedagangi dalami menjajakani produki bajakani memanfaatkani tindakani masyarakati sepertii 

pasari malam,i pasari kaget,i dani keramaiani lainnya.Pemilihani lokasii penjualani kaseti VCDi 

dani DVDi bajakani inii didasarkani padai stretegii bahwai tempattempati tersebuti hanyai 

berlangsungi sesaat,i sehinggai merekai merasai amani untuki berjualan.Disampingi itui parai 

pedagangi kaseti bajakani memilikii mobilitasi yangi tinggii dimanai merekai dapati berpindahi 

secarai cepati kelokasii yangi berbeda.Selamai inii masyarakati kitai kurangi mendapatkani 

sosialisasii ataui penyuluhani mengenaii Undang-Undangi Haki Cipta.i Keadaani tersebuti 

mengakibatkani masyarakati tidaki mematuhii ketentuan-ketentuani yangi berlakui dalami 

Undang-Undangi Haki Cipta.i Ketidakpatuhani terhadapi Undang-Undangi Haki Ciptai 

dipengaruhii olehi faktori ketidakpatuhani dani ketidakpahamani masyarakati terhadapi tujuani 
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esensiali yangi terdapati dalami Undang-Undangi haki ciptai itui sendiri.i Ketidakpatuhani 

masyarakati terhadapi ketentuanketentuani yangi berlakui dalami Undang-Undangi Haki Ciptai 

tidaki hanyai dilakukani olehi masyarakati biasa,i tetapii jugai dilakukani olehi masyarakati yangi 

memilikii tingkati pendidikani menengah,i Sarjana,i dani Pascai Sarjana.i Rendahnyai 

pemahamani Undang-Undangi Haki Ciptai mengakibatkani maraknyai pembajakani VCD/i 

DVDi dii Kotai Pekanbaru.i  

Ketidaktahuani masyarakati sebagaii dampaki darii kurangnyai sosialisasii terhadapi 

Undang-Undangi Haki Ciptai mengakibatkani kesulitani yangi dialamii olehi masyarakati untuki 

bisai membedakani antarai produki aslii dengani produki bajakan.i Ketidakmampuani 

masyarakati untuki membedakani antarai kaseti filmi aslii dengani kaseti filmi bajakani inilahi 

yangi dimanfaatkani olehi parai penjuali kaseti untuki mengelabuii parai konsumennya.i 

Kesulitani untuki membedakani kaseti aslii dani kaseti filmi bajakani inii disebabkani produki 

kaseti bajakani dibuati semiripi mungkini dengani kaseti aslinya,i baiki mengenaii Coveri 

maupuni isii filmnya. 

Berdasarkani hasili wawancarai penulisi dengani Pelakui Penjuali VCDi dani DVDi 

bajakani tentangi apakahi Bapaki mengetahuii manai VCD/DVDi aslii ataui bukan,i darii hasili 

wawancarai tersebuti diperolehi keterangani bahwai perbedaani antani VCD/DVDi bajakani 

sangati jelasi sekali,i kalaui VCD/DVDi yangi aslii adai logoi ASIREVIi dani PPNi nya,i 

sementarai kalaui yangi bajakani samai sekalii tidaki ada,i kualitasi gambarnyai puni kurangi 

jelasi (gelap).i (Hasili wawancarai penulisi dengani Bapaki Lukmani Said,i i selakui Penjuali 

VCDi dani DVDi bajakani dii Kotai Pekanbaru,i padai tanggali 28i Novemberi 2016i dii Kotai 

Pekanbaru). 

4.i Rendahnyai Sanksii Hukumi Yangi Dijatuhkan.i  

Menuruti Hakimi Pengadilani Negerii Pekanbarui Sanksii hukumi terhadapi 

pembajakani kaseti filmi VCD/DVDi bajakani dikenakani hanyai padai pembajaki dani belumi 

sampaii kepadai konsumeni yangi membelii produki bajakan.i Pengenaani sanksii yangi hanyai 
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dikenakani kepadai pelakui pembajakani dani penjuali saja.(Hasili wawancarai penulisi dengani 

Ibui Sortai Lidia,i i selakui Hakimi Pengadilani Negerii Kelasi 1i Ai Pekanbaru,i padai tanggali 28i 

Novemberi 2016i dii Kotai Pekanbaru.) 

Pernyataani darii pihaki kepolisiani inii dibenarkani olehi penjuali kaseti VCDi dani 

DVDi bajakani dikawasani Pasari Bawahi Pekanbaru,i bahwai selamai inii penegakani hukumi 

dibidangi haki cipta,i khususnyai tentangi filmi bajakani masihi belumi berlakui secarai 

menyeluruhi dani bersifati tebangi pilihi (Hasili wawancarai penulisi dengani Bapaki Lukmani 

Said,i i selakui Penjuali VCDi dani DVDi bajakani dii Kotai Pekanbaru,i padai tanggali 28i 

Novemberi 2016i dii Kotai Pekanbaru). 

Berdasarkani kuesioneri yangi penulisi edarkani kepadai respondeni tentangi apakahi 

sanksii yangi diberikani kepadai pelakui pembajaki VCDi dani DVDi sudahi tepati dikenakani 

kepadai pelaku,i untuki itui jawabani respondeni dapati dilihati padai tabeli dibawahi ini.i  

Tabeli III.2 

Jawabani Respondeni Tentangi Sanksii yangi diberikani  

kepadai Pelakui pembajakani VCDi dani DVD 

No. Jawabani Responden Jumlah Persentasei (%) 

1. 

2. 

Sudahi Tepat 

Belumi Tepat 

 

- 

20 

 

0% 

100% 

 
Jumlah 20 100i % 

Sumberi :i Datai olahani Penelitiani dii Lapangani Tahuni 2016 

Darii tabeli dii atasi dapati dilihati bahwai secarai keseluruhani respondeni (100%)i 

mengatakani bahwai sanksii yangi diberikani kepadai pelakui pembajaki VCDi dani DVDi 

belumi tepati dikenakani kepadai pelaku,i mengingati pemberiani sanksii hanyai untuki sebatasi 

pemberiani hukumani saja,i bukani untuki memberikani efeki jerai bagii pelakui pembajaki VDCi 

dani DVDi bajakan.i  

Menuruti Hakimi Pengadilani Negerii Pekanbarui dalami wawancarai penulisi 

mengatakani bahwai berpedomani padai Undang-Undangi Haki Cipta,i makai sanksii hukumi 

yangi dikenakani padai pembajaki lebihi ditekankani padai sanksii yangi bersifati denda,i belumi 



 85 

mengarahi padai sanksii yangi bersifati pemidanaan.i Sebelumi diberlakukannyai 

UndangUndangi Haki Ciptai yangi baru,i masalahi haki ciptai sudahi diaturi dalami Undang-

Undangi No.i 12i tahuni 1997i (Undang-Undangi yangi lama),i parai Penegaki Hukumi 

melakukani sweepingi saati Undang-Undangi yangi barui mulaii diberlakukan.i Selamai satui 

tahuni masai sosialisasii sweepingi puni harusi dilakukani keberbagaii lingkungani masyarakati 

bukani hanyai kei toko-tokoi VCDi dani DVDi tetapii jugai kei produser,i instansii pemerintah,i 

sertai parai penegaki hukumi itui sendiri.i Hendaknyai sweepingi dilakukani seiringi dengani 

penyuluhani isii Undang-Undangi Haki Ciptai tersebuti sebagaii bagiani darii prosesi penegakani 

hukumi sehinggai masyarakati tidaki hanyai takuti padai hukumi tetapii sadari dani patuhi padai 

hukum.i (Hasili wawancarai penulisi dengani Ibui Sortai Lidia,i i selakui Hakimi Pengadilani 

Negerii Kelasi 1i Ai Pekanbaru,i padai tanggali 28i Novemberi 2016i dii Kotai Pekanbaru). 

Undang-Undangi (UU)i No.i 19i Tahuni 2002i tentangi Haki Ciptai membawai 

kemajuani barui dalami perlindungani Haki Cipta,i yangi meliputii perlindungani terhadapi 

buku,i programi komputer,i pamnet,i perwajahani karyai tulisi yangi diterbitkan,i dani semuai 

hasili karyai tulisi lain,i ceramah,i kuliah,i pidato,i lagui ataui musiki dengani ataui tanpai teks,i 

drama,i tari,i koreografi,i pewayangani dani pantomim,i senii rupai dalami segalai bentuk,i 

arsitektur,i peta,i senii batik,i fotografi,i sinematografi,i tetjemahani tafsir,i saduran,i bungai 

rampai,i datai basei dani karyai laini darii hasili pengalihi wujudan.i Darii sekiani banyaki ciptaani 

yangi dilindungii sesuaii Undang-Undangi itu,i penulisi mengkhususkani pembahasannyai padai 

Haki Ciptai atasi pembajakani VCD/DVDi filmi original,i mengingati maraknyai pembajakani 

yangi terjadi.i  

Berdasarkani hasili wawancarai penulisi dengani Hermantoi Penjuali VCDi dani DVDi 

bajakani tentangi penjualani VCD/DVDi bajakani dilarangi olehi Undang-Undang,i darii hasili 

wawancarai tersebuti diperolehi keterangani bahwai yangi namanyai bajakani itui memangi 

dilarang,i tapii maui bagaimanai lagi,i kalaui tidaki menjuali VCD/DVDi bajakani kamii tidaki 

bekerja,i kalaui kamii tidaki bekerjai isterii dani anaki kamii maui makani apa?i (Hasili 
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wawancarai penulisi dengani Bapaki Lukmani Said,i i selakui Penjuali VCDi dani DVDi bajakani 

dii Kotai Pekanbaru,i padai tanggali 28i Novemberi 2016i dii Kotai Pekanbaru).i  

Suatui ciptaani dapati memberii nilaii ekonomisi bagii parai penciptai dani pemegangi 

izini melaluii tindakani ekonomi,i yaknii penjualani kei pasar.i Upayai menghasilkani suatui 

ciptaani membutuhkani prosesi waktu,i inspirasi,i pemikirani danai dani kerjai kerasi sehinggai 

wajari sajai hasili karyai ciptaani orangi sangati dihargaii dani dilindungii olehi Undang-Undang,i 

dani setiapi bentuki pelanggarani haki ciptai yangi sangati merugikani parai penciptai harusi 

ditanggulangi.i Sebaliknyai dalami batas-batasi tertentui padai ketentuani Undang-Undangi 

Haki Cipta,i hasili ciptaani seseorangi dapati dibenarkani diambili orangi laini dengani izini ataui 

tanpai seizini pemiliki yangi bersangkutani tanpai perlui takuti dikategorikani sebagaii 

pelanggarani hukumi terhadapi haki cipta.i  

Indonesiai pernahi dikecami duniai Intemasionali karenai lemahnyai perlindungani 

hukumi terhadapi Haki Ciptai tersebut,i sesuaii laporani kantori perwakilani perdagangani 

Amerikai Serikati sebelumi tahuni 2000i Indonesiai merupakani satu-satunyai negarai ASEANi 

yangi masuki dalami kategorii Priorityi Watchi Listi (padai peringkati inii pelanggarani atasi HKIi 

tergolongi berati sehinggai Amerikai Serikati merasai perlui memprioritaskani pengawasannyai 

terhadapi pelanggarani HKIi dii suatui negarai mitrai dagangnya). 

Padai saati ini,i masihi banyaki kaseti filmi bajakani dani ilegali dijuali secarai bebas,i hali 

tersebuti dinyatakani olehi Sekjeni ASIREVIi Wihadii Wiyantoi bahwai disejumlahi tokoi dijuali 

filmi VCD/DVDi bajakani yangi jumlahnyai mencapaii ratusani ribui keping.Sehinggai dapati 

dikatakani bahwai Indonesiai merupakani “surgai pembajakan”i HAKI.Bahkani setiapi tahuni 

Negarai dirugikani sebesari Rp.i 40i miliari karenai pembajakan.(Hasili wawancarai penulisi 

dengani Bapaki Wihadii Wiyanto,i Selakui Kepalai Perwakilani ASIREVIi Indonesia,i padai 

tanggali 21i Novemberi 2016i dii Kotai Pekanbaru.) 

Darii institusii hukumi mengenaii Haki Ciptai bertujuani melindungii karyai senii yangi 

diciptakani olehi parai seniman.Dalami konteksi hukumi karyai senii merupakani bagiani darii 
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HAKIi dani HAKIi puni merupakani suatui haki yangi timbuli akibati adanyai tindakani kreatifi 

manusiai yangi menghasilkani karya-karyai inovatifi yangi dapati diterapkani dalami kehidupani 

manusia.i Hukumi memberikani perlindungani terhadapi senimani dani karyanyai yangi lahiri 

darii sebuahi prosesi penciptaani dayai intelektual,i karsai dani rasai sangi seniman.i Dii 

Indonesiai pengaturani perlindungani tersebuti dii tuangkani dalami Undang-Undangi No.i 19i 

tahuni 2002i tentangti Haki Ciptai yangi barui diberlakukani tanggali 29i Julii 2003i yangi lalui 

atasi perintahi Pasali 78i Undang-Undangi tersebut.i  

Menuruti Hakimi Pengadilani Negerii Pekanbarui suatui ketetapani Undang-Undangi 

bahwai perbuatani tersebuti dianggapi suatui kejahatan.i Permasalahani penjualani DVDi 

bajakani yangi menitikberatkani padai bidangi Haki Ciptai dinilaii suatui tindaki pidanai yangi 

sangati seriusi dani merugikan,i karenai konsekuensinyai darii penjualani DVDi bajakani 

mengandungi tindakani pengcopiani ataui pembaji akani sertai peredarannyai dii pasarani secarai 

bebas.i Hali inii jelas-ji elasi dilarangi dalami Undang-Undangi sepertii telahi dinyatakani dalami 

Undang-Undangi Haki Cipta.i (Hasili wawancarai penulisi dengani Ibui Sortai Lidia,i i selakui 

Hakimi Pengadilani Negerii Kelasi 1i Ai Pekanbaru,i padai tanggali 28i Novemberi 2016i dii 

Kotai Pekanbaru) 

Pasali 2i Undang-Undangi tersebuti mengatakani bahwai Haki Ciptai merupakani haki 

eksklusifi bagii penciptai dani pemegangi haki cipta.Artinya,i bahwai haki tersebuti sematamatai 

diperuntukkani bagii pemegangnyai sehinggai tidaki adai pihak-pihaki laini yangi bolehi 

memanfaatkani haki tersebuti tanpai izini pemegangnya.Jadi,i sebagaii suatui haki eksklusifi 

HAKIi tidaki dapati dapati diganggui gugat.i Hali inii sejalani dengani prinsipi droiti inviolablei 

eti sacrei darii haki miliki itui sendiri.i Haki eksklusifi itui sendirii tidaki sajai tertujui padai 

masyarakat.Olehi karenai itu,i tujuani hukumi HAKIi merupakani menyalurkani kreativitasi 

individui untuki kemanfaatani manusiai secarai luas.Namun,i kenyataannyai dii Indonesiai 

kreasii parai senimani secarai hukumi belumi dihargaii sebagaimanai mestinyai olehi 

masyarakati maupuni kalangani senimani itui sendiri.Hali tersebuti dapati disebabkani olehi 
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berbagaii hal,i antarai laini HAKIi sebagaii sebuahi institusii hukumi dirasakani belumi mampui 

melindungii kepentingani hukumi parai seniman.Ataui bolehi jadii senimani itui merasai tidaki 

“membutuhkan”i perlindungani HAKI.i Dalami hali inii tampaknyai sangi senimani lebihi 

memandangi keberadaani HAKIi hanyai darii aspeki kepentingani moralitasi dirinyai ketimbangi 

keuntungani ekonomis.i  

Pelanggarani Haki Ciptai dalami bentuki tindaki pidanai pembajakani haki ciptai itui 

sendirii kiani suburi berkembang,i baiki karyai sastra,i musik,i bukui keseniani dani sebagainya.i 

Hali inii disebabkani olehi kemajuani ipteki yangi digunakani untuki melakukani pembajakan.i 

Dengani demikiani jelasi terlihati peredarani DVDi illegali yangi ramaii diperjualbelikani dii 

Pekanbaru,i termasuki dalami pelanggarani terhadapi ketentuani Undang-Undangi Haki Ciptai 

tersebuti melaluii perbuatani memperbanyaki (copian),i memamerkani sertai 

memperjualbelikani kepadai umumi suatui kaxyai ciptai orangi laini tanpai seizini pemegangi 

haki ciptai yangi sebenarnya.i Karenanyai perbuatani penjualani karyai ciptai bajakani sepertii 

DVDi illegali merupakani “deliki biasa”i bukani “deliki aduan”i (Hasili wawancarai penulisi 

dengani Ibui Sortai Lidia,i i selakui Hakimi Pengadilani Negerii Kelasi 1i Ai Pekanbaru,i padai 

tanggali 28i Novemberi 2016i dii Kotai Pekanbaru). 

Arinyai jikai ditemuii pelanggarani terhadapi haki ciptai sehubungani dengani penjualani 

DVDi bajakan,i makai aparati penegaki hukumi dituntuti untuki bertindaki langsungi gunai 

menanganii dani menyelesaikannyai dengani tuntasi tanpai harusi menunggui adanyai 

pengaduani darii pemegangi haki ciptai yangi dirugikan,i yaitui pihaki Kepolisiani dani Penyidiki 

Pegawaii Negerii Sipili (PPNS)i tertentui dilingkungani Departemeni Kehakiman.i  

Berdasarkani kuesioneri yangi penulisi edarkani kepadai respondeni tentangi apakahi 

ketikai menyewai VCDi dani DVDi bajakani darii Tokoi Rentali apakahi Bapak/Ibui pemahi 

didatangii olehi aparati kepolisiani ataui pihak-pihaki lainnya,i untuki itui jawabani respondeni 

dapati dilihati padai tabeli dibawahi inii : 

Tabeli III.3 
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Jawabani Respondeni Tentangi Pernahi didatangii olehi Aparat 

i Kepolisiani ataui pihak-pihaki lainnya 

 

No. Jawabani Responden Jumlah Persentasei (%) 

1. 

2. 

Tidaki Pernah 

Pernah 

 

20 

- 

 

100% 

0% 

 
Jumlah 20 100i % 

Sumberi :i Datai olahani Penelitiani dii Lapangani Tahuni 2016 

Darii tabeli dii atasi dapati dilihati bahwai secarai keseluruhani respondeni (100%)i 

mengatakani tidaki pernahi didatangii olehi aparati kepolisiani ataui pihak-pihaki lainnyai waktui 

melakukani penyewaani VCDi dani DVDi bajakan.i Keterangani yangi samai jugai diberikani 

olehi pelakui bahwai iai pernahi ditahan,i dani barangi dagangannyai ditahani olehi pihaki 

kepolisian,i namuni adai jugai diantarai kamii parai penjuali VCD/DVDi bajakani adai yangi 

ditangkap,i barangi dagangannyai disitai dani diai diprosesi olehi hukum.“i (Hasili wawancarai 

penulisi dengani Bapaki Lukmani Said,i i selakui Penjuali VCDi dani DVDi bajakani dii Kotai 

Pekanbaru,i padai tanggali 28i Novemberi 2016i dii Kotai Pekanbaru.) 

Darii ketentuani itu,i dapati dilihati bahwai penegakani hukumi yangi dilakukani harusi 

mencerminkani keterpaduan,i melaluii fungsii penyidiki yangi dilaksanakani olehi penyidiki 

Polrii selakui penyidiki umumi dani penyidiki Pegawaii Negerii Sipili (PPNS)i untuki tindaki 

pidanai tertentu,i karenai peranani perlindungani hukumi dibidangi Hakii semakini diperlukani 

dii Propinsii Riaui umumnyai Kotai Pekanbaru.i  

Lebihi tegasnyai menyatakani bahwai pihaki Kepolisiani memegangi peranani dalami 

penanganani kasusi pembajakani DVDi dani VCDi yaknii selakui penyidiki yangi merupakani 

gerbongi terdepani dan'i systemi peradilani pidanai dani penegakani hukumi atasi Haki 

Kekayaani Intelektuali dengani pertimbangani kedudukani pihaki Kepolisiani sebagaii 

penyidik,i Kamtibnasi yangi saranai dani jangkauani sertai personilnyai menyebari diseluruhi 

wilayahi Indonesia,i sehinggai diberikani wewenangi melakukani penangkapani dani ataui 
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penahanan.”i (Hasili wawancarai penulisi dengani Bapaki Kompoli Bimo,i Selakui Kasati 

Reskrimi Polrestai Pekanbaru,i padai tanggali 24i Novemberi 2016i dii Kotai Pekanbaru.) 

Terlepasi darii konsepsii diatas,i yangi terpentingi sebenarnyai merupakani sikapi aparati 

dalami mengatasii penjualani karyai ciptai DVDi bajakani yangi kiani menjamur,i supayai 

terpeliharai hak-haki penciptai dani keteraturani hidupi sesuaii dengani peraturani yangi telahi 

digariskan.Meskipuni Undang-Undangi No.i 19i Tahuni 2002i melindungii keduai digariskan.i 

Meskipuni Undang-Undangi Nomori 19i Tahuni 2002i melindungii keduai kepentingani 

tersebuti sebagaimanai terterai dalami bagiani ketujuhi mengenaii haki morali pencipta.i Pasali 

24i ayati 2i menyatakani bahwai suatui haki ciptai tidaki bolehi diubahi walaupuni haki ciptanyai 

telahi diserahkani kepadai pihaki lain,i kecualii dengani persetujuani penciptai ataui dengani 

persetujuani ahlii warisnyai dalami hali penciptai telahi meninggali dunia.i  

Salahi satui contohi kasusi pelanggarani haki ciptai yangi diprosesi dii Pengadilani 

Negerii Pekanbarui yangi terdapati dalami perkarai No.i 343/Pid.B/2005/PN.PBRi Terdakwai 

melakukani pelanggarani haki ciptai dengani barangi buktii dipersidangani sebanyaki 1302i 

kepingi VCDi filmi yangi disitai darii Tokoi Dimensii miliki terdakwai dani terdakwai dijerati 

dengani Pasali 72i ayati (2)i Undang-Undangi No.i 19i Tahuni 2002i yangi mengandungi unsur-

unsur:i i  

1. Barangi siapai  

Merupakani menunjuki pelakui tindaki pidanai yangi didakwai mengakuii identitasnyai 

disebutkani dalami dakwaani dani diakuii olehi terdakwai sebagaii jatii dirinya.i  

2. Dengani sengajai menyiarkan,i memamerkan,i mengedarkani ataui menjuali kepadai 

umum.i  

Bahwai terdakwai sadari menerimai pesanani kaseti VCDi darii temannyai Mamani dani 

Dolin,i kemudiani terdakwai memerintahkani karyawannyai untuki meletakkani 

VCD/DVDi tersebuti dalami lemarii dani diraki dengani maksudi untuki dijuali dani 
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disewakan.i Bahwai hargai VCDi lagui dani filmi dijual.i Untuki lagui dijuali dengani 

hargai Rpi 5000i dani untuki filmi dijuali dengani hargai Rp.i 10.000, 

3. Suatui ciptaani ataui barangi hasili pelanggarani haki ciptai  

Bahwai ciptaani merupakani hasili setiapi karyai penciptai yangi menunjukkani 

keasliannyai dalami lapangani ilmui pengetahuani senii ataui sastra,i sedangkani haki 

ciptai merupakani haki eksklusifi bagii penciptai ataui menerimai haki untuki 

mengumumkani ataui memperbanyaki ciptaannyai ataui memberikani izini untuki itu.i  

 

Adapuni tujuani penghukumani bukanlahi merupakani balasani akani tetapii merupakani 

pembinaani sehinggai diharapkani terdakwai tidaki mengulangii lagii kesalahannyai 

dikemudiani hari,i dani disampingi itui terdakwai menjuali kaseti VCD/DVDi tidaki aslii 

berhubungi olehi karenai permintaani besari masyarakati sehinggai lebihi menguntungkani darii 

padai menjuali VCD/DVDi aslii dengani pertimbangani diatasi makai majelisi berpendapati 

lebihi tepati menjatuhkani hukumani kepadai terdakwa,i makai terdakwai dijatuhii pidanai 

kurungani selamai 7i (tujuh)i olehi majelisi hakim.i Idealnyai penyitaani terhadapi barang-

barangi bajakani tersebuti harusi diikutii dengani penegakannyai hukumnya.i Jadii tindakani 

penyitaani yangi dilakukani olehi pihaki Kepolisiani tersebuti tanpai menangkapi dani 

memprosesi secarai hukumi pelakui pelanggarani makai samai artinyai dengani membiarkani 

kejahatani terjadii lagi.i Karenai bagii pelakui pelanggaran,i dirinyai masihi bisai kembalii 

melakukani hali yangi sama,i bahkani tanpai dihukum.i  

Pasali inii dengani jelasi memperlihatkani bahwai aspeki ekonomii dani aspeki morali 

darii haki ciptai dilindungii olehi hukum.i Contohnyai sebuahi liriki lagui yani telahi dijuali kei 

perusahaani rekamani olehi penciptanya,i tidaki bolehi namai penciptai liriki lagui tersebuti 

dihapuskani begitui sajai meskipuni ketikai karyai tersebuti dipublikasikan.i Hali inii merupakani 

kemajuani yangi berartii dalami Undang-Undangi Haki Ciptai kitai saati ini.i  
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Karenai Undang-Undangi tersebuti mengakuii dimensii morali darii karyai itui lahiri 

bukani hanyai atasi dasari kepentingani ekonomii tetapii merupakani ekspresii darii eksistensii 

sangi senimani sebagaii manusiai yangi dilindungii haki asasii manusianyai (HANI)i secarai 

Universitasi sebagaii seperangkati haki yangi melekati padai hakikati keberadaani manusiai 

sebagaii mahluki Tuhan.i Pelanggarani terhadapi haki morali sangi senimani berartii 

pelanggarani terhadapi HAMi sebagaimanai diatasi dalami Undang-Undangi No.i 39i tahuni 

1999i tentangi haki asasii manusia. 

Berdasarkani wawancarai penulisi dengani Hakimi Pengadilani Negerii Pekanbarui 

bahwai gambarani kasusi diatasi sebenarnyai masihi sangati sedikiti sekalii jikai dibandingkani 

dengani kenyataani dilapangan,i dimanai disetiapi pinggiri jalani yangi adai dii Kotai Pekanbarui 

terdapati banyaki pengedari dani penjuali DVDi bajakan,i namuni kurangi tersentuhi olehi aparati 

penegaki hukum,i sehinggai akhirnyai dengani alasani ekonomisi tindakani pembajakan,i 

pengedarani darii VCD/DVDi bajakani tetapi berlangsungi dengani dinamisi ditengahi 

masyarakati kita.i 89i Berdasarkani kuesioneri yangi penulisi edarkani kepadai respondeni 

tentangi apakahi penegakani hukumi yangi dilakukani olehi Kepolisiani terhadapi parai pelakui 

penyewaani VCDi dani DVDi Bajakani sudahi berjalan,i untuki itui jawabani respondeni dapati 

dilihati padai tabeli dibawahi inii : 

Tabeli III.4 

Jawabani Respondeni Tentangi penegakani hukumi yangi dilakukani olehi Kepolisiani 

terhadapi parai pelakui penyewaani VCDi dani DVDi Bajakani sudahi berjalani  

No. Jawabani Responden Jumlah Persentasei (%) 

1. 

2. 

Belumi berjalan 

Sudahi berjalan 

 

20 

- 

 

100% 

0% 

 
Jumlah 20 100i % 

Sumberi :i Datai olahani Penelitiani dii Lapangani Tahuni 2016 

Darii tabeli dii atasi dapati dilihati bahwai secarai keseluruhani respondeni (100%)i 

mengatakani bahwai penegakani hukumi yangi dilakukani olehi Kepolisiani terhadapi parai 

pelakui penyewaani VCDi dani DVDi bajakani sudahi beljalan.Hali inii terbuktii masihi 
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banyaknyai tempat-tempati penyewaani dani penjualani VDCi dani DVDi bajakani bebasi 

berjualani dii Kotai Pekanbaru.i  

Disampingi itui jugai jikai dibandingkani dengani ancamani yangi dijatuhkani kepadai 

terdakwai masihi jauhi darii ketentuani yangi telahi ditetapkani padai Pasali 72i ayati (2)i yaknii 

pidanai penjarai hanyai selamai 7i (tujuh)i bulani sajai artinyai pemidanaani terhadapi terdakwai 

menggambarkani lemahnyai penegakani hukumi dalami bidangi HAKIi dii Kotai Pekanbaru.i 

(Hasili wawancarai penulisi dengani Ibui Sortai Lidia,i i selakui Hakimi Pengadilani Negerii 

Kelasi 1i Ai Pekanbaru,i padai tanggali 28i Novemberi 2016i dii Kotai Pekanbaru) 

Darii perspektifi sosiologii hukumi khusunyai dalami ranahi ligai komponeni dasari 

berbentuki segii tigai (triangle),i yaknii kompneni dasari tersebuti satui samai laini salingi 

berhubungani dani mempengarui.i Ketigai komponeni itui merupakan:i  

1. Peraturan-Peraturani Pemndang-Undangani (Regulasi)i Termasuki dii dalamnyai 

merupakani sistemi penegakani hukumi (lawi enforcement)i yangi disiapkani untuki 

mengembani kebutuhani HAKIi  

2. Komponeni Senimani Merupakani subyeki hukumi penyandangi haki dani kewajibani 

atasi HAKI.i  

3. Komponeni Masyarakati penikmati Karyai Seniman.i  

Sebagaii produki kebudayaani HAKIi keseniani tidaki terlepasi darii keberadaan 

budayai hukumi suatui bangsa.i  

Dalami mencermatii permasalahani HAKIi keseniani dii Indonesiai kei tigai komponeni 

tersebuti mengandungi berbagaii permasalahani dani kendalai yangi perlui segerai dican'kani 

solusinya.Masalahi mendasari datii komponeni regualasii dani menegakkani hukumi (lawi 

enforcement)i HAKIi dibidangi keseniani yangi bertumpui padai UUi Haki Ciptai No.i 19i tahuni 

2002,i merupakani bagaimanai mensosialisasikani pemndang-undangani yangi 

berlaku.Walaupuni secarai fiksii hukumi masyarakati dianggapi mengetahuii isii Undang-
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Undangi HAKI,i dalami kenyataannyai pengaturani tentangi HAKIi masihi belumi 

memasyarakat.i (Endangi Purwaningsih,i 2005:12) 

Undang-Undangi No.i 19i tahuni 2002i mengenaii haki ciptai yangi sedangi banyaki 

dibicarakani sebenarnyai memilikii kesempatani untuki disosialisasikani olehi pemerintahi padai 

masyarakati semenjaki setahuni yangi selalui sepertii apai yangi diamanatkani secarai tidaki 

langsungi dalami Pasali 78i yangi berbunyii Undang-Undangi inii mulaii berlakui duai belasi 

bulani sejaki tanggali diundangkani padai tanggali 29i Julii 2002.i Hali inii berartii pemerintahi 

memilikii waktui satui tahuni untuki mensosialisasikani undang-undangi haki ciptai itui padai 

masyarakat.i Dalami pengamatani selintasi upayai sosialisasii tersebuti tampaknyai belumi 

maksimali dalami masyarakati karenai dilapangani banyaki kalangani masyarakati yangi 

tampaknyai kurangi siapi untuki melaksanakani sebagaii perwujudani darii hukumi positifi kita,i 

bahkani khususi bagii undang-undangi haki ciptai yangi amati pentingi keberadaannyai bagii 

masyarakati karenai mencakupi begitui banyaki kepentingan,i selayaknyai upayai sosialisasinyai 

dilakukani lebihi seriusi sehinggai dalami penerapannyai menjadii efektif.i Kekurangi 

matangannyai prosesi sosialisasii Undang-Undangi inii terbuktii darii kenyataani begitui 

banyaknyai pelanggari yangi masihi berlangsungi dalami masyarakat menjelangi namuni 

sesudahi Undang-Undangi inii diberlakukan. 

Diadakannyai Undang-Undangi ataui aturani hukumi terhadapi suatui masalah,i 

biasaanyai disebabkani adanyai hal-hali yangi menimbulkani kerugiani morali maupuni materiali 

terhadapi suatui pihak.i Tujuani pengaturani berupai perlindungani bagii masyarakati ataui 

sebuahi komunitasi dani sanksii terhadapi tindakanapai puni yangi menyebabkani timbulnyai 

kerugiani itu,i untuki memberikani terapii hukumi sertai pengajarani bagii parai pelanggari 

aturani sertai untuki meminimalisiri tindakan-tindakani yangi dapati merugikani orangi laini 

tersebut.i  

Pelanggarani haki ciptai .ataui karyai bukui sudahi terjadii sejaki berlakunyai Auteursweli 

1912i dani makini meningkati hinggai berlakunyai UUHCi 1982.Auteursweti padai hakikatnyai 
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tidaki mempunyaii dampaki terhadapi perlindungani haki cipta.Mengingati masyarakati 

Indonesiai padai waktui itu,i yaitui masai berlakunyai Auteursweti tersebuti belumi cukupi 

mencapaii tingkati pemahamani mengenaii artii dani kegunaani haki cipta.Terdapati hambatani 

kulturali atasi perlindungani haki ciptai padai masai itu.Perlindungani Haki Ciptai secarai 

individuali padai hakikatnyai merupakani hali yangi tidaki dikenali dii Indonesia.i  

Suatui ciptaani olehi masyarakati dianggapi secarai tradisionali sebagaii miliki 

bersama.Tumbuhnyai kesadarani bahwai ciptaani itui perlui perlindungani hukumi setelahi 

dihadapinyai bahwai ciptaani itui mempunyaii nilaii ekonomi.Adapuni dalami pandangani 

tradisionali segii nilaii morali haki ciptai lebihi menonjoli darii padai nilaii ekonomisnya.Barui 

setelahi menonjoli nilaii ekonomii darii haki cipta,i terjadilahi pelanggarani terhadapi Haki 

Cipta,i terutamai dalami bentuki tindaki pidanai pembajakani lagui ataui musik,i bukui dani 

penerbitan,i filmi dani rekamani videoi sertai komputer.i Pelanggarani terhadapi Haki Ciptai inii 

disebabkani olehi sikapi dani keinginani sebagaii (anggota)i masyarakati kitai untuki 

memperolehi keutungani dagangi dengani carai mudah.i Sebagaii akibatnyai bukani sajai 

merugikani penciptai ataui pemegangi Haki Cipta,i tetapii jugai merugikani perekonomiani padai 

umumnya.i  

UUHCi 1997i telahi menyediakani duai saranai hukum,i yangi dapati dipergunakani 

sekaligusi untuki menindaki pelakui pelanggarani terhadapi haki cipta,i yaknii saranai hukumi 

pidanai dani hukumi perdata.Pelanggarani terhadapi haki ciptai dapati dituntuti secarai pidanai 

dani perdatai sekaligus.i Dalami pasali 42i ayati (3)i lamai ataui pasali 43Bi UUHCi 1997i 

dinyatakani bahwa:i “Haki untuki mengajukani gugatani sebagaimanai dimaksudi dalami Pasali 

42i tidaki menurangii haki negarai untuki melakukani tuntutani pidanai terhadapi pelanggarani 

haki cipta.”i (Endangi Purwaningsih,i 2005:18) 

Berdasarkani pasali 42i ayati (3)i lamai ataui pasali 43Bi UUHCi 1997,i pelakui 

pelanggarani terhadapi haki cipta,i selaini dituntuti secarai perdata,i jugai dapati dituntuti secarai 

pidana.i Dalami pasali 66i UUHCi 2002i dinyatakani bahwa:i haki untuki mengajukani gugatani 
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sebagaimanai dimaksudi dalami pasali 55,i Pasali 56,i dani Pasali 65i tidaki mengurangii haki 

Negarai untuki melakukani tuntutani terhadapi pelanggarani haki cipta.i Inii berartii berdasarkani 

ketentuani Pasali 66i UUHCi 2002,i pelakui pelanggarani Haki Cipta,i selaini dapati dituntuti 

secarai perdata,i jugai dapati dituntuti secarai pidana.i  

B. Kendalai Dalami Penegakani Hukumi Kepolisiani Resorti Kotai Pekanbarui 

Terhadapi Pelanggarani Undangi Undangi No.i 19i Tahuni 2002i Tentangi Haki Ciptai 

Olehi Pengusahai Persewaani VCD dan DVDi Bajakani Dii Kotai Pekanbarui Dalami 

Perkarai Nomori 188/Pid.Sus/2014/PT.PBRi i  

 

Permasalahani yangi terjadii dii bidangi haki ciptai yaitui pembajakani padai bidangi 

perfilmani dani musici sudahi beijalani sejaki tahuni 80-ani dii manai pembajakani bisai  

dilakukani dii rumahi dengani melakukani penggandaan.i Berkaitani dengani hali itui kinii telahi 

dimasukkani dalami erai DVD.Hali itui memangi mudahi sekali.Kemudiani berkembanglahi 

kepadai laseri disci sampaii masalahi VCDi dani padai akhirnyai terjadilahi pembajakani VCDi 

dani DVD.i  

Menuruti Satjiptoi Raharjo,i tidaki secarai otomatisi munculnyai suatui kepastiani 

hukumi saati lahirnyai produki Undang-Undang.i Ternyatai peraturani bukani satu-satunyai 

faktori menyebabkani munculnyai kepastiani hukum,i melainkani faktori yangi cukupi 

merupakani perilakui darii masyarakati itui sendiri.Tidaki dapati dipungkirii bahwai minimnyai 

dayai belii masyarakati terhadapi bentuki aslii memangi merupakani permasalahani dalami 

memberantasi berbagaii pelanggarani HKIi dii Indonesia.Saijiptoi Raharjo,i (2007:i 14) 

Selaini masalahi tersebut,i menuruti Wihadii Wiyantoi selakui Sekjeni ASIREVIi 

mengatakani bahwai dalami penegakani hukumi Haki Ciptai dii Indonesiai terdapati berbagaii 

dilema,i yangi dapati dilihati darii beberapai aspeki antarai lain:i  

1. Aspeki budayai dimanai masyarakati cenderungi belumi merasai bersalahi menggunakani 

barangi bajakan.i  

2. Aspeki Sosial,i dimanai seharusnyai penegaki hukumi harusi dilakukani tanpai pandangi 

bulu.i  
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3. Aspeki hukumi dimanai masihi terdapati perbedaani persepsii mengenaii hukumi HKI.i 

dani parai penegaki hukumi dani masyarakat.”i (Hasili wawancarai penulisi dengani 

Bapaki Wihadii Wiyanto,i Selakui Kepalai Perwakilani ASIREVIi Indonesia,i padai 

tanggali 21i Novemberi 2016i dii Kotai Pekanbaru) 

Menuruti Abdussalami Berbagaii pelanggarani normai ataui kaidahi yangi seringi terjadii 

dimasyarakati merupakani akibat:i  

1. Sikapi lunaki terhadapi pelanggari hukumi yangi dianggapi kecili ataui ringani  

2. Tingkahi lakui petugasi kepolisiani yangi mengurangii ciptai baiki tentangi 

penegakanhukum. 

3. Pelanggarani hukumi yangi dibiarkani dani dalami waktusingkati diikutii olehi jumlahi 

orangi yangi lebihi banyaki dani tidaki dipidana.i  

4. Tingkahi lakui petugasi kepolisiani yangi memsaki citrai kesatuannyai sepertii 

pungutani luar,i perlakuani kasar,i tidaki memberikani pelayanani yangi baik.,i  

sehinggai menimbulkani skeptisi dalami masyarakati terhadapi segalai usahai yang 

baiki darii penegaki hukumi ataui petugasi kepolisian.i Abdussalam,i (2007:i 78) 

 

Beberapai hali yangi disebutkani dii atasi merupakani faktor-faktori yangi menjadikani 

penegakani normai mengenaii HKIi tidaki dapati ditegakkani dii Indonesia.i Dalami erai industrii 

musiki digital,i kesadrani dani penghargaani baiki darii masyarakatvi maupuni pemerintahi 

terhadapi haki intelektuali seseorangi menjadii faktori yangi sangati penting,i Karenai 

pembajakani sangati efektifi berlakui padai masyarakati yangi kurangi mengargaii haki cipta. 

Negarai mempunyaii tanggungi jawabi mensejahterakani masyarakat.i Inii i merupakani 

hali yangi palingi penting.i Hali inii sesuaii dengani Pasali 27i ayati (2)i UUDi 45i dinyatakani 

bahwai “tiap-tiapi wargai Negarai berhaki atasi pekerjaani dani penghidupani yangi layaki bagii 

kemanusiaan”i karenai timbulnyai pembajakani dani ketidaksadarani akani penghargaani haki 

kekayaani intelektuali merupakani akibati minimnyai dayai belii masyarakat.i Minimnyai dayai 
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belii masyarakati akibati minimnyai pendapatani masyarakat.Minimnyai pendapatani 

masyarakati akibati kemiskinani structural,i kemiskinani strukturali akibatketidakadilani sitemi 

yangi diciptakani olehi pemerintah.Penanggulangani tindaki pidanai haki ciptai padai bidangi 

pembajakankhususnyai pembajakani CDi dani VCDi tidaki bisai hanyai kesadarani masyarakati 

agari pembajakani tidaki maraki terjadi.i  

Muladii menyatakani bahwai penegakani Hukumi pidanai dalami kerangkai sistemi 

peradilani tidaki dapati diharapkani sebgaii satu-satunyai saranai penanggulangani kejahatani 

yangi efektif;i mengingati kemungkinani besari adanyai pelaku-pelakui tindaki pidanai yangi 

beradai dii luari kerangkai prosesi peradilani pidana.i Muladi,i (1995:7) 

Bardai Nawawii Arief,i menyatakani bahwai efektititasi Hukumi pidanai tidaki dapati 

diukuri secarai akurat,i Hukumi hanyai merupakani salahi satui saranai kontroli sosial,i 

kebiasaani keyakinani agama,i dukungani dani pencelaani kelompok,i penekanani darii 

kelompoki kelompoki interesti dani pengaruhi darii pendapati umumnyai merupakani saranai 

yangi lebihi efisieni dalami mengaturi tingkahi lakui manusiai darii padai sanksii Hukum.i Bardai 

Nawawii Arief,i (1998:i 42). 

Penegakani Hukumi atasi Haki Ciptai biasanyai dilakukani olehi pemegangi Haki Ciptai 

dalami Hukumi Perdata,i namuni adai pulai sisii hukumi pidanai yangi sanksii pidananyai secarai 

dikenakani kepadai aktivitasi pemalsuani yangi seriusi namuni kinii semakini lazimi padai 

perkara-perkarai lain.i Sanksii pidanai atasi pelanggarani Haki Ciptai dii Indonesiai secarai 

umumi diancami dengani hukumani penjarai palingi singkati satui bulani dani palingi lamai tujuhi 

tahuni yangi dapati disertaii maupuni tidaki disertaii dendai sejumlahi palingi sedikiti satui jutai 

rupiahi dani palingi banyaki limai milyari rupiah,i sementarai ciptaani ataui barangi yangi 

merupakani hasili tindaki pidanai haki ciptai sertai alat-alati yangi digunakani untuki melakukani 

tindaki pidanai tersebuti dirampasi olehi Negarai untuki dimusnahkan.i  

Melihati padai subtansii UUHCi tersebuti makai hak-haki pemegangi Haki Ciptai  

cukupi terlindungi,i sanksi-sanksi,i baiki Perdatai maupuni Pidanai yangi akani dijatuhkani 
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kepadai pelanggari haki ciptai jugai dinilaii telahi memadai,i masalahi sekarangi merupakan,i 

apakahi UUHCi jugai dinilaii telahi memadaii dalami bentuki penjualani VCDi dani DVDi hasili 

bajakani sepertii yangi diharapkani olehi produseri filmi Dalami hali inii harusi dibedakani 

dengani tegasi antarai pembuatani suatui peraturani perundang-undangani dani implementasii 

darii Perundang-undagani tersebut.i UUHCi sendirii telahi menyediakani saranai dani dasari 

dalami penegakani hukum.Sedangkani implementasii darii suatui aturani hukumi tergantungi 

padai upaya-upayai dani langkah-langkahi yangi diambili olehi penegaki hukumi yangi 

berwenangi untuki itu.i  

Berdasarkani hasili wawancarai penulisi dengani Kaniti Reskrimi Polrestai Pekanbarui 

tentang,i apakahi dalami melakukani operasii penanggulangani peredarani VCDi dani DVDi 

bajakani mengikutsertakani pihaki laini ataui bekerjasamai dengani pihaki lain,i darii hasili 

wawancarai tersebuti diperolehi keterangani bahwai pihaknyai memangi harusi 

mengikutsertakani pihaki lain,i karenai apabilai dikerjakani secarai bersama-samai makai 

pekerjaani yangi berati tersebuti akani mudahi dikerjakan,i dani pihaki yangi bekerjasamai 

dengani kamii merupakani ASIREVIi itui sendirii dani dibantui elemeni masyarakati yangi 

pedulii dengani haki cipta.i (Hasili wawancarai penulisi dengani Bapaki Kompoli Bimo,i Selakui 

Kasati Reskrimi Polrestai Pekanbaru,i padai tanggali 24i Novemberi 2016i dii Kotai Pekanbaru). 

Menuruti hemati penulis,i dengani keluarnyai Undang-Undangi Haki Ciptai No.i 19i 

Tahuni 2002i (UUi No.i 10i tahuni 2002)i diharapkani pembajakani dapati diberantas.Namuni 

setelahi sekiani bulani backi toi naturi lagi.Sebenarnyai dengani adanyai UUi tersebuti 

diharapkani pembajakani bisai ditanggulangii dani masyarakati bisai mulaii mengerti.i Padai 

saati itui telahi dilakukani sosialisasii dengani mengadakani suatui acarai mengenaii publikasii 

UUi No.i 19i tahuni 2002i dani darii situi ternyatai diketahuii banyaki masyarakati yangi sudahi 

mengertii Undang-UndangHaki Cipta.i Kendatii demikiani pembajakani tetapi sajai beijalan.i 

Kalaui dilihati dani diamatii darii tahuni 80-ani sampaii sekarangi bisai ditariki suatui garisi 

besarnyai Pertamai merupakani masalahi lawi enforcement,i penegakani dani penanganani 
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pelanggarani terhadapi Undang-Undangi No.i 8i tahuni 1982i yaitui bahwai filmi tidaki disensori 

sajai tidaki bisai ditangani.i Itui membuktikani adanyai komponeni dalami penegakani Hukumi 

yangi tidaki berjalani darii kuruni tahuni 80-ani sampaii sekarang.i Jadii sudahi sekitari 20i 

tahunani masalahi inii masihi menjadii permasalahani sajai samai sepertii “neveri endingi story”.i 

Dalami hali inii diragukani jugai keseriusani pihaki aparati dalami menanganii pembajakani Haki 

Cipta.Darii ketentuani tersebut,i makai dengani pembuktiani yangi cukupi sederhanai 

sebenamyai aparati penegaki hukumi sudahi dapati melakukani tindakani terhadapi prakteki 

pembajakan,i sehinggai kerugiani Negarai yangi diakibatkani olehi prakteki pembajakani 

tersebuti dapati dikurangi.i Apabilai hali tersebuti jugai dimaksudkani sebagaii upayai untuki 

memberantasi tindaki pidanai pembajakani nampaknyai hali tersebuti tidaki akani berjalani 

efektif,i prakteki pembajakani yangi merupakani pelanggarani terhadapi UUi Haki Cipta,i sudahi 

sepatutnyai jikai sanksii pidanai yangi dikenakannyai dii dasarkani pulai padai UUi Haki Cipta. 

Berdasarkani hasili wawancarai penulisi dengani Kaniti Reskn'mi Polrestai Pekanbarui 

tentang,i pernahkahi kasusi pelanggarani dibidangi haki ciptai diprosesi Kepengadilan,i darii 

hasili wawancarai tersebuti diperolehi keterangan,i sejauhi inii tidaki adai satui kasusi puni 

terhadapi pelanggarani haki ciptai yangi tidaki diprosesi sampaii kepengadilan.i Hali tersebuti 

dikarenakani masalahi inii merupakani masalahi yangi sangati serius,i banyaki pihaki yangi 

dirugikani dalami pelanggarani haki ciptai ini,i bukani hanyai perseorangan,i melainkani Negarai 

jugai terkenai dampaknya,i karenai VCDi dani DVDi bajakani tersebuti tidaki dikenakani pajak.i 

(Hasili wawancarai penulisi dengani Bapaki Kompoli Bimo,i Selakui Kasati Reskrimi Polrestai 

Pekanbaru,i padai tanggali 24i Novemberi 2016i dii Kotai Pekanbaru). 

Beliaui jugai menambahkani bahwai putusani yangi telahi dikeluarkani olehi Pengadilani 

terhadapi sipelanggar/i pelakui pembajakani VCDi dani DVDi bajakani sudahi tepati sekali,i 

memberikani hukumani penjarai kepadai pelaku.i Namuni apakahi dapati dijamini setelahi bebasi 

nanti,i sipelakui akani berbuati samai lagii ataui tidak(Hasili wawancarai penulisi dengani Bapaki 
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Kompoli Bimo,i Selakui Kasati Reskrimi Polrestai Pekanbaru,i padai tanggali 24i Novemberi 

2016i dii Kotai Pekanbaru). 

Kendatii tidaki diformulasikani secarai tegasi kata-katai Haki Cipta,i tidaki berartii 

rumusani terfsebuti bukani rumusai mengenaii perlindungani haki cipta.Bidang-bidangi 

kesusastraan,i keilmuani dani keseniani merupakani bidangi yangi dapati membuahkani Haki 

Cipta.i Tindaki pidanai yangi terdapati dii bawahi babi tentangi perbuatani curangi inii olehi R.i 

soesiloi diklasifikasikani sebagaii “i perbuatan-perbuatani penipuani tentangi Haki Cipta.i R.i 

Soesilo,i (1991:i 17) 

Unsuri perbuatani terlarangi dalami Pasali 380i KUHP,i dapati dirincii sebagaii berikut:i  

a. Menaruhi namai ataui tandai secarai palsui didalami kesusastraan,i keilmuan,i  

keseniani ataui kerajinani  

b. Ataui memalsui namai ataui tandai yangi asli.i  

 

Tujuani darii perbuatannyai merupakani agari orangi mengirai bahwai itui (namai dani 

tandai tersebut)i benar-benari merupakani hasili darii orangi yangi namai dani tandanyai 

ditaruhsecarai palsui tadi.i Kalaui dibandingkani dengani KUHPi terjemahani R.i Soesilo,i makai 

maksudi darii perbuatani tersebuti merupakani “agari orangi percayai dani menerima“.Dengani 

demikiani “tujuani agari orangi percayai dani menerima”,i dapati menjadikani kepastiani adanyai 

penipuani sepertii yangi diyakinii R.i Soesilo.i Sedangkan,i “i tujuani agari orang mengirai “i 

tidaki dapati dikatakani adanyai kepercayaani ataui penerimaan.i Darii segii pembuktiani diakuii 

bahwai “i agari orangi mengirai “i lebihi mudahi darii padai membuati “i agari orangi percayai dani 

menerimai “.i Dalami hali penanganani kasusi haki ciptai dapati menjadii perhatian,i apakahi 

perbedaani tersebuti mempunyaii dampaki terhadapi usahai penanggulangannya.R.i Soesilo,i 

(1991:i 19) 

Ketentuani pidanai yangi dipergunakani untuki melindungii Haki Ciptai mengalamii 

peubahani dani perkembangani yangi cukupi berarti.Perkembangani dani perubahani mengenaii 
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ketentuani pidanai inii senantiasai dii sesuaikani dengani perkembangani dani perubahani 

bidang-bidangi haki Ciptai yangi mencakupi bidangi ilmui pengetahuan,i keseniani dani 

kesusastraan.Dinaikkannyai ancamani pidanai bagii pelanggari Haki Ciptai dapati dikatakani 

mendapati pengaruhi dan'i sektori ekonomi,i karenai padai dasarnyai sii pelakui kejahatani haki 

ciptai dapati memperolehi keuntungani financiali yangi besar,i terlebihi lagii kalaui tindaki 

pidananyai berupai pembajakan.i  

Perlindungani haki ciptai terhadapi pembajakani filmi VCDi dani DVDi dii Kotai 

Pekanbaru,i apabilai dilihati darii dalami Undang-Undangi Haki Ciptai UUi NOi 19i Tahuni 

2002,i yaitui adanyai pelanggarani haki kekayaani intelektuali (HKI)yangi tampaknyai sudahi 

menjadii hali yangi biasai ditemuii dii negerii ini.i Dii berbagaii pemberitaani mediai sehari-hari,i 

terlihati bahwai pelanggarani haki kekayaani intelektuali (HKI)i terutamai pembajakani 

CD/VCDi bukani hanyai monopolii kota-kotai besar,i namuni jugai sudahi menelusupi hinggai 

pelosoki daerah.Sebagaii contohi raziai yangi dilakukani aparati kepolisiani berhasili 

mengamankani sejumlahi produki bajakan,i sepertii kepingi VCD/i dani DVD.i  

Permasalahani yangi teljadii khususnyai dibidangi perfiliman,i sebenarnyai  

pembajakani dibidangi inii sudahi berjalani sejaki tahuni 80ani dimanai pembajakani biasanyai 

dilakukani dirumahi dengani menggunakani penggandaani darii betamaxi kei betamax.Hali itui 

memangi mudahi sekali.Kemudiani berkembanglahi padai laseri disci sampaii masalahi 

DVD.Padai laseri disci yangi terjadii bukanlahi pelanggarani haki cipta,i tetapii yangi terjadii 

merupakani paralleli import.i Khususi masalahi paraleli import,i telahi diaturi suatui Undang-

Undangi dibidangi perfilimani dani tatai carai suatui filmi dapati masuki kei Indonesia.i  

Pembajakani DVDi dani VCDi dilakukani dengani membajaki darii film-filmi yangi 

belumi beredari dani belumi ditayangkani dii Indonesiai kemudiani pelakunyai sudahi 

mengedarkannyai dii Indonesia.Berkaitani dengani itu,i kinii telahi dimasukii erai DVD.i DVDi 

itui sendirii adai 2i (dua)i macami yaitui DVDi bajakani dani parareli import.i Dilihati darii tahuni 

80ani sampaii sekarangi bisai ditariki suatui garisi merah.Pertamai merupakani masalahi lawi 
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enforment.Penegakani dani penanganani haki ciptai tidaki pernahi seriusi dani tuntas.Parareli 

impori maupuni pelanggarani terhadapi Undang-Undangi nomori 8i Tahuni 1982i yaitui bahwai 

filmi tidaki disensori sajai tidaki bisai ditangani.Itui membuktikani komponeni dalami 

penegakani hukumi yangi tidaki bekerjai maksimal.i  

Dalami hali inii diharapkani pihaki Kepolisiani dapati langsungi mengungkapi dani 

memprosesnyai hinggai P21,i tapii kenyataannyai dalami sekiani banyaki kasusi yangi 

ditangani,i yangi sampaii kei P21i bisai dihitungi hanyai beberapai saja.Hali sepertii itulahi yangi 

masihi berjalani darii kuruni tahuni 80ani sampaii sekarang.Membahasi penerapani Undang-

Undangi No.i 19i Tahuni 2002,i makai mestii ditekankani pertamai kalii merupakani keharusani 

adanyai satui visii dalami penanganani masalahi pembajakani baiki dii pihaki polisi,i Jaksai dani 

Hakim.i  

Khususnyai dibidangi film,i yangi kemudiani nantinyai musici jugai harusi satuplatform,i 

dani harusi adai ketegasani dalami hali ini.Suatui sinismei yangi mengatakani bahwai filmi asingi 

tidaki perlui diambili pusing,i satui hali yangi harusi difikirkani dalami hali inii merupakani 

dampaki ekonominya,i sebagaii contohi sekarangi inii bolehi dkatakani bahwai gedungi bioskopi 

hanyai tersisai 600i layar.Padahali padai tahuni 1980-1995i mencapaii 200i layar.Bioskop-

bioskopi menengahi bawahpuni telahi tutup.i  

Disampingi itui perfilimani nasionali dengani biayai produksii yangi cukupi besari malahi 

menimbulkani masalahi ham,i karenai tidaki adai bioskopi yangi bisai dipergunakani untuki 

memutari dikalangani bawah,i yangi adai hanyalahi bioskopi jaringani 21i untuki pemutarani 

kalangani atas.Jikai hanyai mengandalkani bioskopi jan'ngani 21,i memangi merekai bisai 

hidup,i tetapii biayai produksinyai berapa?Biayai produksii lebihi besari darii keuntungani yangi 

diperoleh.i Inii merupakani dampaki dan'i pembajakan,i karenai pembajaki telahi melumpuhkani 

distribusii chaneli dibawah.i Jadii kalaui dilihati parai masyarakati kitai sekalipuni dalami 

himpitani ekonomii yangi suliti masihi bisai membelii filmi bajakani sehargai Rp.i 10.000i 

(sepuluhi ribui rupiah).i  
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Pelanggarani Haki Ciptai memangi mendominasii darii sekiani jumlahi perkarai 

pelanggarani HKI.i Modusnyai berupai pembajakani karyai ciptai berupa,i musik,i film,i 

softwarei computeri dani gamei yangi menggunakani mediai Cakrami Optici (Opticali Disk)i 

dalami bentuki CD,i VCD,i dani DVD.i  

Menuruti Hakimi Pengadilani Negerii Pekanbarui bahwai upayai perlindungani 

terhadapi pelanggarani HKIi padai pembajakani VCDi dani DVDi harusi dilakukani secarai 

tuntasi dani menyeluruh.Tingkati pembajakani dii Kotai Pekanbarui sudahi dapati dikategorikani 

parahi dani membahayakan.i Untuki itulahi dimintai aparati penegaki hukumi dani jajarannyai 

diberikani kewenangani untuki mengurangii bentuki pelanggarani Haki Kekayaani Intelektuali 

khususnyai padai masalahi pembajakani semuai VCDi dani DVDi yangi maraki dii Kotai 

Pekanbaru.i Tidakani preventifi ditunjukani untuki menyadarkani semuai tentangi pentingnyai 

penghaxgaani terhadapi hasili ciptai manusia/i HKI.Untuki terjadinyai pelanggarani harusi adai 

kesamani antari duai ciptaani yangi ada.i Namun,i penciptai ataui pemegangi haki ciptai harusi 

membuktikani bahwai karyanyai telahi dijiplak,i ataui karyai laini tersebuti berasali darii 

karyanya.i Haki ciptai tidaki dilanggari jikai karya-karyai sejenisi diproduksii secarai 

independen,i dalami hali inii masing-masingi penciptai akani memperolehi haki ciptai karyai 

mereka.i (Hasili wawancarai penulisi dengani Ibui Sortai Lidia,i i selakui Hakimi Pengadilani 

Negerii Kelasi 1i Ai Pekanbaru,i padai tanggali 28i Novemberi 2016i dii Kotai Pekanbaru). 

Haki ciptai jugai dilanggari jikai seluruhi ataui sebahagiani subtansiali dan'i suatui 

ciptaani yangi dilindungii Haki ciptai diperbanyak.i Pengadilani akani menentukani apakahi 

suatui bagiani yangi ditirui merupakani bagiani subtansiali dengani menelitiai apakahi bagiani 

yangi digunakani itui penting,i memilikii unsuri pembedai ataui bagiani yangi mudahi dikenali.i 

Bagiani inii tidaki harusi dalami jumlahi ataui bentuki besarani (kuantitas)i untuki menjadii 

bagiani subtansial.Yangi berartii sebagaii bagiani penting,i bukani bagiani dalami jumlahi 

besarani (Pasali 1i angkai 6);i penjelasani Pasali 15i hurufi a).Undang-Undangi nomori 19i tahuni 
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2002i tentangi Haki Cipta.Jadii yangi dipakaii sebagaii ukurani merupakani ukurani kualitatifi 

dani bukani ukurani kuantitatif.i  

Carai laini yangi dianggapi sebagaii pelanggarani olehi seseorangi terhadapi suatui hak 

ciptai merupakani saati seseorang:i Endangi Purwaningsih,i (2005:i 62) 

a. Memberii wewenangi (berupai persetujuani ataui dukungan)i kepadai pihaki laini  

untuki melanggari Haki Cipta;i  

b. Memilikii hubungani dagangi dengani barangi bajakani ciptaan-ciptaani yangi  

dilindungii haki ciptai  

c. Mengimpori barang-barangi bajakani ciptaani yangi dilindungii Haki Ciptai untuki 

dijuali ecerani ataui didistribusikan 

d. Memperbolehkani suatui tempati pementasani umumi untuki digunakani sebagaii  

tempati melanggari pementasani ataui penayangani karyai yangi melanggari haki cipta.i  

 

Kasus-kasusi pelanggarani haki kekayaani intelektuali dii Pekanbarui semakini harii 

semakini meningkati baiki secarai kuantitasi maupuni kualitas.Anehnyai sangati jarangi kasus-

kasusi pelanggarani tersebuti yangi sampaii dinaikkani kei Pengadilan.Padahal,i kasus-kasusi 

pelanggarani tersebuti dapati ditemuii dengani mudahi dihampiri setiapi suduti Kotai Pekanbaru.i 

Perundang-undangan,i peraturani Pemerintahi ataui keputusani Menterii tersebuti diatasi padai 

prinsipnyai memberitahukani demikiani jelasnyai hukumi tentangi haki cipta,i apakahi itui 

berkaitani dengani perusahaani yangi terlibati langsungi dengani usahai cakrami optici ataui 

kepadai parai pelanggari ketentuani ataui pembajaki dani cakrami optiki yangi telahi ada.Namuni 

demikian,i perkembangani perdagangani duniai telahi berjalani sangati dani mengarahi kepadai 

liberalisasii perdagangan,i dimanai semuai Negarai harusi membukai pasarnyai masing-masing. 

Globalisasii perdagangani Internasionali yangi ditandaii semakini tidaki jelasnyai batas-

batasi antari Negarai telahi meningkatkani transaksii dagang,i makai dengani terbukannyai pasari 

dalami negerii dani luari negerii sebagaii salahi satui akibati globalisasii liberalisasii 

perdagangani tersebuti menyebabkani terjadinyai produksii dani permintaani cakrami optici 
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yangi melonjaki dengani pesati baiki yangi legali maupuni yangi illegali dii Indonesia.i Dengani 

jumlahi penduduki Indonesiai lebihi darii 250i jutai jiwai merupakani potensii pasari yangi 

baikbagii produksii rekamani melaluii cakrami optici terutamai produki bajakani yangi dijuali 

dengani murah.i  

Pembajakani haki kekayaani Intellectuali Propertyi Righti (IPR)i melaluii cakrami optici 

berkembangi dengani pesati terutamai sejaki tahuni 1999i seiringi dengani perkembangai 

teknologii saranai produksii cakrami optic.i Dengani adanyai producki illegali dalami bentuki 

cakrami optici yangi semakini maraki peredarannyai telahi menjadii problemai yangi sangati 

mengkhawatirkani bagii Negara,i pemegangi haki cipta,i kredibilitasi suatui Negarai dani sangati 

menyimpangi darii prinsip-prinsipi dagangi yangi sehat,i sebagaimanai dimaksudi dalami 

regulasii perdagangani duniai padai WTO/TRIPs.i  

Permasalahani utamai yangi mendorongi pesatnyai perkembangani DVDi bajakani 

antarai laini masihi lemahnyai upayai penerapani hukumi terhadapi pelanggarani HaKI,i sulitnyai 

pengawasani karenai hampiri semuai industrii DVDi bajakani sangati tertutupi dani tanpai 

identitasi yangi jelas,i mudahnyai dilakukani penggandaani replikasii dalami waktui yangi 

sangati singkati dengani dukungani teknologii canggih,i rendahnyai biayai produksii DVDi 

bajakani karenai tidaki membayari royaltyi pajak,i rumahi produksii dani biayai promosii 

disampingi kualitasnyai rendah,i belumi optimalnyai pengawasani impori mesini 

pengganda/replikasii sertai pengawasani impori bahani baku.i Masalahi pembajakani DVDi 

apabilai terusi dibiarkani akani menimbulkani dampaki negatif,i sepertii terancamnyai investori 

untuki menanamkani modal/i dalami memperluasi usaha,i menurunnya/i terganggunyai 

kredibilitasi dalami hubungani antari Negara,i menurunnyai kreativitasi dani motivasii dalami 

mencipta,i terjadinyai persaingani yangi tidaki sehati dipasari dalami negeri,i berkurangnyai 

pendapatani Negarai darii sektori pajaki dani terancamnyai perdagangani ekspori Indonesiai kei 

Negara-negarai WTO.i Tindakani preventifi diartikani sebagaii pengawasani terhadapi tempati 
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yangi didugai memproduksi,i mengedarkani ataui menjualbelikani produki bajakan.Sedangkani 

tindakani represifi ditunjukani kepadai pelangari HAK. 

Sementarai menuruti Hakimi Pengadilani Negerii Pekanbarui untuki menegakkani dani 

melindungii Haki Ciptai dii kotai Pekanbaru,i tidaki hanyai bisai mengandalkani padai tindakani 

represifi olehi aparati penegaki Hukumi saja.i Melainkani jugai tindakani prevetifi dani represif.i 

Contohnyai sepertii pemberiani awardi inii kepadai pihaki yangi dinilaii mempunyaii kepeduliani 

terhadapi penghematani dani penegakani HKI.i (Hasili wawancarai penulisi dengani Ibui Sortai 

Lidia,i i selakui Hakimi Pengadilani Negerii Kelasi 1i Ai Pekanbaru,i padai tanggali 28i 

Novemberi 2016i dii Kotai Pekanbaru) 

Menuruti Sekjeni ASIREVIi setingi kalii tindakani preventifi lebihi pentingi darii padai 

tindakani represif.Hanyai sajai tindakani preventifi masihi terhalangi dengani masihi minimnyai 

dayai belii masyarakat.Hargai produki yangi aslii melambungi tinggii melebihii kemampuani 

masyarakati untuki membelinya.Minimnyai dayai belii masyarakati terhadapi produki aslii 

memangi merupakani permasalahani klasik.i Olehi karenanya,i disarankani kepadai produseni 

filmi untuki tidaki memasangi hargai yangi mahali atasi produknya,i jikai harganyai terlalui 

mahal,i akani sangati memungkinkani bagii pembajaki untuki memalsukani produknya.i (Hasili 

wawancarai penulisi dengani Bapaki Wihadii Wiyanto,i Selakui Kepalai Perwakilani ASIREVIi 

Indonesia,i padai tanggali 21i Novemberi 2016i dii Kotai Pekanbaru.) 

Menuruti hemati penulisi selaini masalahi tersebut,i yangi menjadii dilemai dalami 

upayai penanggulangani masalahi pembajakani VCDi dani DVDi dii Kotai Pekanbarui terdapati 

berbagaii masalah,i antarai laini :i adanyai budayai dimanai masyarakati cenderungi belumi 

merasai bersalahi menggunakani barangi bajakan,i adanyai penegakani Hukumi yangi dilakukani 

bersifati pandangi bului dengani melihati statusi sosial,i dimanai seharusnyai penegakani 

Hukumi harusi dilakukani tanpai pandangi bulu,i masihi terdapatnyai perbedaani persepsii 

mengenaii Hukumi HKIi darii parai penegaki Hukumi dalami masyarakat.i  
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Berdasarkani hasili penelitiani diperolehi gambarani mengenaii upayai penanggulangani 

pembajakani VCDi dani DVDi dii Kotai Pekanbarui yangi dilakukani olehi parai aparati penegaki 

Hukumi yaitui dengani upaya:i  

d. Preventifi  

Upayai preventifi yangi ditempuhi olehi Aparati Penegaki Hukumi untuki melakukani 

penangulangani terhadapi VCDi dani DVDi merupakani dengani carai melakukani sosialisasii 

terhadapi Undang-Undangi Haki Ciptai kepadai seluruhi kalangani masyarakat.i 

UndangUndangi Noi 19i Tahuni 2002i mengenaii Haki Ciptai yangi sedangi banyaki dibicarakani 

sebenarnyai memilikii kesempatani untuki disosialisasikani olehi pemerintahi kepadai 

masyarakati semenjaki setahuni yangi lalui sepertii apai yangi diamanatkani secarai tidaki 

langsungi dalami Pasali 78i yangi berbunyii Undang-Undangi inii mulaii berlakui 12i bulani 

sejaki tanggali diundangkani padai tanggali 29i Julii 2002i hali inii berartii pemerintahi memilikii 

waktui satui tahuni untuki mensoialisasikani Undang-Undangi Haki Ciptai itui padai 

masyarakat.i Melihati hali tersebut,i menuruti pengamatani penulisi bahwai sepintasi upayai 

sosialisasii tersebuti tampaknyai belumi maksimali dalami masyarakati karenai dii lapangani 

banyaki kalangani masyarakati yangi tampatnyai kurangi siapi untuki melaksanakani amanati 

Undang-Undangi ini.Karenai Undang-Undangi Haki Ciptai amati pentingi keberadaannyai bagii 

masyarakati karenai mencakupi begitui banyaki kepentingan,i selayaknyai upayai sosialisasii 

dilakukani lebihi seriusi sehinggai dalami penerapannyai menjadii efektif.i Kekurangani darii 

prosesi sosialisasii Undang-Undangi inii terbuktii darii kenyataani begitui banyaknyai 

pelanggarani yangi masihi berlangsungi dalami masyarakati menjelangi maupuni sesudahi 

Undang-Undangi inii diberlakukan.i  

Sosialisasii dilakukani dengani mempergunakani berbagaii jaluri dani media.i Salahi 

satui mediai yangi dipergunakani untuki melakukani sosialisasii merupakani jaluri mediai massai 

dengani memanfaatkani mediai massai yangi ada,i baiki lewati radio,i TVi maupuni surati kabari 

yangi memuati himbauani tentangi “pelarangani menggunakani ataui membelii produki 
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bajakan",i selaini jaluri mediai massa,i sosialisasii dilakukani lewati jaluri pendidikani yangi 

beradai dii masyarakat.i  

b.i Upayai Represifi  

Upayai represifi ditempuhi dengani melakukani operasii terhadapi produk-produki 

bajakani yangi dilakukani olehi Aparati Penegaki Hukumi dengani melakukani raziai dani 

perampasani produki VCDi dani DVDi bajakani yangi dilakukani olehi pihaki kepolisiani yaitui 

pihaki Polrestai Pekanbarui dii bulani Meii tahuni 2001.Operasii dilakukani diberbagaii daerahi 

ataui tempati yangi digunakani untuki menjuali CD/i VCDi dani DVDi bajakani Operasii berhasili 

menyitai ribuani CD/VCDi dani DVDi bajakan.i  

Padai saati mulaii diberlakukannyai Undang-Undangi Noi 19i Tahuni 2002i tentangi Haki 

Ciptai padai tanggali 29i Julii 2003,i hampiri seluruhi pedagangi CD,i VCDi dani DVDi bajakani 

tidaki tampaki dipinggir-pingiri jalan,i ditempati merekai bisai menggelari barangi 

dagangannya.i Namuni beberapai minggui kemudian,i sedikiti demii sedikiti parai pedagangi 

tesebuti mulaii tampaki mengelari kembalii barangi dagangannyai dani hinggai saati inii merekai 

dengani sangati leluasai dani terang-terangani beranii menjuali barangi dagangannyai ditempati 

keramaian.Kondisii inii diperburuki dengani tindakani parai Aparati Penegaki Hukumi yangi 

hanyai melakukani raziai terhadapi parai pedagangi tetapii tidaki terhadapi sumberi produki 

bajakani tersebut,i sehinggai produksii barangi bajakani terusi berlanjut.i Hali inii menunjukani 

bahwai pemerintahi belumi secarai tuntasi menyelesaikani masalahi pembajakan,i olehi karenai 

masihi terdapati produseni yangi memproduksii barangi bajakani tersebuti yangi belumi 

tersentuhi olehi Aparati Penegaki Hukum.i Represifi dengani menangkapii parai penjuali kaseti 

CD/VCDi dani DVDi hasili bajakani sertai menyitai barangi tersebut.Namuni upayai inii 

sepertinyai tidaki dilakukani dengani intensifi dani terencana,i sehinggai hasilnyai tidaki 

maksimali karenai tidaki menyentuhi pelakui ataui produseni yangi beradai dibaliki aksii 

pembajakan.i  
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Hali inii terbuktii tetapi maraknyai penjualani produki bajakani ditempat-tempati umumi 

sepertii pasar,i tempat-tempati keramaian,i dani lain-lain.Padai akhirnyai usahai terbaiki yangi 

dapati dilakukani merupakani sikapi tegasi dani keseriusani darii pemerintahi dani khususnyai 

aparati penegaki Hukumi yangi harusi ditingkatkani untuki mengakhirii prakteki pembajakani 

terhadapi produki rekaman.i Konsistensii menegakkani Hukumi tanpai pandangi bului 

merupakancarai palingi baiki untuki memberantasi pembajakani CD/VCDi dani DVDi dii 

Pekanbaru.i Jangani hanyai pedagangi kecili sajai yangi harusi diprosesi dani dituntun:i secarai 

Hukum.i Dengani ketegasani sepertii itulahi dapati diharapkani hasili yangi lebihi baiki dalami 

pemberantasani barang-barangi bajakan.i  

Jikai dibandingkani dengani Negarai Amerikai dengani sistemi Commoni Lawi nya,i 

kebanyakani pelanggarani atasi haki ciptai dihadapii dengani tuntutani perdatai dani gantii rugi.i 

Revisii perundangani dinegarai kitai memungkinkani pemegangi haki ciptai untuki menegakkani 

haki merekai melaluii gugatani perdatai dii Pengadilani Niagai dengani menggunakani cara-carai 

yangi umumi digunakani dinegara-negarai lain.i Termasuki diantaranyai penetapani sementarai 

(injuction).i Pengadilani niagai dengani maksudi untuki mencegahi kerugiani yangi lebihi besari 

padai pihaki yangi haknyai dilanggar,i sehinggai hakimi Pengadilani Niagai diberii kewenangani 

untuki menerbitkani penetapani sementarai gunai mencegahi berlanjutnyai pelanggarani dani 

masuknyai barangi yangi didugai melanggari haki ciptai dani haki terkaiti kei jaluri perdagangani 

termasuki tindakani importasi.i Perlui dijelaskani bahwai atasi pemuntaani pihaki yangi merasai 

dirugikani Kareni pelanggarani haki ciptai yangi dipunyainya,i pengaduani niagai dapati 

menerbitkani surati penetapani sementarai (exi parte)i dengani segerai dani efektifi untuki :i  

a. Mencegahi berlanjutnyai pelanggarani Haki Cipta,i khususnyai mencegahi masuknyai 

barangi yangi didugai melanggari Haki Ciptai ataui Haki terkaiti kedalami jaluri 

perdagangan,i termasuki tindakani importasi.i  

b. Menyimpani buktii yangi berkaitani dengani pelanggarani haki ciptai ataui haki terkaiti 

tersebuti gunai menghindarii terjadinyai penghilangani barangi bukti.i  
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c. Memintai kepadai pihaki yangi merasai dirugikani untuki memberikani buktii yangi 

menyatakani bahwai pihaki tersebuti memangi berhaki atasi Haki Ciptai ataui Haki  

Terkait,i dani haki pemohoni tersebuti memangi sedangi dilanggar.i  

 

Dii Indonesiai sendirii adai kecendrungani untuki menyelesaikani pelanggarani Haki  

Ciptai dengani upayai hukumi pidanai dibandingi upayai melakukani tuntutani perdatai melaluii 

pengadilani niagai untuki memperolehi gantii rugi,i walaupuni demikian,i seiringi perubahani 

terbarui Undang-Undangi yangi telahi berlakui dani kesadarani hukumi yangi kiani meningkat,i 

dimasai yangi akani datangi diharapkani penyelesaiani gantii tugii yangi efektifi akani dipilih.i 

Selaini itu,i hali inii puni diharapkani akani menjadii acuani khususi dii Pengadilani Niagai 

dimanai pengetahuani atasi bidangi inii kiani ditingkatkan.i  

 

 

 

 

 

 

BABi IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Darii hasili penelitiani dani pembahasani yangi telahi penulisi lakukan,i makai penulisi  

dapati menyimpulkani sebagaii berikuti :i  

1. Penegakani Hukumi Terhadapi Undangi Undangi No.i 19i Tahuni 2002i Tentangi Haki 

Ciptai olehi Kepolisiani Resorti Kotai Pekanbarui Terhadapi Pelanggarani Haki Ciptai 

Olehi Pengusahai Persewaani VCD,i DVDi Bajakani Dii Kotai Pekanbarui Dalami 
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Perkarai Nomori 188/Pid.Sus/2014/PT.PBRi merupakani Penegakani hukumi atasi 

perlindungani Haki Ciptai Terhadapi VCDi dani DVDi Dii Kotai Pekanbaru,i yangi 

dilakukani dengani carai adanyai penegakkani hukumi yangi hamsi menjadii tumpuani 

utamai dalami melakukani pemberantasani pembajakani terhadapi VCDi dani DVDi 

bajakan.i Penegakani hukumi inii merupakani upayai yangi dilakukani untuki 

menjadikani hukum,i baiki dalami artii hukumi yangi sempiti maupuni dalami artii 

materiili yangi luas,i sebagaii pedomani prilakui dalami setiapi perbuatani hukum,i baiki 

olehi parai subyeki hukumi yangi bersangkutani maupuni olehi parai aparaturi penegaki 

Hukumi yangi resmii diberitugasi dani kewenangani olehi Undang-Undangi untuki 

menjamini berfungsinyai norma-normai Hukumi yangi berlakui dalami kehidupani 

masyarakati dani bernegara.i  

2. Kendalai Dalami Penegakani Hukumi Kepolisiani Resorti Kotai Pekanbarui Terhadapi 

Pelanggarani Undangi Undangi No.i 19i Tahuni 2002i Tentangi Haki Ciptai Olehi 

Pengusahai Persewaani VCD,i DVDi Bajakani Dii Kotai Pekanbarui Dalami Perkarai 

Nomori 188/Pid.Sus/2014/PT.PBRi bahwai Berkembangnyai pembajakani inii tidaki 

lepasi darii perani masyarakati itui sendiri,i dimanai masyarakati sebagaii konsumeni 

tidaki hanyai merasai tidaki bersalahi dengani membelii produki hasili bajakan,i tetapii 

seringi kalii merasai diuntungkani dengani sangati murahnyai hargai kaseti VCDi dani 

DVDi bajakan,i untuki itui penegakani hukumi yangi dilakukani olehi Pihaki Kepolisiani 

tidaki akani berjalani dengani baik,i apabilai masyarakati samai sekalii tidaki mendukungi 

upayai pihaki kepolisiani untuki memberantasi tindaki pidanai pelanggarani haki ciptai 

inii sampaii kei akar-akarya.i  

B. Saran 

 Berdasarkani hasili penelitiani dani kesimpulani diatasi makai penulisi dapati  

memberikani sarani sebagaii berikuti :i  
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1. Kepadai masyarakati agari dapati menghargaii hasili ciptaani yangi mempunyaii nilaii 

senii tinggi,i dani lebihi memilihi VCDi dani DVDi originali yangi memilikii kualitasi 

gambari yangi jauhi lebihi bagusi dani harganyai tidaki terlalui mahali dani terjangkaui 

olehi masyarakati dibandingi VCDi dani DVBi bajakani yangi kualitasi gambari tidaki 

bagusi dani tidaki mempunyaii texti Bahasai Indonesia,i sepertii katai pepatahi 

mengatakani ”biari kalahi belii yangi pentingi puasi memakai”.i  

2. Kepadai aparati penegaki hukumi agari segerai menyelesaikani kasus-kasusi VCDi dani 

DVDi bajakani yangi selamai inii masihi beredari bebasi dii Kotai Pekanbaru,i dengani 

carai menangkapi otaki pelakui sertai distributori pembuati VCDi dani DVDi bajakani 

tersebut.i  
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